
26.71755725 206,755,000                 

Jml % I % II % III % IV % Jml %

 Rp      245,546,364,000 

2.

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin Usaha 

Angkutan Sungai dan 

Danau untuk Kapal 

yang Melayani Trayek 

Kewenangan Provinsi

 Rp            126,500,708 

Jumlah Laporan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Usaha Angkutan 

Sungai dan Danau untuk 

Kapal yang Melayani 

Trayek Kewenangan 

Provinsi

Laporan 0 0 1 0 1 0 √ √ 0 0 12,463,013         9.85 0 0 0 12,463,013         9.85 Kepala Bidang 

Pelayaran

Merupakan Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya 

dalam rangka sosialisasi pengawasan dan aksi pengingkatan 

keselamatan pelayaran

Belum ada hambatan karena kegiatan rencana akan 

dilaksanakan pada triwulan III

2

Penetapan Lintas 

Penyeberangan dan 

Persetujuan 

Pengoperasian 

Kapal antar Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam Daerah 

Provinsi yang 

Terletak pada 

Jaringan Jalan 

Provinsi dan/atau 

Jaringan Jalur 

Kereta Api Provinsi

 Rp               832,585,995 

Jumlah Data dan 

Informasi Jaringan 

Lintas 

Penyeberangan dan 

Sungai Danau yang 

Tersedia

Dokumen 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1

Penyediaan Data dan 

Informasi Jaringan 

Lintas Penyeberangan 

dan Persetujuan 

Pengoperasian 

Angkutan Sungai, 

Danau dan 

Penyeberangan antar 

Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 

Daerah Provinsi pada 

Jaringan Jalan Provinsi 

dan/atau Jaringan Jalur 

Kereta Api Provinsi

 Rp            832,585,995 

Jumlah Data dan Informasi 

Jaringan Lintas 

Penyeberangan dan 

Disetujuinya Pengoperasian 

Angkutan Sungai, Danau 

dan Penyeberangan antar 

Daerah Kabupaten/Kota 

dalam Daerah Provinsi 

pada Jaringan Jalan 

Provinsi dan/atau Jaringan 

Jalur Kereta Api Provinsi

Dokumen 0 0 1 0 1 0 √ 0 0 9,515,300          1.14 -                0 -                     0 -                     0 9,515,300          1.14 Kepala Bidang 

Pelayaran

 

 	

kegiatan penunjang Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi 

Jaringan Lintas Penyeberangan  dan Trayek Angkutan Sungai 

dan Danau  dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Kas yang 

sudah ditentukan

Belum ada hambatan karena kegiatan terlaksana sesuai dengan 

jadwal rencana

3

Penerbitan Izin 

Usaha Jasa Terkait 

Berupa Bongkar 

Muat Barang, Jasa 

Pengurusan 

Transportasi, 

Angkutan Perairan 

Pelabuhan, 

Penyewaan 

Peralatan Angkutan 

Laut atau Peralatan 

Jasa Terkait Dengan 

Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan 

Depo Peti Kemas

 Rp               251,906,738 
Badan 

Usaha
15 20 15 15 65 42 0 0 0 42 1.

Fasilitasi Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan 

Izin Usaha Jasa Terkait 

Berupa Bongkar Muat 

Barang, Jasa 

Pengurusan 

Transportasi, Angkutan 

Perairan Pelabuhan, 

Penyewaan Peralatan 

Angkutan Laut atau 

Peralatan Jasa Terkait 

dengan Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan Depo 

Peti Kemas dalam 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik

 Rp            118,800,000 

Jumlah Dokumen terkait 

Pemenuhan Persyaratan 

Perolehan Izin Usaha Jasa 

Berupa Bongkar Muat 

Barang, Jasa Pengurusan 

Transportasi, Angkutan 

Perairan Pelabuhan, 

Penyewaan Peralatan 

Angkutan Laut atau 

Peralatan Jasa Terkait 

dengan Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan Depo 

Peti Kemas dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

Dokumen 15 20 15 15 65 √ 42 √ √ √ 42 64.615 -                 0 0 0 0 -                 0 Kepala Bidang 

Pelayaran

Dengan terbitnya PP No 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berbasis resiko setiap usaha jasa 

terkait angkutan di perairan wajib memiliki sertifikasi standar

Mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan para pelaku 

usaha karena alamat kantor perusahaan usaha jasa terkait 

angkutan di perairan beberapa sudah  pindah dari yang 

terdaftar pada saat mengajukan izin usaha

2.

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin Usaha 

Jasa Terkait Berupa 

Bongkar Muat Barang, 

Jasa Pengurusan 

Transportasi, Angkutan 

Perairan Pelabuhan, 

Penyewaan Peralatan 

Angkutan Laut atau 

Peralatan Jasa Terkait 

dengan Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan Depo 

Peti Kemas

 Rp            133,106,738 

Jumlah Laporan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Usaha Jasa Terkait 

Berupa Bongkar Muat 

Barang, Jasa Pengurusan 

Transportasi, Angkutan 

Perairan Pelabuhan, 

Penyewaan Peralatan 

Angkutan Laut atau 

Peralatan Jasa Terkait 

dengan Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan Depo 

Peti Kemas

Laporan 0 1 0 1 2 0 0 0 -                 0 0 0 0 -                 0
Kepala Bidang 

Pelayaran

Antusiasme para pelaku usaha untuk mengikuti koordinasi 

penyelenggaraan jasa terkait angkutan di perairan khususnya 

bongkar muat dan jasa pengurusan transportasi dalam rangka 

evaluasi untuk menjalankan usaha yang lebih baik kedepannya

Belum ada hambatan, kegiatan rencana muai dilaksanakan pada 

triwulan II

4

Pembangunan, 

Penerbitan Izin 

Pembangunan dan 

Pengoperasian 

Pelabuhan 

Pengumpan 

Regional

 Rp           3,391,695,861 Unit 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.

Pembangunan 

Pelabuhan 

Pengumpan 

Regional

 Rp        3,391,695,861 

Jumlah Pelabuhan 

Pengumpan Regional yang 

Terbangun

Unit 0 0 1 0 1 0 √ √ √ 0 0 43,018,046         1.27 0 0 0 43,018,046         1.27 Kepala Bidang 

Pelayaran
-

Masih dalam proses dokumen persiapan data dukung untuk 

memulai pekerjaan

2

Tersedianya Penetapan 

Kebijakan Jaringan 

Perkeretaapian

Persentase kebijakan 

Penetapan Jaringan 

Perkeretaapian 

% 45 0

Kepala Bidang 

Pengembangan 

dan 

Perkeretaapian

1

Penetapan Rencana 

Induk 

Perkeretaapian

 Rp           1,107,079,087 

Persentase 

Ketersediaan 

Rencana 

Perkeretaapian

% 0 0 0 45 45 0 0 0 0 0 1

Pelaksanaan 

Penyusunan 

Rencana Induk 

Perkeretaapian

 Rp        1,107,079,087 
Jumlah Dokumen Rencana 

Induk Perkeretaapian
Dokumen 0 0 0 1 1 0 √ √ 0 0 8,327,800          0.75 0 0 0 8,327,800          0.75

Kepala Bidang 

Pengembangan 

dan 

Perkeretaapian

-
Belum ada hambatan, pekerjaan masih sesuai dengan jadwal 

rencana

3

Menurunnya 

Kecelakaan di 

Ruas Jalan Provinsi

Jumlah Kecelakaan di 

Ruas Jalan Provinsi
Kejadian 165 25

Kepala Bidang 

LLAJ
1.

Penyediaan 

Perlengkapan Jalan 

di Jalan Provinsi

 Rp      150,660,899,335 % 0 0 0 85 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.

Penyediaan 

Perlengkapan 

Jalan di Jalan 

Provinsi

 Rp   150,660,899,335 

Jumlah Perlengkapan Jalan 

di Jalan Provinsi yang 

Tersedia

Unit 0 200 19000 2860 22060 0 √ 0 √ 0 √ 0 0 0          62,197,567 0.04 0 0 0          62,197,567 0.0413
Kepala Bidang 

LLAJ

Mulai membuat rencana kerja dan mempersiapkan data dukung 

kelengkapan pemilihan penyedia melalui e-purchasing agar  

kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal

Paket Pekerjaan fisik rata-rata baru dimulai pada triwulan II 

(berkontrak pada bulan juni)

2.

Pelaksanaan 

Manajemen dan 

Rekayasa Lalu 

Lintas untuk 

Jaringan Jalan 

Provinsi

 Rp               573,267,080 Dokumen 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1.

Penataan Manajemen 

dan Rekayasa Lalu 

Lintas Untuk Jaringan 

Jalan Provinsi

 Rp            304,999,580 

Jumlah Laporan Penataan 

Manajemen dan Rekayasa 

Lalu Lintas Untuk Jaringan 

Jalan Provinsi

Laporan 1 3 3 3 10 1 1 10 12,580,000         4.12 0 0 0          12,580,000 4.12
Kepala Bidang 

LLAJ

Adanya kemauan pengusaha untuk mengurus  dokumen 

andalalin dalam proses pembangunan atau pengembangan 

wilayah

1. Kurangnya Kesadaran pengusaha  terkait pentingnya 

manajemen rekayasa lalu lintas

2. Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan di laksanakan di 

TW III (Menyusun Jadwal Pelaksanaan)

2

Pengawasan dan 

Pengendalian 

Efektivitas Pelaksanaan 

Kebijakan untuk Jalan 

Provinsi

 Rp            268,267,500 

Jumlah Laporan 

Pengawasan dan 

Pengendalian Efektivitas 

Pelaksanaan Kebijakan 

untuk Jalan Provinsi

Laporan 1 1 1 1 4 0 0 0 -                 0 0 0 0                   -   0
Kepala Bidang 

LLAJ

Banyaknya ruas jalan provinsi yang rusak akibat dari kendaraan 

ODOL, sehingga menjadi dasar pelaksanaan penegakkan 

hukum 

Proses pelaksanaan kegiatan penegakkan hukum di jalan 

provinsi belum terjadwal pasti dikarenakan menyesuaikan 

kegiatan rutin dari bidang llaj serta instansi terkait

3

Audit dan Inspeksi 

Keselamatan LLAJ 

di Jalan

 Rp               734,166,335 

Persentase 

Prasarana yang Laik 

Fungsi dan Sarana 

yang Laik Uji

% 7.5 18.5 18.5 29.5 74 0 0.000 1

Pelaksanaan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 

Pemenuhan 

Persyaratan 

Penyelenggaraan 

Kompetensi Pengemudi 

Kendaraan Bermotor 

Provinsi

 Rp            283,807,275 

Jumlah Laporan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 

Pemenuhan Persyaratan 

Penyelenggaraan 

Kompetensi Pengemudi 

Kendaraan Bermotor 

Provins

Laporan 0 0 1 2 3 1 1 33.333 -                 0 0 0 0                   -   0
Kepala Bidang 

LLAJ

1. Adanya keinginan untuk membangun sikap / perilaku dan 

budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dari segi sarana 

dan prasarana untuk mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan 

2. Mendukung kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Perhubungan

Belum ada hambatan, kegiatan berjalan sesuai dengan rencana 

(Untuk kegiatan pelajar pelopor harus menyesuaikan jadwal 

pusat/kemenhub)

2

Pelaksanaan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 

Sistem Manajemen 

Keselamatan 

Perusahaan Angkutan 

Umum

 Rp            361,359,620 

Jumlah Laporan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 

Sistem Manajemen 

Keselamatan Perusahaan 

Angkutan Umum

Laporan 2 3 3 2 10 1 1 10 20,959,239         5.80 0 0 0          20,959,239 5.80
Kepala Bidang 

LLAJ

1. Adanya keinginan untuk membangun sikap / perilaku dan 

budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dari segi sarana 

dan prasarana untuk mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan

2. Pemenuhan tentang Sistem Manajemen Keselamatan 

Perusahaan Angkutan Umum

Belum ada hambatan, kegiatan berjalan sesuai dengan rencana

3

Pelaksanaan 

Pengawasan Melalui Uji 

Petik terhadap Unit 

Pelaksana Uji Berkala 

Kendaraan Bermotor 

Inspeksi, Audit dan 

Pemantauan Unit 

Pelaksana Uji Berkala 

Kendaraan Bermotor

 Rp              88,999,440 

Jumlah laporan Uji Petik 

terhadap Unit Pelaksana Uji 

Berkala Kendaraan 

Bermotor

Laporan 0 0 0 9 9 0 0 0 19,835,851         22.29 0 0 0          19,835,851 22.29
Kepala Bidang 

LLAJ
-

EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALTIM

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)
Ket 

(Evaluasi Per Triwulan I)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW I 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2025
Realisasi s/d 

TW I

Penanggung 

Jawab
NoSatuan Target 2025

Realisasi s/d 

TW I 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

1.

Meningkatnya 

konektivitas 

dan aksesibilitas 

perhubungan yang 

berkualitas dan 

berkeselamatan ke 

pusat - pusat 

perekonomian di 

Wilayah Kalimantan 

Timur

1

.

Rasio Konektivitas 

Provinsi (Angka) 
% 0.864

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan Maret

Triwulan

0.000 0.00 1.

Meningkatnya 

Konektivitas 

Angkutan Laut 

dan SDP

Rasio Konektivitas 

Angkutan Laut dan 

SDP

Angka

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW I
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

Indikator Kinerja Satuan

Jumlah Angkutan 

Sungai Danau yang 

Patuh Perizinan

Unit 40 22 22 210.98 0
Kepala Bidang 

Pelayaran
1.

Penerbitan Izin 

Trayek 

Penyelenggaraan 

Angkutan Sungai 

dan Danau untuk 

Kapal yang 

Melayani Trayek 

antar Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam Daerah 

Provinsi yang 

Bersangkutan

 Rp               305,499,252 1.

Fasilitasi Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan 

Izinangkutan Sungai 

dan Danau untuk Kapal 

yang Melayani Trayek 

Kewenangan Provinsi 

dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

 Rp            178,998,544 

Jumlah Angkutan Sungai 

dan Danau untuk Kapal 

yang Melayani Trayek 

Kewenangan Provinsi 

dalam Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik yang Semenuhi 

Syarat Perizinan

Unit 0105 30 0 0 0 30 30 √ √ √0 300 0 105

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Melakukan Pengumpulan dan 

evaluasi data pemohon izin

3. Memproses kelengkapan 

berkas pengajuan dan 

mengeluarkan rekom izin

√ 0 5,180,000          30 28.571 5,180,000          2.89

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Pembentukan Panitia  Kegiatan 

Rapat Koordinasi dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Usaha Jasa 

Terkait Angkutan di Perairan

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Melaksanakan Kegiatan Rapat 

Koordinasi dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Usaha Jasa 

Terkait Angkutan di Perairan

Jumlah 

Pelabuhan/Dermaga 

Pengumpan Regional 

Kewenangan Provinsi

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pekerjaan untuk 

mengikuti Proses Tender dan 

Seleksi di Biro UKPBJ

3. Melaksanakan pekerjaan dan 

pengawasan Rehabilitasi 

Dermaga Sungai Tering setelah 

pokja pemilihan di Biro UKPBJ 

mengumumkan Tender dan 

Seleksi

4. Melakukan evaluasi hasil 

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Pembentukan Panitia Forum 

Keselamatan Pelayaran

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Melaksanakan Forum 

Keselamatan Pelayaran dan 

Menyusun Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan Forum

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Persiapan Pekerjaan untuk 

mengikuti Proses Tender dan 

Seleksi di Biro UKPBJ

3. Melaksanakan  Studi 

Kebutuhan Angkutan Sungai, 

Danau dan Penyeberangan Lintas 

Antar Kab/Kota Dalam Wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur 

setelah pokja pemilihan di Biro 

UKPBJ mengumumkan Tender 

dan Seleksi

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

Jumlah Badan Usaha 

Pelayaran yang 

Patuh Perzinan

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Melakukan Pengumpulan dan 

evaluasi data pemohon izin 

usaha

3. Memproses kelengkapan 

berkas pengajuan dan 

mengeluarkan rekom izin

2.89 Kepala Bidang 

Pelayaran

Dengan terbitnya PP No 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berbasis resiko setiap usaha 

usaha/ pemilik kapal  angkutan di perairan wajib memiliki 

sertifikasi standar

1. Dalam proses perizinan masih banyak pelaku usaha yang 

belum paham dalam mengenai tata cara pendaftaran 

permohonan izin baru ataupun perpanjangan izin secara online 

pada aplikasi e-ptsp dan website www.oss.go.id

2. Sebagian besar pemilik kapal belum memenuhi persyaratan 

administrasi karena terkendala dalam proses pengurusan 

dokumen dimana yang menjadi persyaratan  yaitu surat ukur, 

pas kapal sungai danau dan sertifikat keselamatan, sertifikat 

kelaiakan menjadi dasar dalam penerbitan sertifikat kartu 

pengawasan izin trayek dan seritifkat standar (pengoperasian 

kapal)

3. Adanya peralihan kewenangan pengalihan tugas dan fungsi 

di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan 

penyeberangan dari BPTD kelas II kalimantan timur kepada 

KSOP kelas I samarinda, sehingga proses penerbitan sertifikat 

kapal sedikit memakan waktu

0 0

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

(jadwal pelaksanaan, lokasi 

pelaksanaan/jalan provinsi, 

persiapan sarana & prasarana)

2. Melakukan Koordinasi antar 

instansi (Dinas Perhubungan 

Kab/Kota, Kepolisian, BPTD 

(apabila gabungan biasanya di 

jalan nasional)

3. Melakukan Pelaksanaan 

Pengawasan,penindakan (over 

dimension and over loading) 

serta  proses hukum dilapangan

4. Melakukan pengendalian dan 

monitoring evaluasi hasil 

penegakkan hukum "over 

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Pembentukan Panitia Kegiatan 

Pelajar Pelopor Keselamatan dan 

Kegiatan Pembinaan Pengemudi 

Kendaraan Bermotor

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Menyiapkan Bahan Paparan 

dan Sistem Penilaian

5. Melaksanakan Kegiatan Pelajar 

Pelopor Keselamatan dan 

Kegiatan Pembinaan Pengemudi 

Kendaraan Bermotor serta

6. Menyusun 

Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan

'1a. Menyiapkan Rencana Kerja

1b. Menyusun Tim Kegiatan 

Audit dan Pemantauan Sistem 

Manajemen Keselamatan 

Perusahaan Angkutan

1c. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan Perusahaan 

Angkutan Umum dan menyusun 

Laporan Kegiatan Audit

2a. Menyiapkan Rencana Kerja

2b. Menyusun rencana/jadwal 

kegiatan inspeksi keselamatan 

(rampcheck)

2c. Melaksanakan kegiatan 

inspeksi keselamatan 

(rampcheck) dan menyusun 

laporan evaluasi kegiatan

3a. Menyiapkan rencana kerja 

serta membentuk Panitia Forum 

Keselamatan Angkutan Jalan & 

Kegiatan Rencana Aksi 

Keselamatan 

3b. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

3c. Melaksanakan Forum 

Keselamatan Angkutan Jalan & 

Kegiatan Rencana Aksi 

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Pembentukan Panitia Kegiatan 

Audit dan Pemantauan 

Pelaksanaan PKB 

3. Melaksanakan Kegiatan Audit 

dan Pemantauan Pelaksanaan 

PKB  dan Menyusun 

Laporan/Dokumentasi Kegiatan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Kajian Studi Kelayakan 

Jalur Kereta api Lintas Layanan 

Tenggarong Bandara APT. 

Pranoto Samarinda untuk 

mengikuti Proses Seleksi di Biro 

UKPBJ

3. Melaksanakan pekerjaan study 

setelah setelah pokja pemilihan 

di Biro UKPBJ mengumumkan  

Seleksi

Persentase Ruas 

Jalan Provinsi yang 

Dipasang Fasilitas 

Keselamatan Jalan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pekerjaan melalui 

proses e-purchasing

3. Melaksanakan pekerjaan dan 

pengawasan Pemasangan Marka 

Jalan, Paku Marka, Pemasangan 

Zoss, Pemasangan APILL, Rambu 

Jalan, Pemasangan RPPJ, 

Pemasangan LPJU Solar Cellda 

Knvensional setelah Pejabat 

Pengadaan mengumumkan dan 

memilih penyedia di etalase e-

purchasing

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

Jumlah Pelaksanaan 

Rekomendasi MRLL 

Jaringan Jalan 

Provinsi yang 

dipatuhi

1a. Menerima Surat Permohonan 

Pengajuan untuk Pengujian 

Andalalin 

1b. Memverifikasi/Menguji 

Kelengkapan Berkas Pengujian 

sebelum dilakukan sidang uji

1c. Menjadwalkan dan melakukan 

pengujian andalalin (evaluasi 

teknis)  

1d. Memberi masukan (revisi jika 

ada) pada saat sidang uji 

1f. Apabila revisi serta 

kelengkapan pengujian telah 

dilengkapi sesuai arahan tim 

andalalin, surat rekomendasi 

andalalin dapat terbit

2a. Menerima Surat Permohonan 

Pengajuan untuk Rencaa 

Pelaksanaan MRLL

2b. Melakukan pengawasan saat 

pelaksanaan MRLL

2c. Melakukan Pemeriksaan 

Lapangan (Uji Fungsi) setelah 

MRLL diterapkan

2d. Melakukan pengendalian & 

monitoring manajemen dan 

rekayasa lalu lintas 

3a. Menyiapkan Rencana Kerja &  

membentuk Panitia Forum LLAJ

1.

Meningkatnya Kualitas dan 

Ketersediaan Infrastruktur 

Perhubungan Untuk 

Mendukung Perekonomian 

dan Pemenuhan 

Infrastruktur Dasar di 

Kalimantan Timur 

Indeks Kualitas 

Layanan 

Infrastruktur 

(IKLI)  

Perhubungan 

0



Jml % I % II % III % IV % Jml %

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)
Ket 

(Evaluasi Per Triwulan I)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW I 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2025
Realisasi s/d 

TW I

Penanggung 

Jawab
NoSatuan Target 2025

Realisasi s/d 

TW I 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan Maret

Triwulan

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW I
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

Indikator Kinerja Satuan

4.

Meningkatnya Layanan 

Lalu 

Lintas Jalan Provinsi 

dan 

AKDP

Persentase Layanan 

Lalu Lintas Jalan 

Provinsi dan AKDP 

% 86 0

Kepala UPTD 

Terminal & 

Kepala Bidang 

LLAJ

2

Pengelolaan 

Terminal 

Penumpang Tipe B - 

UPTD

 Rp         41,905,676,020 

Persentase 

Ketersediaan 

Perencanaan dan 

Fasilitas Terminal 

Tipe B yang 

Terbangun (UPTD 

Terminal)

% 0 0 0 58 58 0 0 1

Revitalisasi 

Terminal Tipe B 

(Fasilitas Utama 

dan Penunjang)

 Rp     37,773,814,600 

Jumlah Terminal yang 

direvitalisasi (Fasilitas 

Utama dan Penunjang)

Unit 0 0 1 0 1 0 √ √ 0 0 -                 0 0 0 0 -                 0 Kepala UPTD 

Terminal

1. Kondisi Eksisting Terminal yang tidak memenuhi Standar 

Pelayanan Minimum Terminal.

2. Sudah adanya DED Terminal.

Belum dilaksanakan karena mendengar  informasi terkait 

adanya efisiensi anggaran 

2

Penyelenggaran 

Sistem Informasi 

Manajemen 

Terminal 

Penumpang Tipe 

B

 Rp        1,349,684,000 

Jumlah Terminal yang 

Menyelenggaran Sistem 

Informasi Manajemen 

Terminal Penumpang Tipe 

B

Unit 0 0 7 0 7 0 √ √ 0 0 -                 0 0 0 0 -                 0 Kepala UPTD 

Terminal

Berdasarkan kebutuhan organisasi dan kewajiban Undang-

Undang 22 Tahun 2009 Bab XVI mencakup: memenuhi standar 

hukum yang mengatur pengelolaan sistem informasi dan 

komunikasi, meningkatkan efisiensi layanan terminal melalui 

integrasi data, mendukung keamanan serta keteraturan lalu 

lintas, dan menyediakan akses informasi yang transparan serta 

responsif bagi pengguna layanan.

Belum dilaksanakan karena mendengar  informasi terkait 

adanya efisiensi anggaran

3

Peningkatan 

Kapasitas 

Kompetensi SDM 

Pengelola 

Terminal 

Penumpang Tipe 

B

 Rp              82,850,000 

Jumlah Kebutuhan 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia Pengelola 

Terminal Tipe B yang 

terpenuhi.

Orang 0 0 0 6 6 0 0 0 -                 0 0 0 0 -                 0
Kepala UPTD 

Terminal

Perlunya SDM Terninal Tipe B yang memiliki kompetensi yang 

relevan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan pelayanan 
Menunggu jadwal dari pihak penyelenggara diklat

4

Pembangunan 

Terminal 

Penumpang Tipe 

B yang 

dilengkapi 

Fasilitas Utama 

dan Fasilitas 

Penunjang

 Rp        2,699,327,420 

Jumlah terminal Tipe B 

yang terbangun yang 

dilengkapi Fasilitas Utama 

dan Fasilitas Penunjang

Unit 0 0 0 3 3 0 √ √ 0 0 -                 0 0 0 0 -                 0
Kepala UPTD 

Terminal

1. Kondisi Eksisting Terminal yang tidak memenuhi Standar 

Pelayanan Minimum Terminal.

2. Sudah adanya DED Terminal.

Belum ada hambatan karena kegiatan akan dilaksanakan sesuai 

rencana  

5.

Menurunnya Kejadian 

Kecelakaan per 1000 

Keberangkatan AKDP

Rasio Kejadian 

Kecelakaan 

Transportasi Per 

1000 Keberangkatan

Angka 0.005 0

Kepala Bidang 

LLAJ, Kepala 

Bidang 

Pengembangan & 

Perkeretaapian 

5

Penyediaan 

Angkutan Umum 

untuk Jasa 

Angkutan Orang 

dan/atau Barang 

Antar Kota dalam 1 

(satu) Daerah 

Provinsi

 Rp           1,835,605,648 

Jumlah Angkutan 

Umum dan/atau 

Barang yang 

tersedia

Unit 4 5 5 3 17 0 0 0 0 0 1

Pengendalian dan 

Pengawasan 

Ketersediaan Angkutan 

Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar 

Kota dalam 1 (satu) 

Provinsi

 Rp              76,206,000 

Jumlah Laporan 

pengendalian dan 

pengawasan KeTersediaan 

Angkutan Umum untuk 

Jasa Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar 

Kota dalam 1 (Satu) 

Provinsi

Laporan 1 1 1 1 4 0 0 8,152,700          10.70 0 0 0           8,152,700 10.70
Kepala Bidang 

LLAJ

 

 	

Beralihnya kewenangan perizinan Angkutan Barang Umum 

yang semula diterbitkan oleh Kab/Kota menjadi kewenangan 

Pemerintah Provinsi

 

 	

1. Masih banyak perusahaan Angkutan Barang Umum yang 

belum mengetahui terkait perubahan kewenangan perizinan

 2. Perusahaan belum memahami mengenai penggunaan 

aplikasi OSS

2

Penyediaan Angkutan 

Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar 

Kota dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi

 Rp        1,759,399,648 

Jumlah Armada Angkutan 

Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang dan/atau 

Barang Antar Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsii

Unit 4 5 5 3 17 0 0 -                 0.00 0 0 0                   -   0.00
Kepala Bidang 

LLAJ

Direncanakan untuk menekan biaya distribusi, menjaga 

stabilitas harga dan mendorong pemerataan pembangunan di 

kalimantan timur

Belum dilaksanakan karena mendengar  informasi terkait 

adanya efisiensi anggaran 

6

Penetapan 

Kawasan Perkotaan 

untuk Pelayanan 

Angkutan Perkotaan 

yang Melampaui 

Batas 1 (satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi

 Rp           1,982,599,637 

Jumlah Perencanaan 

Multimoda yang 

Tersedia

Dokumen 0 0 0 3 3 0 0.00 0.00 0.00 0 1

Perumusan Kebijakan 

Penetapan Kawasan 

Perkotaan untuk 

Angkutan Perkotaan 

Kewenangan Provinsi

 Rp        1,908,480,085 

Jumlah Dokumen Kebijakan 

Penetapan Kawasan 

Perkotaan untuk Angkutan 

Perkotaan Kewenangan 

Provinsi

Dokumen 0 0 0 2 2 0 0 0 38,790,999         2.03 0 0 0          38,790,999 2.03

Kepala Bidang 

Pengembangan 

dan 

Perkeretaapian

1. Mereview kembali Tatrawil yang telah dilakukan, mengingat 

perlu evaluasi kebijakan transportasi agar selaras dengan 

perkembangan wilayah/dinamika wilayah dan penyangga IKN

2. Kajian Teknis Koridor Sanga-Sanga – Samarinda  dilakukan 

untuk memastikan layanan angkutan umum koridor Sanga-

Sanga–Samarinda layak, terjangkau, dan mendukung 

pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan

Belum dilaksanakan karena mendengar  informasi terkait 

adanya efisiensi anggaran

2

Sosialisasi dan Uji Coba 

Pelaksanaan Kebijakan 

Penetapan Kawasan 

Perkotaan untuk 

Angkutan Perkotaan 

Kewenangan Provinsi

 Rp              74,119,552 

Jumlah Dokumen 

Sosialisasi dan Uji Coba 

Pelaksanaan Kebijakan 

Penetapan Kawasan 

Perkotaan untuk Angkutan 

Perkotaan Kewenangan 

Provinsi

Dokumen 0 0 1 0 1 0 0 0 -                 0 0 0 0                   -   0

Kepala Bidang 

Pengembangan 

dan 

Perkeretaapian

Sosialisasi Multimoda  diselenggarakan dengan tujuan utama 

untuk

memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada 

masyarakat terkait

Program Angkutan Umum Massal Bersubsidi di Provinsi 

Kalimantan Timur

Belum ada hambatan karena kegiatan masih berjalan sesuai 

rencana

6

Penerbitan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Orang 

dalam Trayek Lintas 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi

 Rp               500,307,960 

Jumlah 

Penyelenggara 

Angkutan Orang 

Dalam Trayek yang 

Patuh Perizinan

Unit 30 30 30 30 120 23 0 0 0 23 1

Fasilitasi Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan 

Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Orang dalam 

Trayek Kewenangan 

Provinsi dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

 Rp            194,483,670 

Jumlah Angkutan Orang 

dalam Trayek Kewenangan 

Provinsi dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik yang 

telah memenuhi 

persyaratan perizinan

Unit 30 30 30 30 120 23 23 19.167 11,902,000         6.1198 0 0 0          11,902,000 6.1198
Kepala Bidang 

LLAJ

Kesadaran pihak perusahaan  dalam hal mencermati tenggat 

waktu perpanjangan Kartu Pengawasan dan Izin Trayek 5 

tahunan

Menunggu permohonan perpanjangan Kartu Pengawasan

2

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Orang dalam 

Trayek Kewenangan 

Provinsi

 Rp            305,824,290 

Jumlah Laporan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Orang dalam 

Trayek Kewenangan 

Provinsi

Laporan 1 1 1 1 4 0 0 0 -                 0 0 0 0                   -   0
Kepala Bidang 

LLAJ
-

Belum ada hambatan karena kegiatan masih berjalan sesuai 

rencana

7

Penerbitan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Taksi 

yang Wilayah 

Operasinya 

Melampaui Lebih 

dari 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi

 Rp               282,198,880 

Jumlah 

Penyelenggara 

Angkutan Taksi yang 

Patuh Perizinan

Unit 30 60 150 70 310 31 0 0 0 31 1

Fasilitasi Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan 

Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Taksi yang 

Wilayah Operasinya 

Kewenangan Provinsi 

dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

 Rp            141,599,440 

Jumlah Angkutan Taksi 

yang Wilayah Operasinya 

Kewenangan Provinsi 

dalam Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik yang memenuhi 

persyaratan perizinan

Unit 30 60 150 70 310 31 31 10 6,274,000          4.43 0 0 0           6,274,000 4.4308
Kepala Bidang 

LLAJ

Kesadaran pihak perusahaan  dalam hal mencermati tenggat 

waktu perpanjangan Kartu Pengawasan dan Izin Trayek 5 

tahunan

Menunggu permohonan perpanjangan Kartu Pengawasan

2

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Taksi yang 

Wilayah Operasinya 

Kewenangan Provinsi

 Rp            140,599,440 

Jumlah Laporan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Taksi yang 

Wilayah Operasinya 

Kewenangan Provinsi

Laporan 1 1 1 1 4 1 1 25 -                 0.00 0 0 0                   -   0.00
Kepala Bidang 

LLAJ
- Menunggu permohonan perpanjangan izin trayek 5 tahunan

2.

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja dan 

Layanan Publik 

Perangkat Daerah 

1.

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

Angka 77 0 0 6.

Meningkatnya Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Indeks Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Indeks 74 0 Sekretaris 1

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

 Rp               924,640,852 % 0 0 0 92 92 15.38 15.38 1.

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

 Rp            450,446,984 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Dokumen 0 0 2 2 4 0 0 0          22,827,224 5.07 0 0 0          22,827,224 5.07

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Pentingnya menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah 

sebagai guidance/panduan program kegiatan selama tahun 

berjalan berdasarkan data dukung yang berasal dari bidang

Tidak ada hambatan, pekerjaan masih sesuai dengan rencana

2.

Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 

RKA- SKPD

 Rp              87,913,445 

Jumlah Dokumen RKA-

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Dokumen 0 2 0 2 4 0 0 0                   -   0 0 0 0                   -   0

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang dalam 

pemenuhan kelengkapan data dukung

Belum ada hambatan, pekerjaan masih sesuai dengan rencana 

(Dokumen RKA P menyesuaikan/menunggu jadwal)

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pekerjaan untuk 

mengikuti Proses Tender/Seleksi 

di Biro UKPBJ

3. Melaksanakan pekerjaan dan 

pengawasan Pembangunan 

Gedung Terminal Sungai Kunjang 

dilaksanakan setelah pokja 

pemilihan di Biro UKPBJ 

mengumumkan Tender/Seleksi 

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pekerjaan 

3. Melaksanakan pekerjaan dan 

pengawasan pemasangan 

aplikasi/software manajemen 

terminal dapat dilaksanakan 

Pejabat Pengadaan 

mengumumkan Pengadaan 

Langsungnya 

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melakukan pengumpulan 

dokumen sesuai persyaratan dan 

evaluasi data terkait izin trayek 

yang sudah habis masa berlaku 

3. Melakukan sinkronisasi 

data/dokumen agar dapat 

dikeluarkan izin trayek/kartu 

pengawasan yang telah 

diperpanjang/diperbaharui

4. Membuat/Menyusun  laporan 

terkait jumlah permohonan izin 

yang telah dikeluarkan

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan 

3. Pembentukan Panitia Kegiatan 

Pemilihan  Abdiyasa Tingkat 

Provinsi dan Kegiatan Wahana 

Tata Nugraha

4. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

5. Melaksanakan Kegiatan 

Sosialisasi Keselamatan 

Angkutan  Jalan serta

Menyusun Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan

6. Melakukan Pendampingan bagi 

Peserta Abdiyasa Teladan untuk 

bertanding di level nasional

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melakukan pengumpulan 

dokumen sesuai persyaratan dan 

evaluasi data terkait izin trayek 

yang sudah habis masa berlaku 

3. Melakukan sinkronisasi 

data/dokumen agar dapat 

dikeluarkan izin trayek/kartu 

pengawasan yang telah 

diperpanjang/diperbaharui

4. Membuat/Menyusun  laporan 

terkait jumlah permohonan izin 

yang telah dikeluarkan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melakukan pengumpulan 

dokumen sesuai persyaratan dan 

evaluasi data terkait izin trayek 

yang sudah habis masa berlaku 

3. Melakukan sinkronisasi 

data/dokumen agar dapat 

dikeluarkan izin 

trayek/pertimbangan teknis yang 

telah diperpanjang/diperbaharui

4. Membuat/Menyusun  laporan 

terkait jumlah permohonan izin 

yang telah dikeluarkan

Persentase Dokumen 

Perencanaan dan 

Penganggaran yang 

ditetapkan Tepat 

Waktu

'1. Menyiapkan Rencana Kerja  Kegiatan 

Gender Statistik Sektor Perhubungan, 

Kegiatan Forum Perangkat Daerah, 

Kegiatan Penyusunan Renstra/Renja

2. Menyusun Jadwal dan Tim 

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan 

Gender Statistik Sektor Perhubungan 

3. Menyusun Laporan dan Dokumen 

Gender Statistik Sektor Perhubungan 

4. Menyiapkan Data Dukung Penyusunan 

Renstra/Renja dari setiap Bidang di 

Lingkungan Dishub Prov. Kaltim

5. Menyusun Jadwal Kegiatan Forum PD 

Renstra/Renja dan Menyusun Laporan 

Kegiatan

6. Menyusun Dokumen Renstra/Renja 

Menyesuaikan Jadwal dari Bappeda Prov. 

Kaltim

1. Menyiapkan Rencana Kerja, 

Menyusun serta Menyesuaikan 

Jadwal dan Jenis Bimtek Pegawai

2. Berkoordinasi dengan Pihak 

Penyelenggara Bimtek dan 

Pegawai yang akan Mengikuti 

Bimtek

3.  Menyusun Laporan dan  

Evaluasi Hasil Pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pekerjaan untuk 

mengikuti Proses Tender dan 

Seleksi di Biro UKPBJ

3. Melaksanakan pekerjaan dan 

pengawasan  Rehabilitasi 

Terminal Timbau Tenggarong 

dan Pekerjaan Tanah Terminal 

Paser setelah pokja pemilihan di 

Biro UKPBJ mengumumkan 

Tender dan Seleksi  dapat 

dilaksanakan

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melakukan sinkronisasi data 

perizinan dan penertiban 

administrasi (Penerbitan ulang / 

registrasi ulang izin oleh Provinsi 

(jika diperlukan), Penyesuaian 

tarif berdasarkan kebijakan 

Provinsi, Pemberian sanksi 

administratif bagi yang tidak 

menyesuaikan)

3. Melakukan peran pengawasan 

provinsi (Sosialisasi aturan baru 

kepada pelaku usaha)

4. Melakukan evaluasi hasil 

(Penyusunan laporan hasil 

Monev,Rekomendasi perbaikan 

sistem perizinan dan 

pengawasan, Penyusunan rencana 

pengawasan berkala ke depan)

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Subsidi Ongkos Angkut 

Perintis untuk mengikuti Proses 

Seleksi di Biro UKPBJ

3. Melaksanakan pekerjaan study 

setelah pokja pemilihan di Biro 

UKPBJ mengumumkan  Seleksi

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Subsidi Review 

Tataran Transportasi Wilayah 

(Tatrawil) Kalimantan Timur & 

Kajian Perencanaan Teknis 

Layanan Angkutan Umum Massal 

Koridor Sanga-Sanga Samarinda 

untuk mengikuti Proses Seleksi 

di Biro UKPBJ

3. Melaksanakan pekerjaan study 

& Kajian setelah pokja pemilihan 

di Biro UKPBJ mengumumkan  

Seleksi

4. Melakukan evaluasi hasil 

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan & Pembentukan Panitia 

Kegiatan

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Melaksanakan Kegiatan 

Sosialisasi Multimoda serta 

Menyusun Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan

1. Menyusun Rencana Kerja 

2. Menunggu Penetapan Pagu dari 

Bappeda

3. Menyiapkan Data Dukung 

Lengkap setiap Kegiatan seperti 

KAK, RAB, beserta spesifikasi 

teknis

4. Mengikuti Asistensi sesuai 

Jadwal sebelum Menjadi  

DPA/RKA dan disahkan

5. Melakukan Perubahan 

DPA/RKA, menyesuaikan dengan 

Jadwal



Jml % I % II % III % IV % Jml %

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)
Ket 

(Evaluasi Per Triwulan I)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW I 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2025
Realisasi s/d 

TW I

Penanggung 

Jawab
NoSatuan Target 2025

Realisasi s/d 

TW I 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan Maret

Triwulan

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW I
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

Indikator Kinerja Satuan

3,

Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 

DPA-SKPD

 Rp              31,510,912 

Jumlah Dokumen DPA-

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

Dokumen 0 2 0 2 4 0 0 0                   -   0 0 0 0                   -   0

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang dalam 

pemenuhan kelengkapan data dukung

Belum ada hambatan, pekerjaan masih sesuai dengan rencana 

(Dokumen DPA P menyesuaikan/menunggu jadwal)

4.

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

 Rp            143,811,970 

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Laporan 2 1 1 0 4 2 2 50                   -   0 0 0 0                   -   0

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Pentingnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD sebagai dasar untuk melakukan 

evaluasi kinerja perangkat daerah

Belum ada hambatan karena karena pekerjaan masih sesuai 

dengan rencana

5.
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
 Rp            210,957,541 

Jumlah Laporan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah
Laporan 4 6 4 6 20 3 3 15                   -   0 0 0 0                   -   0

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Pentingnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar 

pengambilan kebijakan/pelaksanaan kegiatan di tahun 

berikutnya

Ketersediaan data dari bidang kurang tepat waktu sehingga 

menghambat proses olah data menjadi laporan

2.

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah

 Rp         22,811,701,925 % 0 0 0 94 94 4.65 4.65 1.
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN
 Rp     21,995,306,899 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

Orang/

Bulan
74 74 74 74 74 89 89 120.27       2,853,501,948 12.973 0 0 0       2,853,501,948 12.973

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

1. Realisasi sesuai dengan bulan berjalan;

2.Pengerjaan pengiputan gaji & tunjangan berdasarkan jumlah 

pegawai yang aktif;

3. Terdapat CPNS baru sebanyak 16 orang sehingga jumlah 

orang/pegawai yang menerima gaji melebihi dari target 

Tidak ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin

2.

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas

ASN

 Rp            667,920,000 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Dokumen 3 3 3 3 12 3 3 25          95,980,000 14.37 0 0 0          95,980,000 14.37

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Honorarium Kegiatan yang sudah tercantum dalam DPA dan 

dirancang sejak awal, sehingga dokumen bisa disiapkan dari 

awal

Hambatan terjadi apabila berkas tidak lengkap

3.

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

 Rp              71,750,000 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Dokumen 3 3 3 3 12 3 3 25          13,392,900 18.666 0 0 0          13,392,900 18.666

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Koordinasi yang baik antar pengelola keuangan, kompetensi 

SDM yang memadai, ketepatan waktu penyampaian dokumen, 

serta dukungan SOP dan aplikasi keuangan yang 

mempermudah pencatatan dan verifikasi

Beberapa kendala yang masih muncul meliputi keterlambatan 

penyampaian dokumen, dokumen yang belum lengkap atau tidak 

sesuai DPA, keterbatasan jumlah SDM verifikator, serta 

kendala teknis pada sistem/aplikasi keuangan

4.

Pengelolaan dan 

Penyiapan Bahan 

Tanggapan 

Pemeriksaan

 Rp                 2,730,000 

Jumlah Dokumen Bahan 

Tanggapan Pemeriksaan 

dan Tindak Lanjut 

Pemeriksaan

Dokumen 0 1 0 1 2 0 0 0             520,000 19.048 0 0 0             520,000 19.048

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Komitmen dan dukungan aktif pimpinan untuk memastikan 

dokumen/berkas keuangan (GU/LS) lengkap dan sesuai 

ketentuan

Realisasi target menunggu adanya pemeriksaan dari 

BPK/ITWIL 

5.

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/Semestera

n SKPD

 Rp              69,138,500 

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/Semesteran 

SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semes

teran SKPD

Laporan 5 5 5 3 18 6 6 33.333           1,020,000 1.48 0 0 0           1,020,000 1.48

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Pentingnya meminimalisir selisih data belanja, pendapatan, dan 

pajak. Serta Tuntutan akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan APBD

Kegiatan menyesuaikan undangan/jadwal dari instansi terkait 

seperti BPKAD, Bapenda, dan Dirjen Pajak

6.

Penyusunan Pelaporan 

dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran

 Rp                 4,856,526 

Jumlah Dokumen Pelaporan 

dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran

Dokumen 3 3 3 3 12 3 3 25                   -   0 0 0 0                   -   0

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Tersedianya data realisasi lengkap, sistem keuangan 

terintegrasi, SDM kompeten, dan pedoman/SOP yang jelas

Data belum lengkap, SDM terbatas, format laporan berbeda, 

dan waktu penyusunan terbatas

3.

Administrasi 

Pendapatan Daerah 

Kewenangan 

Perangkat Daerah

 Rp                  65,002,000 

Persentase 

Kepatuhan Wajib 

Retribusi Daerah

% 100 100 100 100 100 100 100 1.
Pelaporan Pengelolaan 

Retribusi Daerah
 Rp              65,002,000 

Jumlah Laporan 

Pengelolaan Retribusi 

Daerah

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 25                   -   0 0 0 0                   -   0

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

1. Tersedianya data penerimaan retribusi yang lengkap dan 

akurat

2. Sistem/aplikasi keuangan daerah yang terintegrasi

3. Adanya pedoman/SOP pengelolaan dan pelaporan retribusi

1. Selisih atau ketidaksesuaian data antara bukti setoran dan 

sistem

2. Menunggu jadwal hasil rekon dengan BPKAD/Bapenda

4.

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah - 

Dinas

 Rp           1,566,471,523 % 0 0 0 92 92 0 0 1.

Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

 Rp              49,999,716 

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan

Paket 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0                   -   0 Kasubbag Umum
Kebutuhan akan komponen listrik di kantor agar stok komponen 

dapat terpenuhi sepanjang tahun

Pengajuan kebutuhan pengadaan komponen listrik berdasarkan 

kebutuhan dari teknisi listrik kantor 

2.

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor

 Rp            309,963,436 

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

Paket 4 2 2 0 8 4 4 50                   -   0 0 0 0                   -   0 Kasubbag Umum

1. Kebutuhan akan peralatan penunjang pekerjaan di kantor 

2. Rencana kebutuhan jelas berdasarkan inventaris dan 

proyeksi penggunaan

Belum ada hambatan karena pekerjaan sesuai dengan jadwal 

rencana

3.

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

 Rp            201,333,127 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan

Paket 1 3 1 1 6 1 1 16.667          33,425,000 16.60 0 0 0          33,425,000 16.60 Kasubbag Umum
Proses pekerjaan/pengadaan menyesuaikan permintaan akan 

kebutuhan 

Belum ada hambatan (pekerjaan masih berlangsung sampai 

dengan triwulan IV)

4.

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

 Rp            987,113,580 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 25          22,025,530 2.23 0 0 0          22,025,530 2.23 Kasubbag Umum

Sesuai disposisi/arahan pimpinan dan adanya penggunaan 

aplikasi atau template digital mempermudah pencatatan dan 

arsip laporan

Belum ada hambatan karena pekerjaan selesai sesuai dengan 

jadwal rencana

1. Menyiapkan Rencana Kerja  

Kegiatan SKM

2. Menyusun Jadwal dan Tim 

SKM

3. Mengolah dan Menyusun 

Laporan dan Dokumen Hasil SKM 

 

4. Menyusun Rencana Kerja 

terkait Evaluasi Pelaporan Kinerja 

setiap Bidang

5. Berkoordinasi dengan setiap 

Bidang untuk Melaporkan Capaian 

Kinerjanya

6. Mengolah Data dari setiap 

Bidang di Lingkungan Dishub 

Prov. Kaltim

7. Menyusun Laporan Kinerja 

Persentase Realisasi 

Anggaran

1. Menyiapkan dan Menginput 

Kelengkapan Berkas Pegawai 

yang akan dibayarkan Gajinya 

pada Aplikasi SIMGAJI TASPEN

2. Membuat Template Gaji

3. Menginput Pembuatan SPP-SPM 

LS Gaji di SIPD

4. Membuat Simponi Gaji di 

Aplikasi Portal Penerimaan 

5. Membuat e-billing Pajak Gaji di 

Aplikasi DJP Online

6. Membuat Template 

Potongan/Upload Gaji ke Bank

1. Melampirkan SK KPA dan 

PPTK

2. Membuat Template Honor 

Menyesuaikan dengan SSH Total 

Besaran Kegiatan/Pekerjaan 

3. Melakukan Pembayaran Jika 

Kelengkapan Persyaratan telah 

dilengkapi

4. Menyusun Rencana Kegiatan 

Rekonsiliasi Belanja, Rekonsiliasi 

Pendapatan dan Pemindahan 

Bukuan Pajak

5.Menyusun/Menyesuaikan Jadwal 

Kegiatan serta Menyusun Tim 

untuk Melakukan Kegiatan

6. Melakukan Evaluasi Hasil 

Pekerjaan 

1. Menyusun Rencana Kerja 

2. Menunggu Penetapan Pagu dari 

Bappeda

3. Menyiapkan Data Dukung 

Lengkap setiap Kegiatan seperti 

KAK, RAB, beserta spesifikasi 

teknis

4. Mengikuti Asistensi sesuai 

Jadwal sebelum Menjadi  

DPA/RKA dan disahkan

5. Melakukan Perubahan 

DPA/RKA, menyesuaikan dengan 

Jadwal

1. Menyusun Rencana Kerja 

2. Berkoordinasi dengan setiap 

Bidang untuk Melaporkan Capaian 

Kinerjanya

3. Mengolah Data dari setiap 

Bidang di Lingkungan Dishub 

Prov. Kaltim

4. Menyusun Laporan Kinerja 

1.  Membuat Template/Kertas 

Kerja GU (Ganti Uang) 

2. Pengumpulan dan Pemeriksaan 

SPJ

3. Verifikasi dan Penyusunan 

Rekap GU (Ganti Uang)

4. Pengajuan SPP GU dan 

Pengarsipan 

1.  Membuat Template/Kertas 

Kerja GU (Ganti Uang) / Berkas 

LS 

2. Mengumpulkan dan menyusun 

berkas/dokumen

3. Verifikasi, Penyusunan Rekap 

GU (Ganti Uang) / Berkas LS

4. Menyiapkan data dukung dan 

menyesuaikan template/kertas 

kerja sesuai permintaan 

pemeriksa
1. Menyiapkan data dan dokumen 

rekonsiliasi baik rekonsiliasi 

belanja, rekonsiliasi pendapatan 

maupun rekonsiliasi pajak

2. Melaksanakan koordinasi dan 

rekonsiliasi  belanja, rekonsiliasi 

pendapatan maupun rekonsiliasi 

pajak

3. Klarifikasi selisih belanja 

(apabila ditemukan selisih)

4. Menyusun dan menandatangani 

Berita Acara Rekonsiliasi

5. Mendokumentasikan hasil 

koordinasi
1. Mengumpulkan dan 

memverifikasi data realisasi 

anggaran

2. Menganalisis capaian realisasi 

terhadap pagu anggaran

3. Menyusun prognosis realisasi 

berkala/sampai akhir periode

4. Menyusun dan menyampaikan 

dokumen laporan

1. Mengumpulkan data 

penerimaan retribusi dari masing-

masing unit/pos retribusi

2. Memverifikasi dan 

memvalidasi data penerimaan

3. Mengelompokkan data per 

jenis retribusi dan periode

4. Menyusun laporan pengelolaan 

retribusi daerah

5. Melakukan review internal dan 

finalisasi laporan

6. Menyampaikan laporan ke 

instansi terkait sesuai jadwal

Persentase Sarana 

Prasarana Kantor 

Yang Berfungsi 

Dengan Baik

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan dan pekerjaan melalui 

e-purchasing

4. Melakukan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor yang 

disediakan

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan melalui e-purchasing

4. Melengkapi Persyaratan Proses 

Pekerjaan dan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Paket 

Barang Cetakan dan Penggandan 

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan dan Melaksanakan 

pekerjaan setelah Pejabat 

Pengadaan mengumumkan 

Pengadaan Langsungnya

4. Melakukan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja dan 

Menyusun Jadwal Kegiatan

2. Pembentukan Panitia Kegiatan

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Melaksanakan Kegiatan dan 

Menyusun Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan Kegiatan

5. Membuat Telahaan 

Staf/Mengusulkan Nama yang 

akan Melakukan Perjalanan Dinas 

(sesuai dengan jadwal undangan 

yang harus dihadiri), untuk 

kegiatan Rutin



Jml % I % II % III % IV % Jml %

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)
Ket 

(Evaluasi Per Triwulan I)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW I 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2025
Realisasi s/d 

TW I

Penanggung 

Jawab
NoSatuan Target 2025

Realisasi s/d 

TW I 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan Maret

Triwulan

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW I
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

Indikator Kinerja Satuan

5.
Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD
 Rp              15,424,000 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

Dokumen 0 0 0 2 2 0 0 0                   -   0 0 0 0                   -   0 Kasubbag Umum

1. Adanya pedoman resmi tentang penatausahaan arsip 

mendorong konsistensi penyimpanan dan pengelolaan

2. Tenaga administrasi yang terlatih mampu mengelola arsip 

dinamis sesuai standar

3. Pengawasan dari pimpinan atau unit pengelola arsip 

meningkatkan kepatuhan dan kelengkapan dokumen

1. Fokus pegawai pada kegiatan operasional menyebabkan 

pengelolaan arsip terabaikan (beban kerja tinggi)

2. Beberapa Pegawai belum memahami tata cara 

penatausahaan arsip dinamis yang benar

3. Masih minimnya lemari arsip, rak, atau ruang penyimpanan 

menyebabkan dokumen tersimpan tidak optimal

6.

Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

pada SKPD

 Rp                 2,637,664 

Jumlah Dokumen Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD

Dokumen 0 0 0 2 2 0 0                   -   0 0 0 0                   -   0 Kasubbag Umum

Adanya pedoman nasional dan internal SKPD terkait SPBE 

mendorong penyusunan dokumen, 

sesuai disposisi/arahan pimpinan

1. Fokus pegawai lebih pada operasional, sehingga dokumen 

SPBE tertunda

2. Pengelolaan dokumen digital sulit dipantau dan rawan 

terlewat (Sistem Administrasi Manual atau Tidak Terintegrasi)

Meningkatnya Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Indeks Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Indeks 74 0
Kepala UPTD 

Terminal
1.

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah - 

UPTD

 Rp           1,739,665,594 % 63 63 0 1.

Penyediaan Komponen 

Instalasi

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

 Rp              25,840,082 

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan

Paket 0 0 8 0 8 0 0 0                   -   0 0 0 0                   -   0

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Kebutuhan akan komponen listrik di kantor agar stok komponen 

dapat terpenuhi sepanjang tahun

Pengajuan kebutuhan pengadaan komponen listrik berdasarkan 

kebutuhan dari kantor dan 7 Terminal Tipe B

2.

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor

 Rp            766,855,840 

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

Paket 2 3 2 0 7 2 2 28.571                   -   0 0 0 0                   -   0

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

1. Kebutuhan akan peralatan penunjang pekerjaan di kantor & 

Terminal Tipe B

2. Rencana kebutuhan jelas berdasarkan inventaris dan 

proyeksi penggunaan

Belum ada hambatan karena pekerjaan sesuai dengan jadwal 

rencana

3.

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

 Rp              78,463,672 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan

Paket 1 1 0 3 5 1 1 20                   -   0 0 0 0                   -   0

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Proses pekerjaan/pengadaan menyesuaikan permintaan akan 

kebutuhan 

Belum ada hambatan (pekerjaan masih berlangsung sampai 

dengan triwulan IV)

4.

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

 Rp            868,506,000 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 25          60,417,000 6.96 0 0 0          60,417,000 6.96

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Sesuai disposisi/arahan pimpinan dan adanya penggunaan 

aplikasi atau template digital mempermudah pencatatan dan 

arsip laporan

Belum ada hambatan karena pekerjaan selesai sesuai dengan 

jadwal rencana

1.

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah - 

UPTD

 Rp           1,107,278,000 

Persentase 

Pemenuhan Barang 

Milik Daerah 

Perangkat Daerah 

% 60 60 0 0 0 0 0 1.

Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan

 Rp        1,107,278,000 

Jumlah Unit Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Disediakan

Unit 0 0 4 0 4 0 0 0                   -   0 0 0 0                   -   0

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Sesuai permintaan akan kebutuhan (kebutuhan riil lapangan) 
Mencari barang sesuai dengan spesifikasi teknis yang 

diinginkan

4.

Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah - 

UPTD

 Rp               948,653,000 % 40 40 0 0 1.

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan

 Rp              83,703,000 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Unit 5 4 0 0 9 0 0 0             817,000 0.9761 0 0 0             817,000 0.9761

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal/ permintaan akan 

kebutuhan 

Terlambat dari target dikarenakan jadwal  pembayaran pajak 

dan pemeliharaan rutin kendaraan operasional dimulai pada 

triwulan II

2.

Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya

 Rp            864,950,000 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

Unit 0 0 0 39 39 0 0 0 -                 0 0 0 0                   -   0

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang baik 
Belum ada hambatan karena berjalan sesuai dengan jadwal dan 

menyesuaikan permintaan

1.

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Perangkat 

Daerah (Indeks)

Indeks 80.39

Meningkatnya Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Persentase Keluhan 

Pengguna Layanan 

yang Ditindaklanjuti

% 100 0.00 Sekretaris 4.

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

 Rp               445,677,450 % 0 0 0 20 20 5.34 5.34 1.

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

 Rp            183,348,950 

Jumlah Paket Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapan

Paket 0 2 0 0 2 0 0 0                   -   0 0 0 0                   -   0 Kasubbag Umum Proses pengadaan menyesuaikan jadwal dan anggaran kas
Belum ada hambatan karena pekerjaan menyesuaikan jadwal 

dan anggaran kas

2.

Pendataan dan 

Pengolahan 

Administrasi

Kepegawaian

 Rp                 9,999,000 

Jumlah Dokumen 

Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian

Dokumen 0 0 0 1 1 0 0 0           8,554,000 85.55 0 0 0           8,554,000 85.549 Kasubbag Umum Pedoman administrasi kepegawaian yang jelas Data belum lengkap atau terlambat diperbarui

3.

Monitoring, Evaluasi, 

dan Penilaian Kinerja

Pegawai

 Rp              47,939,500 

Jumlah Dokumen 

Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai

Dokumen 0 0 0 1 1 0 0 0           9,450,000 19.71 0 0 0           9,450,000 19.712 Kasubbag Umum

1. Adanya sistem manajemen kinerja berbasis digital 

mempermudah pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan

2. Pegawai dan tim administrasi yang memahami prosedur 

monitoring dan evaluasi akan menghasilkan dokumentasi yang 

lebih tertib dan lengkap

Belum ada hambatan karena pekerjaan telah sesuai jadwal

4.

Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

 Rp            204,390,000 

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

Orang 0 0 0 20 20 7 7 35           4,250,000 2.08 0 0 0           4,250,000 2.08 Kasubbag Umum
Koordinasi dengan pihak penyelenggara bimtek./pelatihan untuk 

mendukung kinerja pegawai Dinas Perhubungan 
Jadwal/waktu pelatihan belum dapat dipastikan

1.

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada

Perangkat Daerah - 

Dishub

 Rp                  65,128,900 % 0 0 0 92 92 0 0 1.

Penyusunan 

Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD

 Rp              38,653,800 
Jumlah Rencana Kebutuhan 

Barang Milik Daerah SKPD
Dokumen 0 1 0 0 1 0 0 0                   -   0 0 0 0                   -   0 Kasubbag Umum

1. Adanya regulasi pengelolaan BMD dan format RKBMD 

mendorong penyusunan rencana kebutuhan

2. Sudah adanya sistem digital/aplikasi inventaris, sehingga 

memudahkan pencatatan, pengumpulan, dan pengelolaan 

usulan RKBMD

Beban kerja yang tinggi, sehingga Pegawai fokus pada 

operasional, sehingga pengumpulan usulan RKBMD tertunda

2.
Pengamanan Barang 

Milik Daerah SKPD
 Rp                 7,070,000 

Jumlah Dokumen 

Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD

Dokumen 0 1 0 1 2 0 0 0                   -   0 0 0 0                   -   0 Kasubbag Umum

1. Adanya dukungan kepala Dinas dalam tertib administrasi 

aset

2. Adanya Sistem Informasi Aset yang Terintegrasi 

(Penggunaan aplikasi/SIMDA BMD mempermudah pencatatan 

dan penerbitan dokumen)

Kurangnya sinkronisasi data antara Dishub dan BPKAD

3.
Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD
 Rp              19,405,100 

Jumlah Laporan 

Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD

Laporan 1 1 1 1 4 1 1 25                   -   0 0 0 0                   -   0 Kasubbag Umum
Adanya sumber data yang lengkap, seperti data KIB dan 

Dokumen Persediaan   
Kurangnya sinkronisasi data antara Dishub dan BPKAD

1. Menyiapkan Rencana Kerja dan 

Menyusun Dokumen Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD

2. Mengumpulkan dan menyusun 

dokumen seperti SOP, panduan, 

dan laporan penggunaan sistem

3. Menyimpan dokumen di server 

atau arsip digital dengan 

pencatatan metadata

4. Memeriksa serta 

mengevaluasi kelengkapan, 

kesesuaian, dan kualitas 

dokumen secara rutin

Persentase Sarana 

Prasarana Kantor 

Yang Berfungsi 

Dengan Baik

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan dan pekerjaan melalui 

e-purchasing

4. Melakukan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor yang 

disediakan

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan melalui e-purchasing

4. Melengkapi Persyaratan Proses 

Pekerjaan dan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Paket 

Barang Cetakan dan Penggandan 

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan dan Melaksanakan 

pekerjaan setelah Pejabat 

Pengadaan mengumumkan 

Pengadaan Langsungnya

4. Melakukan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja dan 

Menyusun Jadwal Kegiatan 

Penatausahaan Arsip Dinamis

2. Mengumpulkan dokumen 

aktif/arsip dinamis dari tiap unit, 

menyusun sesuai klasifikasi, dan 

mencatat ke sistem atau buku 

arsip

3. Menyimpan dokumen di lemari 

atau sistem arsip digital, serta 

melakukan pencatatan inventaris 

untuk memudahkan pencarian 

dan pengendalian

4. Melakukan pemeriksaan rutin 

kelengkapan, kesesuaian, dan 

ketepatan penatausahaan 

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan pemeliharaan ac, 

printer, pc/laptop dan 

pemeliharaan rutin gedung kantor

3. Melaksanakan pekerjaan 

pemeliharaan ac, printer, dan 

pemeliharaan rutin gedung kantor

4. Melakukan evaluasi hasil 

Persentase SDM 

Aparatur yang 

Mengikuti Pendidikan 

dan Pelatihan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Pakaian 

Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan 

4. Melaksanakan pekerjaan 

setelah Pejabat Pengadaan 

mengumumkan Pengadaan e-

purchasing

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Membuat Telahaan 

Staf/Mengusulkan Nama yang 

akan Melakukan Perjalanan Dinas 

(sesuai dengan jadwal undangan 

yang harus dihadiri), untuk 

kegiatan Rutin

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Kendaraan 

Dinas 

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan melalui e-purchasing 

setelah Pejabat Pengadaanya 

memilih penyedia yang ada di 

etalase e-purchasing

4. Melakukan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

Persentase BMD 

yang digunakan dan 

berfungsi baik

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2.Menyiapkan/Menyesuaikan  

Jadwal Kegiatan Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas

3. Melaksanakan pekerjaan 

setelah Pejabat Pengadaan 

mengumumkan  pengadaan 

langsungnya 

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Mengumpulkan data 

kepegawaian dari seluruh bidang

2. Memverifikasi dan 

memvalidasi dokumen 

administrasi pegawai

3. Menginput data ke sistem 

administrasi kepegawaian

4. Menyusun laporan atau 

rekapitulasi dokumen 

kepegawaian. Kemudian, 

melakukan review dan koreksi 

internal

5. Menyampaikan dokumen dan 

1. Mengumpulkan data, 

memverifikasi serta 

memvalidasi dokumen pendukung 

kinerja pegawai

2. Melakukan monitoring dan 

evaluasi capaian kinerja

3. Menyusun, review dan 

finalisasi dokumen penilaian 

4. Menyampaikan laporan hasil 

1. Menyiapkan Rencana Kerja, 

Menyusun serta Menyesuaikan 

Jadwal dan Jenis Bimtek Pegawai

2. Berkoordinasi dengan Pihak 

Penyelenggara Bimtek dan 

Pegawai yang akan Mengikuti 

Bimtek

3.  Menyusun Laporan dan  

Evaluasi Hasil Pekerjaan

Persentase BMD 

Yang Berfungsi 

Dengan Baik

1. Menyiapkan usulan kebutuhan 

BMD sesuai kondisi inventaris 

dan rencana kegiatan

2. Memeriksa kelengkapan, 

kesesuaian spesifikasi, jumlah, 

dan prioritas kebutuhan

3. Menyusun dokumen resmi 

rencana kebutuhan BMD 

berdasarkan usulan yang telah 

diverifikasi

4. Memeriksa kesesuaian jumlah 

usulan RKBMD dengan rencana 

kebutuhan, dan menindaklanjuti 

jika ada kekurangan atau revisi

1. Mengidentifikasi/Menentukan 

jenis BMD yang memerlukan 

pengamanan, baik fisik maupun 

administrasi BMD berdasarkan 

KIB

2. Membuat kertas kerja yang 

berisi  (daftar pengamanan, 

tanda bukti, catatan 

pengawasan) berdasarkan data 

KIB yang kemudian akan dibuat 

menjadi dokumen pengamanan

3. Mengarsipkan dokumen 

pengamanan secara fisik atau 

digital, rapi sesuai kategori BMD

1. Menyiapkan Rencana 

Kerja/Persiapan Data 

(mengumpulkan seluruh dokumen 

pendukung, seperti BA 

Rekonsiliasi BMD, KIB, SK PSP 

serta Dokumen Persediaan)

2. Melakukan inventarisasi & 

verifikasi (mencocokan data 

BMD dengan dokumen pendukung 

untuk memastikan kelengkapan 

dan keakuratan)

3. Mekap data menjadi laporan 

penatausahaan BMD per jenis 

aset, kemudian dibuat laporan 

untuk dilaporkan kepada 

pimpinan



Jml % I % II % III % IV % Jml %

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)
Ket 

(Evaluasi Per Triwulan I)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW I 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2025
Realisasi s/d 

TW I

Penanggung 

Jawab
NoSatuan Target 2025

Realisasi s/d 

TW I 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan Maret

Triwulan

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW I
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

Indikator Kinerja Satuan

1.

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah - Dishub

 Rp           6,859,524,491 % 25 25 25 25 100 25 25 1.
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
 Rp              24,994,000 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat
Laporan 3 3 3 3 12 3 3 25           6,000,000 24.006 0 0 0           6,000,000 24.006 Kasubbag Umum

Adanya staf paham prosedur pencatatan surat masuk dan keluar 

serta sudah adanya aplikasi yang menunjang kegiatan surat 

menyurat

Proses disposisi yang terlambat serta belum semua staf 

memahami kode klasifikassi surat sehingga proses surat 

menyurat sediktit terlambat

2.

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

 Rp            991,999,500 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 25          96,518,192 9.7297 0 0 0          96,518,192 9.7297 Kasubbag Umum Sesuai jumlah tagihan setiap bulannya Belum ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin

3.

Penyedia Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

 Rp        5,842,530,991 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 25         911,026,446 15.59 0 0 0         911,026,446 15.593 Kasubbag Umum

Adanya kewajiban dinas membayar gaji non pns, tenaga 

kebersihan dan keamanan karena anggaran telah tersedia 

dalam DPA

Belum ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin

7.

Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah - Dishub

 Rp           1,898,594,000 % 92 92 0.00 1.

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan

 Rp              84,720,000 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajaknya

Unit 0 1 0 1 2 0 0 0                   -   0 0 0 0                   -   0 Kasubbag Umum
Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal/ permintaan akan 

kebutuhan 
Belum ada hambatan karena berjalan sesuai dengan jadwal

2.

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan

 Rp            111,843,000 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Unit 3 2 2 2 9 3 3 33.333          10,000,000 8.94 0 0 0          10,000,000 8.94 Kasubbag Umum
Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal/ permintaan akan 

kebutuhan 
Belum ada hambatan karena berjalan sesuai dengan jadwal

3.
Pemeliharaan Aset Tak 

Berwujud
 Rp                 2,600,000 

Jumlah Aset Tak Berwujud 

yang Dipelihara
Unit 1 1 0 0 0                   -   0 0 0 0                   -   0 Kasubbag Umum Adanya anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan Belum ada hambatan

4.

Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya

 Rp        1,699,431,000 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

Unit 10 60 82 62 214 11 11 5.1402           5,700,000 0.34 0 0 0           5,700,000 0.34 Kasubbag Umum Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang baik 
Belum ada hambatan karena berjalan sesuai dengan jadwal dan 

menyesuaikan permintaan

Meningkatnya Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Persentase Keluhan 

Pengguna Layanan 

yang Ditindaklanjuti

% 100 0.00
Kepala UPTD 

Terminal
3.

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah - UPTD

 Rp           2,750,538,437 % 25 25 25 25 100 25 25 1.
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
 Rp                 8,999,999 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat
Laporan 3 3 3 3 12 3 3 25           3,710,000 41.222 0 0 0           3,710,000 41.222

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Adanya staf paham prosedur pencatatan surat masuk dan keluar 

serta sudah adanya aplikasi yang menunjang kegiatan surat 

menyurat

Proses disposisi yang terlambat serta belum semua staf 

memahami kode klasifikassi surat sehingga proses surat 

menyurat sediktit terlambat

2.

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

 Rp            233,991,850 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 25          29,427,956 12.576 0 0 0          29,427,956 12.576

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Sesuai jumlah tagihan setiap bulannya Belum ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin

3.

Penyedia Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

 Rp        2,507,546,588 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 25         411,690,000 16.418 0 0 0         411,690,000 16.418

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Adanya kewajiban dinas membayar gaji non pns, tenaga 

kebersihan dan keamanan karena anggaran telah tersedia 

dalam DPA

Belum ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin

245,546,364,000Rp                    4,859,449,711Rp           

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi245,546,364,000Rp                 245,546,364,000Rp              4,859,449,711Rp     

-Rp                                        -                                      -Rp                         

198,507,096,339-Rp            

245,546,364,000-Rp            KEPALA DINAS

Persentase 

Pelayanan Jasa 

Penunjang Tepat 

Waktu

1. Menyiapkan kertas kerja 

sesuai format laporan standar 

(tanggal, nomor surat, jenis, 

pengirim/penerima, disposisi)

2. Melakukan proses catat/input 

pada aplikasi surat masuk dan 

surat keluar

3. Membagikan surat masuk ke 

masing-masing bidang setelah 

menerima disposisi pimpinan 

(jika manual), apabila melalui 

aplikasi srikandi disposisi akan 

langsung masuk ke akun masing-

masing penanggung jawab/kepala 

bidang

4. Merekap surat masuk dan 

surat keluar setiap bulan

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2.Menyiapkan/Menyesuaikan  

Jadwal Kegiatan Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas

3. Melaksanakan pekerjaan 

setelah Pejabat Pengadaan 

mengumumkan  pengadaan 

langsungnya 

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Berkas 

Pembayaran Rekening Listrik, 

Air, Internet dan Lisensi Zoom

3. Melaksanakan Proses 

Pembayaran 

4. Melakukan evaluasi hasil 

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Peralatan 

Kantor

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan 

4. Melengkapi Persyaratan Proses 

Pekerjaan dan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

5. Menyiapkan dan Menginput 

Kelengkapan Berkas Tenaga 

Kebersihan dan Tenaga 

Keamanan yang akan dibayarkan 

Gajinya 

6. Menyiapkan dan Menginput 

Kelengkapan Berkas Non PNS 

yang akan dibayar gajinya

7. Mengantar Dokumen LS Gaji 

Non PNS ke BPKAD beserta 

kelengkapan berkasnya sebelum 

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Berkas 

Pembayaran Rekening Listrik, 

Air, Internet 

3. Melaksanakan Proses 

Pembayaran 

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Peralatan 

Kantor

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan 

4. Melengkapi Persyaratan Proses 

Pekerjaan dan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

5. Menyiapkan dan Menginput 

Kelengkapan Berkas Tenaga 

Kebersihan dan Tenaga 

Keamanan yang akan dibayarkan 

Gajinya 

6. Mengantar Dokumen LS Gaji 

Tenaga Kebersihan dan 

Kemananan ke BPKAD beserta 

kelengkapan berkasnya sebelum 

di email ke Kasda 

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Menentukan scope (domain, 

hosting, aplikasi, DB, SSL)

3. Membackup data-data yang 

penting, perbaikan korektif 

(perbaikan bug, restore backup, 

pembersihan malware)

4. Mengecek secara berkala 

5. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan pemeliharaan ac, 

printer, dan pemeliharaan rutin 

gedung kantor

3. Melaksanakan pekerjaan 

pemeliharaan ac, printer, dan 

pemeliharaan rutin gedung kantor

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

Persentase 

Pelayanan Jasa 

Penunjang Tepat 

Waktu

1. Menyiapkan kertas kerja 

sesuai format laporan standar 

(tanggal, nomor surat, jenis, 

pengirim/penerima, disposisi)

2. Melakukan proses catat/input 

pada aplikasi surat masuk dan 

surat keluar

3. Membagikan surat masuk ke 

masing-masing bidang setelah 

menerima disposisi pimpinan 

(jika manual), apabila melalui 

aplikasi srikandi disposisi akan 

langsung masuk ke akun masing-

masing penanggung jawab/kepala 

bidang

4. Merekap surat masuk dan 

surat keluar setiap bulan

1. Membeli materai sebagai 

penunjang kegiatan surat 

menyurat

Persentase BMD 

yang digunakan dan 

berfungsi baik

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2.Menyiapkan/Menyesuaikan  

Jadwal Kegiatan Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas

3. Melakukan Proses Pekerjaan 

beserta Berkas Kelengkapan 

Pelaksanaan Pekerjaan dan 

Pembayaran 

4. Melakukan Evaluasi Hasil 

Pekerjaan

Samarinda,     April 2025 
 

Plt. Kepala Dinas 
 

 
 
 
 
 
 

Ir. Irhamsyah, S.T., M.T. 
Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19690116 199903 1 003 



Membuat persiapan Forum yang dikonsolidasikan dengan 

jadwal pimpinan dan narasumber untuk kegiatan forum 

keselamatan pelayaran

Melaksanakan kegiatan menyesuaikan jadwal dan anggaran kas 

Melakukan Koordinasi/Membuat surat ditujukan ke DPC 

maupun DPW assosiasi jasa terkait angkutan di perairan agar 

menyampaikan kepada para anggotanya untuk melakukan 

update/mendaftarkan izin usahanya menjadi sertifikat standar 

Memberi informasi yang tepat dan akurat kepada  para pelaku 

usaha  penyelenggaraan jasa terkait angkutan di perairan 

khususnya bongkar muat dan jasa pengurusan transportasi

Mempersiapkan rencana kerja untuk memulai pekerjaan agar 

berjalan sesuai dengan rencana/jadwal

 

 	

Mulai melaksanakan persiapan/rencana yang diperlukan untuk 

mendukung kegiatan atau pekerjaan

1. Melakukan Koordinasi dengan PUPR & PERA terkait 

informasi pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. 

guna memastikan tidak adanya pekerjaan yang overlaping 

diruas jalan yang akan dikerjakan

2. Melakukan Survey Kebutuhan serta Penandaan titik MC 0 

pada Awal Pekerjaan

3. Melakukan Persiapan Monitoring Pekerjaan Setiap waktu

1. Memperbanyak SDM yang memiliki sertikasi Penilai 

Andalalin 

2. Melakukan sosialisasi kepada pengusaha agar dapat 

mengurus ijin andalalin

Koordinasi yang intensif akan terus dilakukan guna mencapai 

target pelaksanaan Kegiatan Penegakkan Hukum (ODOL)

Menyusun jadwal dan SDM serta mempersiapkan 

perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan

Menyusun jadwal dan SDM serta mempersiapkan 

perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan

Menyusun jadwal dan SDM serta mempersiapkan 

perlengkapan

Ket 

(Evaluasi Per Triwulan I)

Rencana A ksi

Bulan Maret

1. Melakukan koordinasi kepada setiap instansi terkait untuk 

memberikan pembinaan kepada setiap badan usaha angkutan 

pelayaran/pemilik kapal tentang aturan PP. 5 tahun 2021, PM. 

12 tahun 2021 dan PM. 61 tahun 2021

 

 2. Bersurat ke KSOP kelas I samarinda terkait perizinan kapal 

dimana pemilik kapal yang belum melengkapi surat izin kapal, 

pengoperasian kapal, SPM dan Izin trayek untuk tidak diberikan 

SPOG (surat persetujuan olah gerak kapal )



Ket 

(Evaluasi Per Triwulan I)

Rencana A ksi

Bulan Maret

Mempersiapkan data dukung kelengkapan untuk kegiatan 

revitalisasi terminal

Mempersiapkan data dukung kelengkapan untuk kegiatan 

Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal 

Penumpang Tipe B

Mencari informasi terkait penyelenggaraan diklat yang 

diperlukan, kemudian berkoordinasi untuk menentukan jadwal 

pelaksanaan diklat

Mempersiapkan data dukung kelengkapan untuk kegiatan 

pembangunan terminal

 

 	

1. Sosialisasi ke perusahaan angkutan barang umum dalam 

penerapan penggunaan aplikasi OSS

 2. Koordinasi dan berkomunikasi secara intens ke para 

pengusaha angkutan barang umum

Mempersiapkan data dukung kelengkapan untuk Subsidi 

Ongkos Angkut Perintis

Mempersiapkan data dukung kelengkapan untuk kegiatan 

Subsidi Review Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) 

Kalimantan Timur & Kajian Perencanaan Teknis Layanan 

Angkutan Umum Massal Koridor Sanga-Sanga Samarinda

Menyiapkan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan serta tema 

yang akan diangkat pada saat sosialisasi

Mengingatkan kepada para pengusaha angkutan untuk 

mengajukan permohonan sebelum jatuh tempo

Masih terus berkoordinasi untuk percepatan pelaksanaan

Mengingatkan kepada para pengusaha angkutan untuk 

mengajukan permohonan sebelum jatuh tempo

Mengingatkan kepada para pengusaha angkutan untuk 

mengajukan permohonan sebelum jatuh tempo

Berkoordinasi dengan menyiapkan dan mengumpulkan data 

dukung dari setiap bidang untuk kelengkapan penyusunan 

dokumen perencanaan dan penganggaran, kemudian untuk 

Dokumen Penyusunan Gender Statistik Dishub akan dimulai 

pada triwulan II

Membuat jadwal untuk persiapan data dukung anggaran dan 

Berkoordinasi dengan Tim TAPD/pihak terkait guna percepatan 

penyusunan dokumen anggaran



Ket 

(Evaluasi Per Triwulan I)

Rencana A ksi

Bulan Maret

Membuat jadwal untuk persiapan data dukung anggaran dan 

Berkoordinasi dengan Tim TAPD/pihak terkait guna percepatan 

penyusunan/pengesahan dokumen anggaran

Koordinasi yang baik dengan bidang terkait realisasi capaian 

kinerja sehingga proses olah data dapat dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal rencana

Koordinasi yang baik dengan bidang terkait realisasi capaian 

kinerja sehingga proses olah data dapat dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal rencana

1, Membuat persiapan data pembayaran gaji

2, Memonitor pelaksanaan inventarisasi laporan keuangan 

1, Membuat persiapan data pembayaran honorarium

2. Penyusunan Cheklist Dokumen Honorarium untuk 

memastikan kelengkapan dokumen sebelum proses pembayaran

3, Memonitor pelaksanaan inventarisasi laporan keuangan 

1, Memastikan semua dokumen keuangan disampaikan tepat 

waktu dan lengkap

2, Melakukan verifikasi rutin agar dokumen sesuai DPA dan 

peraturan

3. Mengarsipkan dan merekap dokumen serta memanfaatkan 

sistem aplikasi untuk monitoring dan pelaporan 

1.  Membuat Template/Kertas Kerja GU (Ganti Uang) / Berkas 

LS 

2. Mengumpulkan dan menyusun berkas/dokumen

3. Verifikasi, Penyusunan Rekap GU (Ganti Uang) / Berkas LS

4. Menyiapkan data dukung dan menyesuaikan template/kertas 

kerja sesuai permintaan pemeriksa

1. Menyiapkan data dan dokumen rekonsiliasi baik rekonsiliasi 

belanja, rekonsiliasi pendapatan maupun rekonsiliasi pajak

2. Melakukan pencocokan data dengan pengelola keuangan 

daerah

3. Menyepakati hasil rekonsiliasi

4. Menyusun laporan hasil koordinasi sebagai data dukung

1. Menghimpun data realisasi belanja dan pendapatan.

2. Membandingkan realisasi dengan target dan menghitung 

estimasi akhir periode.

3. Menyusun analisis deviasi dan rekomendasi pengendalian 

anggaran.

4. Menyampaikan dokumen laporan prognosis secara berkala.

Koordinasi dengan bidang terkait, admin dari Terminal. Lalu 

dilakukan rekonsiliasi setiap bulannya dengan BPKAD untuk 

setiap penerimaan yang ada di Dinas maupun UPTD Terminal

Mulai mempersiapkan data dukung untuk proses pengadaan 

karena pekerjaan akan dilaksanakan di Triwulan II

Mulai mempersiapkan data dukung untuk proses pengadaan 

berikutnya karena target pekerjaan akan selesai di Triwulan III

Mempersiapkan data dukung untuk proses pengadaan 

berikutnya karena target pekerjaan akan selesai sampai 

Triwulan IV

Membuat jadwal dan KAK untuk persiapan Kegiatan Rakornis 

Dishub 



Ket 

(Evaluasi Per Triwulan I)

Rencana A ksi

Bulan Maret

1. Memastikan pegawai memahami prosedur pengelolaan arsip 

dinamis

2. Menata dokumen aktif sesuai klasifikasi dan format standar

3. Melakukan pencatatan rutin, pemeliharaan fisik dokumen, dan 

update arsip digital

4. Memeriksa kelengkapan, kesesuaian klasifikasi, dan 

ketepatan penyimpanan

5. Memberikan umpan balik, memperbaiki kendala, dan 

meningkatkan kualitas penatausahaan dokumen

1. Menyesuaikan dokumen SPBE dengan pedoman nasional 

dan internal SKPD

2. Menyusun dokumen dukungan SPBE secara lengkap sesuai 

kebutuhan operasional

3. Menyimpan dokumen di sistem manajemen dokumen 

elektronik agar mudah diakses

4. Memeriksa kelengkapan dan kualitas dokumen secara rutin

Mulai mempersiapkan data dukung untuk proses pengadaan 

karena pekerjaan akan dilaksanakan di Triwulan III

Mulai mempersiapkan data dukung untuk proses pengadaan 

berikutnya karena target pekerjaan akan selesai di Triwulan III

Mempersiapkan data dukung untuk proses pengadaan 

berikutnya karena target pekerjaan akan selesai sampai 

Triwulan IV

Menyesuaikan jadwal dan menyiapkan data dukung pekerjaan

Mulai mempersiapkan data dukung untuk memulai proses 

pengadaan karena pengadaan rencana akan dilaksanakan di 

TW III

Menyiapkan kelengkapan berkas kemudian akan diproses 

sesuai dengan  kebutuhan 

Menyiapkan rencana kerja dan data dukung 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Menyiapkan rencana kerja dan data dukung persiapan 

pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

Mulai Menghimpun, Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian 

dokumen kepegawaian yang kemudian akan di olah datanya 

untuk keperluan laporan dan administrasi rutin

Mulai menghimpun, Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian 

dokumen. Serta melakukan analisis dan evaluasi kinerja 

pegawai

Mencari/sonding terkait bimtek atau pelatihan yang diperlukan 

oleh pegawai di Dinas Perhubungan

1. Mensosialisasikan pengisian RKBMD ke seluruh bidang

2. Mulai mengumpulkan dan verifikasi kelengkapan usulan

3. Menyusun dokumen rencana kebutuhan BMD SKPD, 

kemudian melakukan persetujuan dokumen oleh pimpinan

1. Pemetaan Awal (Inventarisasi BMD per KIB (Tanah, 

Peralatan, Gedung, dll)), kemudian Identifikasi status dokumen: 

lengkap / belum lengkap / bermasalah

2. Melakukan penertiban administratif melalui pelengkapan 

BAST, SK Penetapan Status Penggunaan (PSP), sertifikat atau 

BPKB, serta pembaruan dan digitalisasi data pada aplikasi 

SIMDA/SIPD BMD

3. Monitoring dan evaluasi berkala melalui rekonsiliasi 

triwulanan SKPD–BPKAD

1. Mulai melakukan inventarisasi & verifikasi (mencocokan data 

BMD dengan dokumen pendukung untuk memastikan 

kelengkapan dan keakuratan)

2. Mekap data menjadi laporan penatausahaan BMD per jenis 

aset, kemudian dibuat laporan untuk dilaporkan kepada pimpinan

3. Melakukan monitoring secara berkala   



Ket 

(Evaluasi Per Triwulan I)

Rencana A ksi

Bulan Maret

1. Melakukan proses catat/input pada aplikasi surat masuk dan 

surat keluar

2. Membagikan surat masuk ke masing-masing bidang setelah 

menerima disposisi pimpinan (jika manual), apabila melalui 

aplikasi srikandi disposisi akan langsung masuk ke akun 

masing-masing penanggung jawab/kepala bidang

3. Merekap surat masuk dan surat keluar setiap bulan

1. Membeli materai sebagai penunjang kegiatan surat 

menyurat (menyesuaikan kebutuhan)

Menyiapkan berkas tagihan yang akan diproses sesuai dengan 

jumlah tagihan bulanan 

Melengkapi berkas pembayaran kemudian akan diproses 

pencairan anggaran sesuai dengan tagihan

Menyiapkan kelengkapan berkas kemudian akan diproses 

sesuai dengan  kebutuhan 

Menyiapkan kelengkapan berkas kemudian akan diproses 

sesuai dengan  kebutuhan 

Dilakukan monitoring secara berkala

Koordinasi dengan pihak ketiga untuk mempercepat pekerjaan 

sesuai dengan jadwal

1. Melakukan proses catat/input pada aplikasi surat masuk dan 

surat keluar

2. Membagikan surat masuk ke masing-masing bidang setelah 

menerima disposisi pimpinan (jika manual), apabila melalui 

aplikasi srikandi disposisi akan langsung masuk ke akun 

masing-masing penanggung jawab/kepala bidang

3. Merekap surat masuk dan surat keluar setiap bulan

1. Membeli materai sebagai penunjang kegiatan surat 

menyurat (menyesuaikan kebutuhan)

Menyiapkan berkas tagihan yang akan diproses sesuai dengan 

jumlah tagihan bulanan 

Melengkapi berkas pembayaran kemudian akan diproses 

pencairan anggaran sesuai dengan tagihan



44.21755725 206,755,000                 

Jml % I % II % III % IV % Jml %

 Rp 197,920,159,664 

2.

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin Usaha 

Angkutan Sungai dan 

Danau untuk Kapal 

yang Melayani Trayek 

Kewenangan Provinsi

 Rp            109,700,708 

Jumlah Laporan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Usaha Angkutan 

Sungai dan Danau untuk 

Kapal yang Melayani 

Trayek Kewenangan 

Provinsi

Laporan 0 0 1 0 1 0 √ 0 √ 0 0 12,463,013         11.36 22,633,820           20.63 0 0 35,096,833         31.99 Kepala Bidang 

Pelayaran

Merupakan Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya 

dalam rangka sosialisasi pengawasan dan aksi pengingkatan 

keselamatan pelayaran

Belum ada hambatan karena kegiatan rencana akan 

dilaksanakan pada triwulan III

Membuat persiapan Forum yang dikonsolidasikan dengan 

jadwal pimpinan dan narasumber untuk kegiatan forum 

keselamatan pelayaran

2

Penetapan Lintas 

Penyeberangan dan 

Persetujuan 

Pengoperasian 

Kapal antar Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam Daerah 

Provinsi yang 

Terletak pada 

Jaringan Jalan 

Provinsi dan/atau 

Jaringan Jalur 

Kereta Api Provinsi

 Rp             66,321,887 

Jumlah Data dan 

Informasi Jaringan 

Lintas 

Penyeberangan dan 

Sungai Danau yang 

Tersedia

Dokumen 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1

Penyediaan Data dan 

Informasi Jaringan 

Lintas Penyeberangan 

dan Persetujuan 

Pengoperasian 

Angkutan Sungai, 

Danau dan 

Penyeberangan antar 

Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 

Daerah Provinsi pada 

Jaringan Jalan Provinsi 

dan/atau Jaringan Jalur 

Kereta Api Provinsi

 Rp              66,321,887 

Jumlah Data dan Informasi 

Jaringan Lintas 

Penyeberangan dan 

Disetujuinya Pengoperasian 

Angkutan Sungai, Danau 

dan Penyeberangan antar 

Daerah Kabupaten/Kota 

dalam Daerah Provinsi 

pada Jaringan Jalan 

Provinsi dan/atau Jaringan 

Jalur Kereta Api Provinsi

Dokumen 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9,515,300          14.35 930,000              1.40 -                     0 -                     0 10,445,300         15.75
Kepala Bidang 

Pelayaran

 

Mengingat pekerjaan/kegiatan utama terdampak oleh kebijakan 

efisiensi anggaran dan target harus tetap ada. Maka setelah 

berkoordinasi dengan Bidang Perencana Bappeda, 

diperkenankan untuk merealisasikan target kegiatan/sub 

kegiatan dengan laporan yang menunjang kegiatan/pekerjaan 

utama terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran tersebut

Adanya efisiensi anggaran sehingga paket study Kebutuhan 

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Antar 

Kab/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 

Dihapuskan

Melaksanakan kegiatan menyesuaikan jadwal dan anggaran 

kas 

3

Penerbitan Izin 

Usaha Jasa Terkait 

Berupa Bongkar 

Muat Barang, Jasa 

Pengurusan 

Transportasi, 

Angkutan Perairan 

Pelabuhan, 

Penyewaan 

Peralatan Angkutan 

Laut atau Peralatan 

Jasa Terkait Dengan 

Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan 

Depo Peti Kemas

 Rp          173,306,738 
Badan 

Usaha
15 20 15 15 65 42 25 0 0 67 1.

Fasilitasi Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan 

Izin Usaha Jasa Terkait 

Berupa Bongkar Muat 

Barang, Jasa 

Pengurusan 

Transportasi, Angkutan 

Perairan Pelabuhan, 

Penyewaan Peralatan 

Angkutan Laut atau 

Peralatan Jasa Terkait 

dengan Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan Depo 

Peti Kemas dalam 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik

 Rp              61,800,000 

Jumlah Dokumen terkait 

Pemenuhan Persyaratan 

Perolehan Izin Usaha Jasa 

Berupa Bongkar Muat 

Barang, Jasa Pengurusan 

Transportasi, Angkutan 

Perairan Pelabuhan, 

Penyewaan Peralatan 

Angkutan Laut atau 

Peralatan Jasa Terkait 

dengan Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan Depo 

Peti Kemas dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

Dokumen 15 20 15 15 65 √ 42 √ 25 √ √ 67 103.08 -                 0 5,840,000            9.45 0 0 5,840,000          9.4498 Kepala Bidang 

Pelayaran

Semua proses dilaksanakan secara online baik surat menyurat 

maupun perizinan melalui OSS, sehingga mempercepat 

proses penerbitan perizinan berusaha

Masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui cara 

mengakses sistem OSS untuk dapat memproses perizinan 

berusahanya dan atau melakukan migrasi perizinannya dari 

perizinan manual sebelum adanya OSS menjadi Sertifikat 

Standar yang terverifikasi

Melakukan Koordinasi/Membuat surat ditujukan ke DPC 

maupun DPW assosiasi jasa terkait angkutan di perairan agar 

menyampaikan kepada para anggotanya untuk melakukan 

update/mendaftarkan izin usahanya menjadi sertifikat standar 

2.

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin Usaha 

Jasa Terkait Berupa 

Bongkar Muat Barang, 

Jasa Pengurusan 

Transportasi, Angkutan 

Perairan Pelabuhan, 

Penyewaan Peralatan 

Angkutan Laut atau 

Peralatan Jasa Terkait 

dengan Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan Depo 

Peti Kemas

 Rp            111,506,738 

Jumlah Laporan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Usaha Jasa Terkait 

Berupa Bongkar Muat 

Barang, Jasa Pengurusan 

Transportasi, Angkutan 

Perairan Pelabuhan, 

Penyewaan Peralatan 

Angkutan Laut atau 

Peralatan Jasa Terkait 

dengan Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan Depo 

Peti Kemas

Laporan 0 1 0 1 2 0 1 1 50 -                 0 12,748,500           11.43 0 0 12,748,500         11.433
Kepala Bidang 

Pelayaran

Antusiasme para pelaku usaha untuk mengikuti koordinasi 

penyelenggaraan jasa terkait angkutan di perairan khususnya 

bongkar muat dan jasa pengurusan transportasi dalam rangka 

evaluasi untuk menjalankan usaha yang lebih baik kedepannya

Belum ada hambatan, kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal

Memberi informasi yang tepat dan akurat kepada  para pelaku 

usaha  penyelenggaraan jasa terkait angkutan di perairan 

khususnya bongkar muat dan jasa pengurusan transportasi

4

Pembangunan, 

Penerbitan Izin 

Pembangunan dan 

Pengoperasian 

Pelabuhan 

Pengumpan 

Regional

 Rp      3,248,295,861 Unit 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.

Pembangunan 

Pelabuhan 

Pengumpan 

Regional

 Rp        3,248,295,861 

Jumlah Pelabuhan 

Pengumpan Regional yang 

Terbangun

Unit 0 0 1 0 1 0 √ 0 √ √ 0 0 43,018,046         1.32 22,975,765           0.71 0 0 65,993,811         2.03 Kepala Bidang 

Pelayaran
-

Masih dalam proses dokumen persiapan data dukung untuk 

memulai pekerjaan

Mempersiapkan rencana kerja untuk memulai pekerjaan agar 

berjalan sesuai dengan rencana/jadwal

2

Tersedianya Penetapan 

Kebijakan Jaringan 

Perkeretaapian

Persentase kebijakan 

Penetapan Jaringan 

Perkeretaapian 

% 45 0

Kepala Bidang 

Pengembangan 

dan 

Perkeretaapian

1

Penetapan Rencana 

Induk 

Perkeretaapian

 Rp          119,890,787 

Persentase 

Ketersediaan 

Rencana 

Perkeretaapian

% 0 0 0 45 45 0 0 0 0 0 1

Pelaksanaan 

Penyusunan 

Rencana Induk 

Perkeretaapian

 Rp            119,890,787 
Jumlah Dokumen Rencana 

Induk Perkeretaapian
Dokumen 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8,327,800          6.95 15,838,300           13.21 0 0 24,166,100         20.16

Kepala Bidang 

Pengembangan 

dan 

Perkeretaapian

 

Mengingat pekerjaan/kegiatan utama terdampak oleh kebijakan 

efisiensi anggaran dan target harus tetap ada. Maka setelah 

berkoordinasi dengan Bidang Perencana Bappeda, 

diperkenankan untuk merealisasikan target kegiatan/sub 

kegiatan dengan laporan yang menunjang kegiatan/pekerjaan 

utama terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran tersebut

Adanya efisiensi anggaran sehingga paket Kajian Studi 

Kelayakan Jalur Kereta api Lintas Layanan Tenggarong 

Bandara APT. Pranoto Samarinda Dihapuskan

Melaksanakan kegiatan menyesuaikan jadwal dan anggaran 

kas 

3

Menurunnya 

Kecelakaan di 

Ruas Jalan Provinsi

Jumlah Kecelakaan di 

Ruas Jalan Provinsi
Kejadian 165 76

Kepala Bidang 

LLAJ
1.

Penyediaan 

Perlengkapan Jalan 

di Jalan Provinsi

 Rp 150,606,899,335 % 0 0 0 85 85 0.00 0.96 0.00 0.00 0.96 1.

Penyediaan 

Perlengkapan 

Jalan di Jalan 

Provinsi

 Rp   150,606,899,335 

Jumlah Perlengkapan Jalan 

di Jalan Provinsi yang 

Tersedia

Unit 0 200 19000 2860 22060 0 √ 250 √ √ 250 1.13          62,197,567 0.04       10,525,894,130 6.99 0 0     10,588,091,697 7.03
Kepala Bidang 

LLAJ

1. Membuat rencana kerja dan mempersiapkan data dukung 

kelengkapan pemilihan penyedia pengadaan berikutnya melalui 

e-purchasing agar  kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal

2. Kondisi jalan mantap yang bisa dipasangi fasilitas 

keselamatan jalan

Pengadaan/pekerjaan fisik berikutnya sedang dalam proses 

pekerjaan

1. Melakukan Koordinasi dengan PUPR & PERA terkait 

informasi pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. 

guna memastikan tidak adanya pekerjaan yang overlaping 

diruas jalan yang akan dikerjakan

2. Melakukan Survey Kebutuhan serta Penandaan titik MC 0 

pada Awal Pekerjaan

3. Melakukan Persiapan Monitoring Pekerjaan Setiap waktu

2.

Pelaksanaan 

Manajemen dan 

Rekayasa Lalu 

Lintas untuk 

Jaringan Jalan 

Provinsi

 Rp          236,667,080 Dokumen 1 1 1 1 4 0 1 0 0 1 1.

Penataan Manajemen 

dan Rekayasa Lalu 

Lintas Untuk Jaringan 

Jalan Provinsi

 Rp            178,399,580 

Jumlah Laporan Penataan 

Manajemen dan Rekayasa 

Lalu Lintas Untuk Jaringan 

Jalan Provinsi

Laporan 1 3 3 3 10 1 3 4 40 12,580,000         7.05 6,937,523            3.89 0 0          19,517,523 10.94
Kepala Bidang 

LLAJ

Adanya kemauan pengusaha untuk mengurus  dokumen 

andalalin dalam proses pembangunan atau pengembangan 

wilayah

1. Kurangnya Kesadaran pengusaha  terkait pentingnya 

manajemen rekayasa lalu lintas

2. Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan di laksanakan di 

TW III (Menyusun Jadwal Pelaksanaan)

1. Memperbanyak SDM yang memiliki sertikasi Penilai 

Andalalin 

2. Melakukan sosialisasi kepada pengusaha agar dapat 

mengurus ijin andalalin

2

Pengawasan dan 

Pengendalian 

Efektivitas Pelaksanaan 

Kebijakan untuk Jalan 

Provinsi

 Rp              58,267,500 

Jumlah Laporan 

Pengawasan dan 

Pengendalian Efektivitas 

Pelaksanaan Kebijakan 

untuk Jalan Provinsi

Laporan 1 1 1 1 4 1 1 2 50 -                 0 8,294,000            14.23 0 0           8,294,000 14.234
Kepala Bidang 

LLAJ

Banyaknya ruas jalan provinsi yang rusak akibat dari kendaraan 

ODOL, sehingga menjadi dasar pelaksanaan penegakkan 

hukum 

Proses pelaksanaan kegiatan penegakkan hukum di jalan 

provinsi belum terjadwal patri dikarenakan menyesuaikan 

kegiatan rutin dari bidang llaj serta instansi terkait

Koordinasi yang intensif akan terus dilakukan guna mencapai 

target pelaksanaan Kegiatan Penegakkan Hukum (ODOL)

3

Audit dan Inspeksi 

Keselamatan LLAJ 

di Jalan

 Rp          528,552,155 

Persentase 

Prasarana yang Laik 

Fungsi dan Sarana 

yang Laik Uji

% 7.5 18.5 18.5 29.5 74 0 31.60 31.60 1

Pelaksanaan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 

Pemenuhan 

Persyaratan 

Penyelenggaraan 

Kompetensi Pengemudi 

Kendaraan Bermotor 

Provinsi

 Rp            283,807,275 

Jumlah Laporan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 

Pemenuhan Persyaratan 

Penyelenggaraan 

Kompetensi Pengemudi 

Kendaraan Bermotor 

Provins

Laporan 0 0 1 2 3 0 0 0 0 -                 0 -                   0 0 0                   -   0
Kepala Bidang 

LLAJ

1. Adanya keinginan untuk membangun sikap / perilaku dan 

budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dari segi sarana 

dan prasarana untuk mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan 

2. Mendukung kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Perhubungan

Belum ada hambatan, kegiatan berjalan sesuai dengan 

rencana (Untuk kegiatan pelajar pelopor harus menyesuaikan 

jadwal pusat/kemenhub)

Menyusun jadwal dan SDM serta mempersiapkan 

perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan, rencana dimulai 

pada triwulan III

2

Pelaksanaan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 

Sistem Manajemen 

Keselamatan 

Perusahaan Angkutan 

Umum

 Rp            173,745,440 

Jumlah Laporan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 

Sistem Manajemen 

Keselamatan Perusahaan 

Angkutan Umum

Laporan 2 3 3 2 10 1 2 3 30 20,959,239         12.06 18,660,000           10.74 0 0          39,619,239 22.80
Kepala Bidang 

LLAJ

1. Adanya keinginan untuk membangun sikap / perilaku dan 

budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dari segi sarana 

dan prasarana untuk mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan

2. Pemenuhan tentang Sistem Manajemen Keselamatan 

Perusahaan Angkutan Umum

Belum ada hambatan, kegiatan berjalan sesuai dengan 

rencana

Menyusun jadwal dan SDM serta mempersiapkan 

perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan

3

Pelaksanaan 

Pengawasan Melalui Uji 

Petik terhadap Unit 

Pelaksana Uji Berkala 

Kendaraan Bermotor 

Inspeksi, Audit dan 

Pemantauan Unit 

Pelaksana Uji Berkala 

Kendaraan Bermotor

 Rp              70,999,440 

Jumlah laporan Uji Petik 

terhadap Unit Pelaksana Uji 

Berkala Kendaraan 

Bermotor

Laporan 0 0 0 9 9 0 0 0 0 19,835,851         27.94 23,022,836           32.43 0 0          42,858,687 60.36
Kepala Bidang 

LLAJ
-

Menyusun jadwal dan SDM serta mempersiapkan 

perlengkapan

4.

Meningkatnya Layanan 

Lalu 

Lintas Jalan Provinsi 

dan 

AKDP

Persentase Layanan 

Lalu Lintas Jalan 

Provinsi dan AKDP 

% 86 0

Kepala UPTD 

Terminal & 

Kepala Bidang 

LLAJ

2

Pengelolaan 

Terminal 

Penumpang Tipe B - 

UPTD

 Rp      3,258,877,420 

Persentase 

Ketersediaan 

Perencanaan dan 

Fasilitas Terminal 

Tipe B yang 

Terbangun (UPTD 

Terminal)

% 0 0 0 58 58 0 0 0 1

Revitalisasi 

Terminal Tipe B 

(Fasilitas Utama 

dan Penunjang)

 Rp            475,666,000 

Jumlah Terminal yang 

direvitalisasi (Fasilitas 

Utama dan Penunjang)

Unit 0 0 1 0 1 0 √ 0 √ 0 0 -                 0 4,320,000            0.91 0 0 4,320,000          0.91
Kepala UPTD 

Terminal

1. Kondisi Eksisting Terminal yang tidak memenuhi Standar 

Pelayanan Minimum Terminal.

2. Sudah adanya DED Terminal.

Pembangunan dan Pengawasan Gedung Terminal Sungai 

Kunjang ditunda karena adanya efisiensi anggaran

Mempersiapkan data dukung kelengkapan untuk kegiatan 

penunjang lainnya dengan menyesuaikan jadwal dan anggaran 

kas 

EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALTIM

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)
Ket 

(Evaluasi Per Triwulan II)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW II

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

2025

Realisasi 

s/d TW II

Penanggung 

Jawab
NoSatuan Target 2025

Realisasi s/d 

TW II 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat Rencana A ksi

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

1.

Meningkatnya 

konektivitas 

dan aksesibilitas 

perhubungan yang 

berkualitas dan 

berkeselamatan ke 

pusat - pusat 

perekonomian di 

Wilayah Kalimantan 

Timur

1

.

Rasio Konektivitas 

Provinsi (Angka) 
% 0.864

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan Juni

Triwulan

0.000 0.00 1.

Meningkatnya 

Konektivitas 

Angkutan Laut 

dan SDP

Rasio Konektivitas 

Angkutan Laut dan 

SDP

Angka

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW II
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

Indikator Kinerja Satuan

Jumlah Angkutan 

Sungai Danau yang 

Patuh Perizinan

Unit 40 22 22 210.98 0
Kepala Bidang 

Pelayaran
1.

Penerbitan Izin 

Trayek 

Penyelenggaraan 

Angkutan Sungai 

dan Danau untuk 

Kapal yang 

Melayani Trayek 

antar Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam Daerah 

Provinsi yang 

Bersangkutan

 Rp          262,899,252 1.

Fasilitasi Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan 

Izinangkutan Sungai 

dan Danau untuk Kapal 

yang Melayani Trayek 

Kewenangan Provinsi 

dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

 Rp            153,198,544 

Jumlah Angkutan Sungai 

dan Danau untuk Kapal 

yang Melayani Trayek 

Kewenangan Provinsi 

dalam Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik yang Semenuhi 

Syarat Perizinan

Unit 0105 30 11 0 0 41 30 √ 11 √ √0 300 0 105

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Melakukan Pengumpulan dan 

evaluasi data pemohon izin

3. Memproses kelengkapan 

berkas pengajuan dan 

mengeluarkan rekom izin

√ 0 10,680,000         41 39.048 5,180,000          3.38 5,500,000            

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Pembentukan Panitia  Kegiatan 

Rapat Koordinasi dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Usaha Jasa 

Terkait Angkutan di Perairan

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Melaksanakan Kegiatan Rapat 

Koordinasi dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Usaha Jasa 

Terkait Angkutan di Perairan

Jumlah 

Pelabuhan/Dermaga 

Pengumpan Regional 

Kewenangan Provinsi

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pekerjaan untuk 

mengikuti Proses Tender dan 

Seleksi di Biro UKPBJ

3. Melaksanakan pekerjaan dan 

pengawasan Rehabilitasi 

Dermaga Sungai Tering setelah 

pokja pemilihan di Biro UKPBJ 

mengumumkan Tender dan 

Seleksi

4. Melakukan evaluasi hasil 

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Pembentukan Panitia Forum 

Keselamatan Pelayaran

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Melaksanakan Forum 

Keselamatan Pelayaran dan 

Menyusun Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan Forum

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

ulang akibat adanya efisiensi 

anggaran

2. Melakukan pekerjaan pra studi, 

pengumpulan data dan kajian 

awal yang hasilnya akan sebagai 

bahan pendukung, penguatan 

substansi studi utama, dasar 

pelaksanaan studi secara 

menyeluruh setelah dukungan 

anggaran tersedia

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

Jumlah Badan Usaha 

Pelayaran yang 

Patuh Perzinan

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Melakukan Pengumpulan dan 

evaluasi data pemohon izin 

usaha

3. Memproses kelengkapan 

berkas pengajuan dan 

mengeluarkan rekom izin

6.97 Kepala Bidang 

Pelayaran

Dengan terbitnya PP No 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berbasis resiko setiap usaha 

usaha/ pemilik kapal  angkutan di perairan wajib memiliki 

sertifikasi standar

1. Dalam proses perizinan masih banyak pelaku usaha yang 

belum paham dalam mengenai tata cara pendaftaran 

permohonan izin baru ataupun perpanjangan izin secara 

online pada aplikasi e-ptsp dan website www.oss.go.id

2. Sebagian besar pemilik kapal belum memenuhi persyaratan 

administrasi karena terkendala dalam proses pengurusan 

dokumen dimana yang menjadi persyaratan  yaitu surat ukur, 

pas kapal sungai danau dan sertifikat keselamatan, sertifikat 

kelaiakan menjadi dasar dalam penerbitan sertifikat kartu 

pengawasan izin trayek dan seritifkat standar (pengoperasian 

kapal)

3. Adanya peralihan kewenangan pengalihan tugas dan fungsi 

di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan 

penyeberangan dari BPTD kelas II kalimantan timur kepada 

KSOP kelas I samarinda, sehingga proses penerbitan 

sertifikat kapal sedikit memakan waktu

1. Melakukan koordinasi kepada setiap instansi terkait untuk 

memberikan pembinaan kepada setiap badan usaha angkutan 

pelayaran/pemilik kapal tentang aturan PP. 5 tahun 2021, PM. 

12 tahun 2021 dan PM. 61 tahun 2021

 

 2. Bersurat ke KSOP kelas I samarinda terkait perizinan kapal 

dimana pemilik kapal yang belum melengkapi surat izin kapal, 

pengoperasian kapal, SPM dan Izin trayek untuk tidak diberikan 

SPOG (surat persetujuan olah gerak kapal )

3.59 0

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

(jadwal pelaksanaan, lokasi 

pelaksanaan/jalan provinsi, 

persiapan sarana & prasarana)

2. Melakukan Koordinasi antar 

instansi (Dinas Perhubungan 

Kab/Kota, Kepolisian, BPTD 

(apabila gabungan biasanya di 

jalan nasional)

3. Melakukan Pelaksanaan 

Pengawasan,penindakan (over 

dimension and over loading) 

serta  proses hukum dilapangan

4. Melakukan pengendalian dan 

monitoring evaluasi hasil 

penegakkan hukum "over 

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Pembentukan Panitia Kegiatan 

Pelajar Pelopor Keselamatan dan 

Kegiatan Pembinaan Pengemudi 

Kendaraan Bermotor

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Menyiapkan Bahan Paparan 

dan Sistem Penilaian

5. Melaksanakan Kegiatan Pelajar 

Pelopor Keselamatan dan 

Kegiatan Pembinaan Pengemudi 

Kendaraan Bermotor serta

6. Menyusun 

Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan

'1a. Menyiapkan Rencana Kerja

1b. Menyusun Tim Kegiatan 

Audit dan Pemantauan Sistem 

Manajemen Keselamatan 

Perusahaan Angkutan

1c. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan Perusahaan 

Angkutan Umum dan menyusun 

Laporan Kegiatan Audit

2a. Menyiapkan Rencana Kerja

2b. Menyusun rencana/jadwal 

kegiatan inspeksi keselamatan 

(rampcheck)

2c. Melaksanakan kegiatan 

inspeksi keselamatan 

(rampcheck) dan menyusun 

laporan evaluasi kegiatan

3a. Menyiapkan rencana kerja 

serta membentuk Panitia Forum 

Keselamatan Angkutan Jalan & 

Kegiatan Rencana Aksi 

Keselamatan 

3b. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

3c. Melaksanakan Forum 

Keselamatan Angkutan Jalan & 

Kegiatan Rencana Aksi 

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Pembentukan Panitia Kegiatan 

Audit dan Pemantauan 

Pelaksanaan PKB 

3. Melaksanakan Kegiatan Audit 

dan Pemantauan Pelaksanaan 

PKB  dan Menyusun 

Laporan/Dokumentasi Kegiatan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melaksanakan pekerjaan yang 

menunjang sub kegiatan  sesuai 

dengan anggaran kas

3. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

ulang akibat adanya efisiensi 

anggaran

2. Melakukan pekerjaan pra studi, 

pengumpulan data dan kajian 

awal yang hasilnya akan sebagai 

bahan pendukung, penguatan 

substansi studi utama, dasar 

pelaksanaan studi secara 

menyeluruh setelah dukungan 

anggaran tersedia

Persentase Ruas 

Jalan Provinsi yang 

Dipasang Fasilitas 

Keselamatan Jalan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pekerjaan melalui 

proses e-purchasing

3. Melaksanakan pekerjaan dan 

pengawasan Pemasangan Marka 

Jalan, Paku Marka, Pemasangan 

Zoss, Pemasangan APILL, Rambu 

Jalan, Pemasangan RPPJ, 

Pemasangan LPJU Solar Cellda 

Knvensional setelah Pejabat 

Pengadaan mengumumkan dan 

memilih penyedia di etalase e-

purchasing

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

Jumlah Pelaksanaan 

Rekomendasi MRLL 

Jaringan Jalan 

Provinsi yang 

dipatuhi

1a. Menerima Surat Permohonan 

Pengajuan untuk Pengujian 

Andalalin 

1b. Memverifikasi/Menguji 

Kelengkapan Berkas Pengujian 

sebelum dilakukan sidang uji

1c. Menjadwalkan dan melakukan 

pengujian andalalin (evaluasi 

teknis)  

1d. Memberi masukan (revisi jika 

ada) pada saat sidang uji 

1f. Apabila revisi serta 

kelengkapan pengujian telah 

dilengkapi sesuai arahan tim 

andalalin, surat rekomendasi 

andalalin dapat terbit

2a. Menerima Surat Permohonan 

Pengajuan untuk Rencaa 

Pelaksanaan MRLL

2b. Melakukan pengawasan saat 

pelaksanaan MRLL

2c. Melakukan Pemeriksaan 

Lapangan (Uji Fungsi) setelah 

MRLL diterapkan

2d. Melakukan pengendalian & 

monitoring manajemen dan 

rekayasa lalu lintas 

3a. Menyiapkan Rencana Kerja &  

membentuk Panitia Forum LLAJ

1.

Meningkatnya Kualitas dan 

Ketersediaan Infrastruktur 

Perhubungan Untuk 

Mendukung Perekonomian 

dan Pemenuhan 

Infrastruktur Dasar di 

Kalimantan Timur 

Indeks Kualitas 

Layanan 

Infrastruktur 

(IKLI)  

Perhubungan 

0



Jml % I % II % III % IV % Jml %

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)
Ket 

(Evaluasi Per Triwulan II)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW II

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

2025

Realisasi 

s/d TW II

Penanggung 

Jawab
NoSatuan Target 2025

Realisasi s/d 

TW II 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat Rencana A ksi

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan Juni

Triwulan

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW II
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

Indikator Kinerja Satuan

2

Penyelenggaran 

Sistem Informasi 

Manajemen 

Terminal 

Penumpang Tipe 

B

 Rp                 1,034,000 

Jumlah Terminal yang 

Menyelenggaran Sistem 

Informasi Manajemen 

Terminal Penumpang Tipe 

B

Unit 0 0 7 0 7 0 0 √ √ 0 0 -                 0 -                   0 0 0 -                 0 Kepala UPTD 

Terminal

Berdasarkan kebutuhan organisasi dan kewajiban Undang-

Undang 22 Tahun 2009 Bab XVI mencakup: memenuhi standar 

hukum yang mengatur pengelolaan sistem informasi dan 

komunikasi, meningkatkan efisiensi layanan terminal melalui 

integrasi data, mendukung keamanan serta keteraturan lalu 

lintas, dan menyediakan akses informasi yang transparan serta 

responsif bagi pengguna layanan.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal 

Penumpang Tipe B ditunda karena adanya efisiensi anggaran

Mempersiapkan data dukung kelengkapan untuk kegiatan 

penunjang lainnya dengan menyesuaikan jadwal dan anggaran 

kas 

3

Peningkatan 

Kapasitas 

Kompetensi SDM 

Pengelola 

Terminal 

Penumpang Tipe 

B

 Rp              82,850,000 

Jumlah Kebutuhan 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia Pengelola 

Terminal Tipe B yang 

terpenuhi.

Orang 0 0 0 6 6 0 0 0 0 -                 0 -                   0 0 0 -                 0
Kepala UPTD 

Terminal

Perlunya SDM Terninal Tipe B yang memiliki kompetensi yang 

relevan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan pelayanan 
Menunggu jadwal dari pihak penyelenggara diklat

Mencari informasi terkait penyelenggaraan diklat yang 

diperlukan, kemudian berkoordinasi untuk menentukan jadwal 

pelaksanaan diklat

4

Pembangunan 

Terminal 

Penumpang Tipe 

B yang 

dilengkapi 

Fasilitas Utama 

dan Fasilitas 

Penunjang

 Rp        2,699,327,420 

Jumlah terminal Tipe B 

yang terbangun yang 

dilengkapi Fasilitas Utama 

dan Fasilitas Penunjang

Unit 0 0 0 3 3 0 0 √ √ 0 0 -                 0 -                   0 0 0 -                 0
Kepala UPTD 

Terminal

1. Kondisi Eksisting Terminal yang tidak memenuhi Standar 

Pelayanan Minimum Terminal.

2. Sudah adanya DED Terminal.

Belum ada hambatan karena kegiatan akan dilaksanakan sesuai 

rencana  

Mempersiapkan data dukung kelengkapan untuk kegiatan 

pembangunan terminal

5.

Menurunnya Kejadian 

Kecelakaan per 1000 

Keberangkatan AKDP

Rasio Kejadian 

Kecelakaan 

Transportasi Per 

1000 Keberangkatan

Angka 0.005 0

Kepala Bidang 

LLAJ, Kepala 

Bidang 

Pengembangan & 

Perkeretaapian 

5

Penyediaan 

Angkutan Umum 

untuk Jasa 

Angkutan Orang 

dan/atau Barang 

Antar Kota dalam 1 

(satu) Daerah 

Provinsi

 Rp             40,206,000 

Jumlah Angkutan 

Umum dan/atau 

Barang yang 

tersedia

Unit 4 5 5 3 17 4 3 0 0 7 1

Pengendalian dan 

Pengawasan 

Ketersediaan Angkutan 

Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar 

Kota dalam 1 (satu) 

Provinsi

 Rp              40,206,000 

Jumlah Laporan 

pengendalian dan 

pengawasan KeTersediaan 

Angkutan Umum untuk 

Jasa Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar 

Kota dalam 1 (Satu) 

Provinsi

Laporan 1 1 1 1 4 0 1 1 25 8,152,700          20.28 2,590,000            6.44 0 0          10,742,700 26.72
Kepala Bidang 

LLAJ

 

 	

Beralihnya kewenangan perizinan Angkutan Barang Umum 

yang semula diterbitkan oleh Kab/Kota menjadi kewenangan 

Pemerintah Provinsi

 

 	

1. Masih banyak perusahaan Angkutan Barang Umum yang 

belum mengetahui terkait perubahan kewenangan perizinan

 2. Perusahaan belum memahami mengenai penggunaan 

aplikasi OSS

 

 	

1. Sosialisasi ke perusahaan angkutan barang umum dalam 

penerapan penggunaan aplikasi OSS

 2. Koordinasi dan berkomunikasi secara intens ke para 

pengusaha angkutan barang umum

2

Penyediaan Angkutan 

Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar 

Kota dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi

 Rp                                    - 

Jumlah Armada Angkutan 

Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang dan/atau 

Barang Antar Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsii

Unit 4 5 5 3 17 0 0 0 0 -                 0.00 -                   0 0 0                   -   ####
Kepala Bidang 

LLAJ

Direncanakan untuk menekan biaya distribusi, menjaga 

stabilitas harga dan mendorong pemerataan pembangunan di 

kalimantan timur

Tidak jadi dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran 

Tetap mempersiapkan data dukung kelengkapan untuk Subsidi 

Ongkos Angkut Perintis guna persiapan apabila ditahun 

berikutnya sub kegiatan ini memperoleh anggaran

6

Penetapan 

Kawasan Perkotaan 

untuk Pelayanan 

Angkutan Perkotaan 

yang Melampaui 

Batas 1 (satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi

 Rp          220,631,137 

Jumlah Perencanaan 

Multimoda yang 

Tersedia

Dokumen 0 0 0 3 3 0 0 0.00 0.00 0 1

Perumusan Kebijakan 

Penetapan Kawasan 

Perkotaan untuk 

Angkutan Perkotaan 

Kewenangan Provinsi

 Rp            155,511,585 

Jumlah Dokumen Kebijakan 

Penetapan Kawasan 

Perkotaan untuk Angkutan 

Perkotaan Kewenangan 

Provinsi

Dokumen 0 0 0 2 2 0 0 0 0 38,790,999         24.94 10,431,100           6.71 0 0          49,222,099 31.65

Kepala Bidang 

Pengembangan 

dan 

Perkeretaapian

1. Mereview kembali Tatrawil yang telah dilakukan, mengingat 

perlu evaluasi kebijakan transportasi agar selaras dengan 

perkembangan wilayah/dinamika wilayah dan penyangga IKN

2. Kajian Teknis Koridor Sanga-Sanga – Samarinda  dilakukan 

untuk memastikan layanan angkutan umum koridor Sanga-

Sanga–Samarinda layak, terjangkau, dan mendukung 

pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan

Kegiatan utama yaitu studi tidak dilaksanakan karena adanya 

efisiensi anggaran

Mempersiapkan data dukung kelengkapan untuk kegiatan 

Subsidi Review Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) 

Kalimantan Timur & Kajian Perencanaan Teknis Layanan 

Angkutan Umum Massal Koridor Sanga-Sanga Samarinda 

dengan cara melalui studi/laporan persiapan maupun kegiatan 

pendukung dikarenakan anggaran utama penyusunan studi 

diefisiensi

2

Sosialisasi dan Uji Coba 

Pelaksanaan Kebijakan 

Penetapan Kawasan 

Perkotaan untuk 

Angkutan Perkotaan 

Kewenangan Provinsi

 Rp              65,119,552 

Jumlah Dokumen 

Sosialisasi dan Uji Coba 

Pelaksanaan Kebijakan 

Penetapan Kawasan 

Perkotaan untuk Angkutan 

Perkotaan Kewenangan 

Provinsi

Dokumen 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -                 0 2,300,000            3.53 0 0           2,300,000 3.53

Kepala Bidang 

Pengembangan 

dan 

Perkeretaapian

Sosialisasi Multimoda  diselenggarakan dengan tujuan utama 

untuk

memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada 

masyarakat terkait

Program Angkutan Umum Massal Bersubsidi di Provinsi 

Kalimantan Timur

Belum ada hambatan karena kegiatan masih berjalan sesuai 

rencana

Menyiapkan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan serta tema 

yang akan diangkat pada saat sosialisasi

6

Penerbitan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Orang 

dalam Trayek Lintas 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi

 Rp          338,907,960 

Jumlah 

Penyelenggara 

Angkutan Orang 

Dalam Trayek yang 

Patuh Perizinan

Unit 30 30 30 30 120 23 6 0 0 29 1

Fasilitasi Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan 

Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Orang dalam 

Trayek Kewenangan 

Provinsi dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

 Rp              88,883,670 

Jumlah Angkutan Orang 

dalam Trayek Kewenangan 

Provinsi dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik yang 

telah memenuhi 

persyaratan perizinan

Unit 30 30 30 30 120 23 6 29 24.167 11,902,000         13.39 5,500,500            6.19 0 0          17,402,500 19.579
Kepala Bidang 

LLAJ

Kesadaran pihak perusahaan  dalam hal mencermati tenggat 

waktu perpanjangan Kartu Pengawasan dan Izin Trayek 5 

tahunan

Menunggu permohonan perpanjangan Kartu Pengawasan
Mengingatkan kepada para pengusaha angkutan untuk 

mengajukan permohonan sebelum jatuh tempo

2

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Orang dalam 

Trayek Kewenangan 

Provinsi

 Rp            250,024,290 

Jumlah Laporan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Orang dalam 

Trayek Kewenangan 

Provinsi

Laporan 1 1 1 1 4 0 0 0 0 -                 0 -                   0 0 0                   -   0
Kepala Bidang 

LLAJ
-

Belum ada hambatan karena kegiatan masih berjalan sesuai 

rencana
Masih terus berkoordinasi untuk percepatan pelaksanaan

7

Penerbitan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Taksi 

yang Wilayah 

Operasinya 

Melampaui Lebih 

dari 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi

 Rp          195,798,880 

Jumlah 

Penyelenggara 

Angkutan Taksi yang 

Patuh Perizinan

Unit 30 60 150 70 310 31 44 0 0 75 1

Fasilitasi Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan 

Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Taksi yang 

Wilayah Operasinya 

Kewenangan Provinsi 

dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

 Rp              98,399,440 

Jumlah Angkutan Taksi 

yang Wilayah Operasinya 

Kewenangan Provinsi 

dalam Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik yang memenuhi 

persyaratan perizinan

Unit 30 60 150 70 310 31 44 75 24.194 6,274,000          6.38 0 0 0           6,274,000 6.3761
Kepala Bidang 

LLAJ

Kesadaran pihak perusahaan  dalam hal mencermati tenggat 

waktu perpanjangan Kartu Pengawasan dan Izin Trayek 5 

tahunan

Menunggu permohonan perpanjangan Kartu Pengawasan
Mengingatkan kepada para pengusaha angkutan untuk 

mengajukan permohonan sebelum jatuh tempo

2

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Taksi yang 

Wilayah Operasinya 

Kewenangan Provinsi

 Rp              97,399,440 

Jumlah Laporan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Taksi yang 

Wilayah Operasinya 

Kewenangan Provinsi

Laporan 1 1 1 1 4 1 1 2 50 -                 0.00 5,538,000            5.69 0 0           5,538,000 5.69
Kepala Bidang 

LLAJ
- Menunggu permohonan perpanjangan izin trayek 5 tahunan

Mengingatkan kepada para pengusaha angkutan untuk 

mengajukan permohonan sebelum jatuh tempo

2.

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja dan 

Layanan Publik 

Perangkat Daerah 

1.

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

Angka 77 0 0 6.

Meningkatnya Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Indeks Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Indeks 74 18.52 Sekretaris 1

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

 Rp          642,640,852 % 0 0 0 92 92 15.38 15.39 30.77 1.

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

 Rp            334,646,984 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Dokumen 0 0 2 2 4 0 0 0 0          22,827,224 6.82            12,032,000 3.60 0 0          34,859,224 10.42

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Pentingnya menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah 

sebagai guidance/panduan program kegiatan selama tahun 

berjalan berdasarkan data dukung yang berasal dari bidang

1. Penyusunan Dokumen Renja 2026 sampai dengan Triwulan 

II sudah dalam tahap rancangan Dokumen Renja 2026

2. Kegiatan penyusunan Dokumen Renstra, Renja P 2026 dan 

Dokumen Penyusunan Gender Statistik Dishub sampai dengan 

Triwulan II dalam proses pengumpulan data dukung 

kelengkapan penyusunan dokumen 

Berkoordinasi dengan menyiapkan dan mengumpulkan data 

dukung dari setiap bidang untuk kelengkapan penyusunan 

dokumen perencanaan dan penganggaran

2.

Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 

RKA- SKPD

 Rp              50,113,445 

Jumlah Dokumen RKA-

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Dokumen 0 1 0 1 2 0 1 1 50                   -   0             4,484,400 8.95 0 0           4,484,400 8.95

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang dalam 

pemenuhan kelengkapan data dukung

Belum ada hambatan, pekerjaan masih sesuai dengan rencana 

(Dokumen RKA P menyesuaikan/menunggu jadwal)

Membuat jadwal untuk persiapan data dukung anggaran dan 

Berkoordinasi dengan Tim TAPD/pihak terkait guna 

percepatan penyusunan dokumen anggaran

3,

Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 

DPA-SKPD

 Rp              23,110,912 

Jumlah Dokumen DPA-

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

Dokumen 0 1 0 1 2 0 1 1 50                   -   0                     -   0 0 0                   -   0

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang dalam 

pemenuhan kelengkapan data dukung

Belum ada hambatan, pekerjaan masih sesuai dengan rencana 

(Dokumen DPA P menyesuaikan/menunggu jadwal)

Membuat jadwal untuk persiapan data dukung anggaran dan 

Berkoordinasi dengan Tim TAPD/pihak terkait guna 

percepatan penyusunan/pengesahan dokumen anggaran

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pekerjaan 

3. Melaksanakan pekerjaan dan 

pengawasan pemasangan 

aplikasi/software manajemen 

terminal dapat dilaksanakan 

Pejabat Pengadaan 

mengumumkan Pengadaan 

Langsungnya 

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melakukan pengumpulan 

dokumen sesuai persyaratan dan 

evaluasi data terkait izin trayek 

yang sudah habis masa berlaku 

3. Melakukan sinkronisasi 

data/dokumen agar dapat 

dikeluarkan izin trayek/kartu 

pengawasan yang telah 

diperpanjang/diperbaharui

4. Membuat/Menyusun  laporan 

terkait jumlah permohonan izin 

yang telah dikeluarkan

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan 

3. Pembentukan Panitia Kegiatan 

Pemilihan  Abdiyasa Tingkat 

Provinsi dan Kegiatan Wahana 

Tata Nugraha

4. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

5. Melaksanakan Kegiatan 

Sosialisasi Keselamatan 

Angkutan  Jalan serta

Menyusun Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan

6. Melakukan Pendampingan bagi 

Peserta Abdiyasa Teladan untuk 

bertanding di level nasional

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melakukan pengumpulan 

dokumen sesuai persyaratan dan 

evaluasi data terkait izin trayek 

yang sudah habis masa berlaku 

3. Melakukan sinkronisasi 

data/dokumen agar dapat 

dikeluarkan izin trayek/kartu 

pengawasan yang telah 

diperpanjang/diperbaharui

4. Membuat/Menyusun  laporan 

terkait jumlah permohonan izin 

yang telah dikeluarkan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melakukan pengumpulan 

dokumen sesuai persyaratan dan 

evaluasi data terkait izin trayek 

yang sudah habis masa berlaku 

3. Melakukan sinkronisasi 

data/dokumen agar dapat 

dikeluarkan izin 

trayek/pertimbangan teknis yang 

telah diperpanjang/diperbaharui

4. Membuat/Menyusun  laporan 

terkait jumlah permohonan izin 

yang telah dikeluarkan

Persentase Dokumen 

Perencanaan dan 

Penganggaran yang 

ditetapkan Tepat 

Waktu

'1. Menyiapkan Rencana Kerja  Kegiatan 

Gender Statistik Sektor Perhubungan, 

Kegiatan Forum Perangkat Daerah, 

Kegiatan Penyusunan Renstra/Renja

2. Menyusun Jadwal dan Tim 

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan 

Gender Statistik Sektor Perhubungan 

3. Menyusun Laporan dan Dokumen 

Gender Statistik Sektor Perhubungan 

4. Menyiapkan Data Dukung Penyusunan 

Renstra/Renja dari setiap Bidang di 

Lingkungan Dishub Prov. Kaltim

5. Menyusun Jadwal Kegiatan Forum PD 

Renstra/Renja dan Menyusun Laporan 

Kegiatan

6. Menyusun Dokumen Renstra/Renja 

Menyesuaikan Jadwal dari Bappeda Prov. 

Kaltim

1. Menyiapkan Rencana Kerja, 

Menyusun serta Menyesuaikan 

Jadwal dan Jenis Bimtek Pegawai

2. Berkoordinasi dengan Pihak 

Penyelenggara Bimtek dan 

Pegawai yang akan Mengikuti 

Bimtek

3.  Menyusun Laporan dan  

Evaluasi Hasil Pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pekerjaan untuk 

mengikuti Proses Tender dan 

Seleksi di Biro UKPBJ

3. Melaksanakan pekerjaan dan 

pengawasan  Rehabilitasi 

Terminal Timbau Tenggarong 

dan Pekerjaan Tanah Terminal 

Paser setelah pokja pemilihan di 

Biro UKPBJ mengumumkan 

Tender dan Seleksi  dapat 

dilaksanakan

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melakukan sinkronisasi data 

perizinan dan penertiban 

administrasi (Penerbitan ulang / 

registrasi ulang izin oleh Provinsi 

(jika diperlukan), Penyesuaian 

tarif berdasarkan kebijakan 

Provinsi, Pemberian sanksi 

administratif bagi yang tidak 

menyesuaikan)

3. Melakukan peran pengawasan 

provinsi (Sosialisasi aturan baru 

kepada pelaku usaha)

4. Melakukan evaluasi hasil 

(Penyusunan laporan hasil 

Monev,Rekomendasi perbaikan 

sistem perizinan dan 

pengawasan, Penyusunan rencana 

pengawasan berkala ke depan)

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Mengumpulkan data sekunder 

(trayek perintis, biiaya 

operasional, tarif dan layanan 

eksisting)

3. Melaksanakan simulasi 

perhitungan kebutuhan subsidi 

(gap biaya operasional vs tarif)

4. kegiatan dilaksanakan melalui 

desk internal, tanpa survei 

lapangan dan tanpa anggaran 

(efisiensi anggaran)

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Subsidi Review 

Tataran Transportasi Wilayah 

(Tatrawil) Kalimantan Timur & 

Kajian Perencanaan Teknis 

Layanan Angkutan Umum Massal 

Koridor Sanga-Sanga Samarinda 

melalui studi/laporan persiapan 

maupun kegiatan pendukung 

dikarenakan anggaran utama 

penyusunan studi diefisiensi

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan & Pembentukan Panitia 

Kegiatan

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Melaksanakan Kegiatan 

Sosialisasi Multimoda serta 

Menyusun Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan

1. Menyusun Rencana Kerja 

2. Menunggu Penetapan Pagu dari 

Bappeda

3. Menyiapkan Data Dukung 

Lengkap setiap Kegiatan seperti 

KAK, RAB, beserta spesifikasi 

teknis

4. Mengikuti Asistensi sesuai 

Jadwal sebelum Menjadi  

DPA/RKA dan disahkan

5. Melakukan Perubahan 

DPA/RKA, menyesuaikan dengan 

Jadwal

1. Menyusun Rencana Kerja 

2. Menunggu Penetapan Pagu dari 

Bappeda

3. Menyiapkan Data Dukung 

Lengkap setiap Kegiatan seperti 

KAK, RAB, beserta spesifikasi 

teknis

4. Mengikuti Asistensi sesuai 

Jadwal sebelum Menjadi  

DPA/RKA dan disahkan

5. Melakukan Perubahan 

DPA/RKA, menyesuaikan dengan 

Jadwal



Jml % I % II % III % IV % Jml %

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)
Ket 

(Evaluasi Per Triwulan II)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW II

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

2025

Realisasi 

s/d TW II

Penanggung 

Jawab
NoSatuan Target 2025

Realisasi s/d 

TW II 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat Rencana A ksi

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan Juni

Triwulan

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW II
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

Indikator Kinerja Satuan

4.

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

 Rp            100,011,970 

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Laporan 2 1 1 0 4 2 0 2 50                   -   0                     -   0 0 0                   -   0

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Pentingnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD sebagai dasar untuk melakukan 

evaluasi kinerja perangkat daerah

Belum ada hambatan karena karena pekerjaan masih sesuai 

dengan rencana

Koordinasi yang baik dengan bidang terkait realisasi capaian 

kinerja sehingga proses olah data dapat dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal rencana

5.
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
 Rp            134,757,541 

Jumlah Laporan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah
Laporan 4 6 4 6 20 3 4 7 35                   -   0            10,156,300 7.54 0 0          10,156,300 7.5367

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Pentingnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar 

pengambilan kebijakan/pelaksanaan kegiatan di tahun 

berikutnya

Ketersediaan data dari bidang kurang tepat waktu sehingga 

menghambat proses olah data menjadi laporan

Koordinasi yang baik dengan bidang terkait realisasi capaian 

kinerja sehingga proses olah data dapat dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal rencana

2.

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah

 Rp    24,444,540,005 % 0 0 0 94 94 4.65 8.7 13.35 1.
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN
 Rp     23,666,544,979 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

Orang/

Bulan
74 74 74 74 74 89 89 89 120.27       2,853,501,948 12.057        7,127,656,651 30.117 0 0       9,981,158,599 42.174

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

1. Realisasi sesuai dengan bulan berjalan;

2.Pengerjaan pengiputan gaji & tunjangan berdasarkan jumlah 

pegawai yang aktif;

3. Terdapat CPNS baru sebanyak 16 orang sehingga jumlah 

orang/pegawai yang menerima gaji melebihi dari target 

Tidak ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin
1, Membuat persiapan data pembayaran gaji

2, Memonitor pelaksanaan inventarisasi laporan keuangan 

2.

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas

ASN

 Rp            667,920,000 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Dokumen 3 3 3 3 12 3 3 3 25          95,980,000 14.37          187,190,000 28.026 0 0         283,170,000 42.396

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Honorarium Kegiatan yang sudah tercantum dalam DPA dan 

dirancang sejak awal, sehingga dokumen bisa disiapkan dari 

awal

Hambatan terjadi apabila berkas tidak lengkap

1, Membuat persiapan data pembayaran honorarium

2. Penyusunan Cheklist Dokumen Honorarium untuk 

memastikan kelengkapan dokumen sebelum proses 

pembayaran

3, Memonitor pelaksanaan inventarisasi laporan keuangan 

3.

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

 Rp              46,550,000 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Dokumen 3 3 3 3 12 3 3 6 50          13,392,900 28.771                     -   0 0 0          13,392,900 28.771

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Koordinasi yang baik antar pengelola keuangan, kompetensi 

SDM yang memadai, ketepatan waktu penyampaian dokumen, 

serta dukungan SOP dan aplikasi keuangan yang 

mempermudah pencatatan dan verifikasi

Beberapa kendala yang masih muncul meliputi keterlambatan 

penyampaian dokumen, dokumen yang belum lengkap atau tidak 

sesuai DPA, keterbatasan jumlah SDM verifikator, serta 

kendala teknis pada sistem/aplikasi keuangan

1, Memastikan semua dokumen keuangan disampaikan tepat 

waktu dan lengkap

2, Melakukan verifikasi rutin agar dokumen sesuai DPA dan 

peraturan

3. Mengarsipkan dan merekap dokumen serta memanfaatkan 

sistem aplikasi untuk monitoring dan pelaporan 

4.

Pengelolaan dan 

Penyiapan Bahan 

Tanggapan 

Pemeriksaan

 Rp                 2,730,000 

Jumlah Dokumen Bahan 

Tanggapan Pemeriksaan 

dan Tindak Lanjut 

Pemeriksaan

Dokumen 0 1 0 1 2 0 0 0 0             520,000 19.048                     -   0 0 0             520,000 19.048

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Komitmen dan dukungan aktif pimpinan untuk memastikan 

dokumen/berkas keuangan (GU/LS) lengkap dan sesuai 

ketentuan

Realisasi target menunggu adanya pemeriksaan dari 

BPK/ITWIL 

1.  Membuat Template/Kertas Kerja GU (Ganti Uang) / Berkas 

LS 

2. Mengumpulkan dan menyusun berkas/dokumen

3. Verifikasi, Penyusunan Rekap GU (Ganti Uang) / Berkas LS

4. Menyiapkan data dukung dan menyesuaikan template/kertas 

kerja sesuai permintaan pemeriksa

5.

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/Semestera

n SKPD

 Rp              55,938,500 

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/Semesteran 

SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semes

teran SKPD

Laporan 5 5 5 3 18 6 2 8 44.444           1,020,000 1.82               989,000 1.77 0 0           2,009,000 3.59

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Pentingnya meminimalisir selisih data belanja, pendapatan, 

dan pajak. Serta Tuntutan akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan APBD

Kegiatan menyesuaikan undangan/jadwal dari instansi terkait 

seperti BPKAD, Bapenda, dan Dirjen Pajak

1. Menyiapkan data dan dokumen rekonsiliasi baik rekonsiliasi 

belanja, rekonsiliasi pendapatan maupun rekonsiliasi pajak

2. Melakukan pencocokan data dengan pengelola keuangan 

daerah

3. Menyepakati hasil rekonsiliasi

4. Menyusun laporan hasil koordinasi sebagai data dukung

6.

Penyusunan Pelaporan 

dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran

 Rp                 4,856,526 

Jumlah Dokumen Pelaporan 

dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran

Dokumen 3 3 3 3 12 3 3 6 50                   -   0                     -   0 0 0                   -   0

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Tersedianya data realisasi lengkap, sistem keuangan 

terintegrasi, SDM kompeten, dan pedoman/SOP yang jelas

Data belum lengkap, SDM terbatas, format laporan berbeda, 

dan waktu penyusunan terbatas

1. Menghimpun data realisasi belanja dan pendapatan.

2. Membandingkan realisasi dengan target dan menghitung 

estimasi akhir periode.

3. Menyusun analisis deviasi dan rekomendasi pengendalian 

anggaran.

4. Menyampaikan dokumen laporan prognosis secara berkala.

3.

Administrasi 

Pendapatan Daerah 

Kewenangan 

Perangkat Daerah

 Rp             35,602,000 

Persentase 

Kepatuhan Wajib 

Retribusi Daerah

% 100 100 100 100 100 100 47.62 47.62 1.
Pelaporan Pengelolaan 

Retribusi Daerah
 Rp              35,602,000 

Jumlah Laporan 

Pengelolaan Retribusi 

Daerah

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 6 50                   -   0            22,465,000 63.10 0 0          22,465,000 63.10

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

1. Tersedianya data penerimaan retribusi yang lengkap dan 

akurat

2. Sistem/aplikasi keuangan daerah yang terintegrasi

3. Adanya pedoman/SOP pengelolaan dan pelaporan retribusi

1. Selisih atau ketidaksesuaian data antara bukti setoran dan 

sistem

2. Menunggu jadwal hasil rekon dengan BPKAD/Bapenda

Koordinasi dengan bidang terkait, admin dari Terminal. Lalu 

dilakukan rekonsiliasi setiap bulannya dengan BPKAD untuk 

setiap penerimaan yang ada di Dinas maupun UPTD Terminal

4.

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah - 

Dinas

 Rp      1,117,671,523 % 0 0 0 92 92 0 0 0 1.

Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

 Rp              49,999,716 

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan

Paket 0 11 0 0 11 0 11 11 100 0 0            49,755,000 99.511 0 0          49,755,000 99.511 Kasubbag Umum
Kebutuhan akan komponen listrik di kantor agar stok komponen 

dapat terpenuhi sepanjang tahun

Tidak ada hambatan karena kegiatan berjalan sesuai dengan 

rencana

Crosscheck hasil pengadaan apakah telah sesuai dengan 

jumlah, kelengkapan dan spesifikasinya. Kemudian, 

didistribusikan sesuai dengan kebutuhan kantor. Dan lakukan 

hasil evaluasi pekerjaan

2.

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor

 Rp            309,963,436 

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

Paket 4 2 2 0 8 4 2 6 75                   -   0          264,515,880 85.338 0 0         264,515,880 85.338 Kasubbag Umum

1. Kebutuhan akan peralatan penunjang pekerjaan di kantor 

2. Rencana kebutuhan jelas berdasarkan inventaris dan 

proyeksi penggunaan

Belum ada hambatan karena pekerjaan sesuai dengan jadwal 

rencana

Mulai mempersiapkan data dukung untuk proses pengadaan 

berikutnya karena target pekerjaan akan selesai di Triwulan III

3.

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

 Rp            201,333,127 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan

Paket 1 3 1 1 6 1 3 4 66.667          33,425,000 16.60            75,488,000 37.494 0 0         108,913,000 54.10 Kasubbag Umum
Proses pekerjaan/pengadaan menyesuaikan permintaan akan 

kebutuhan 

Belum ada hambatan (pekerjaan masih berlangsung sampai 

dengan triwulan IV)

Mempersiapkan data dukung untuk proses pengadaan 

berikutnya karena target pekerjaan akan selesai sampai 

Triwulan IV

4.

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

 Rp            538,313,580 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 6 50          22,025,530 4.09          112,040,516 20.813 0 0         134,066,046 24.90 Kasubbag Umum

Sesuai disposisi/arahan pimpinan dan adanya penggunaan 

aplikasi atau template digital mempermudah pencatatan dan 

arsip laporan

Belum ada hambatan karena pekerjaan selesai sesuai dengan 

jadwal rencana

Membuat jadwal dan KAK untuk persiapan Kegiatan Rakornis 

Dishub 

5.
Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD
 Rp              15,424,000 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

Dokumen 0 0 0 2 2 0 0 0 0                   -   0                     -   0 0 0                   -   0 Kasubbag Umum

1. Adanya pedoman resmi tentang penatausahaan arsip 

mendorong konsistensi penyimpanan dan pengelolaan

2. Tenaga administrasi yang terlatih mampu mengelola arsip 

dinamis sesuai standar

3. Pengawasan dari pimpinan atau unit pengelola arsip 

meningkatkan kepatuhan dan kelengkapan dokumen

1. Fokus pegawai pada kegiatan operasional menyebabkan 

pengelolaan arsip terabaikan (beban kerja tinggi)

2. Beberapa Pegawai belum memahami tata cara 

penatausahaan arsip dinamis yang benar

3. Masih minimnya lemari arsip, rak, atau ruang penyimpanan 

menyebabkan dokumen tersimpan tidak optimal

1. Memastikan pegawai memahami prosedur pengelolaan 

arsip dinamis

2. Menata dokumen aktif sesuai klasifikasi dan format standar

3. Melakukan pencatatan rutin, pemeliharaan fisik dokumen, 

dan update arsip digital

4. Memeriksa kelengkapan, kesesuaian klasifikasi, dan 

ketepatan penyimpanan

5. Memberikan umpan balik, memperbaiki kendala, dan 

meningkatkan kualitas penatausahaan dokumen

1. Menyiapkan Rencana Kerja  

Kegiatan SKM

2. Menyusun Jadwal dan Tim 

SKM

3. Mengolah dan Menyusun 

Laporan dan Dokumen Hasil SKM 

 

4. Menyusun Rencana Kerja 

terkait Evaluasi Pelaporan Kinerja 

setiap Bidang

5. Berkoordinasi dengan setiap 

Bidang untuk Melaporkan Capaian 

Kinerjanya

6. Mengolah Data dari setiap 

Bidang di Lingkungan Dishub 

Prov. Kaltim

7. Menyusun Laporan Kinerja 

Persentase Realisasi 

Anggaran

1. Menyiapkan dan Menginput 

Kelengkapan Berkas Pegawai 

yang akan dibayarkan Gajinya 

pada Aplikasi SIMGAJI TASPEN

2. Membuat Template Gaji

3. Menginput Pembuatan SPP-SPM 

LS Gaji di SIPD

4. Membuat Simponi Gaji di 

Aplikasi Portal Penerimaan 

5. Membuat e-billing Pajak Gaji di 

Aplikasi DJP Online

6. Membuat Template 

Potongan/Upload Gaji ke Bank

1. Melampirkan SK KPA dan 

PPTK

2. Membuat Template Honor 

Menyesuaikan dengan SSH Total 

Besaran Kegiatan/Pekerjaan 

3. Melakukan Pembayaran Jika 

Kelengkapan Persyaratan telah 

dilengkapi

4. Menyusun Rencana Kegiatan 

Rekonsiliasi Belanja, Rekonsiliasi 

Pendapatan dan Pemindahan 

Bukuan Pajak

5.Menyusun/Menyesuaikan Jadwal 

Kegiatan serta Menyusun Tim 

untuk Melakukan Kegiatan

6. Melakukan Evaluasi Hasil 

Pekerjaan 

1. Menyusun Rencana Kerja 

2. Berkoordinasi dengan setiap 

Bidang untuk Melaporkan Capaian 

Kinerjanya

3. Mengolah Data dari setiap 

Bidang di Lingkungan Dishub 

Prov. Kaltim

4. Menyusun Laporan Kinerja 

1.  Membuat Template/Kertas 

Kerja GU (Ganti Uang) 

2. Pengumpulan dan Pemeriksaan 

SPJ

3. Verifikasi dan Penyusunan 

Rekap GU (Ganti Uang)

4. Pengajuan SPP GU dan 

Pengarsipan 

1.  Membuat Template/Kertas 

Kerja GU (Ganti Uang) / Berkas 

LS 

2. Mengumpulkan dan menyusun 

berkas/dokumen

3. Verifikasi, Penyusunan Rekap 

GU (Ganti Uang) / Berkas LS

4. Menyiapkan data dukung dan 

menyesuaikan template/kertas 

kerja sesuai permintaan 

pemeriksa
1. Menyiapkan data dan dokumen 

rekonsiliasi baik rekonsiliasi 

belanja, rekonsiliasi pendapatan 

maupun rekonsiliasi pajak

2. Melaksanakan koordinasi dan 

rekonsiliasi  belanja, rekonsiliasi 

pendapatan maupun rekonsiliasi 

pajak

3. Klarifikasi selisih belanja 

(apabila ditemukan selisih)

4. Menyusun dan menandatangani 

Berita Acara Rekonsiliasi

5. Mendokumentasikan hasil 

koordinasi
1. Mengumpulkan dan 

memverifikasi data realisasi 

anggaran

2. Menganalisis capaian realisasi 

terhadap pagu anggaran

3. Menyusun prognosis realisasi 

berkala/sampai akhir periode

4. Menyusun dan menyampaikan 

dokumen laporan

1. Mengumpulkan data 

penerimaan retribusi dari masing-

masing unit/pos retribusi

2. Memverifikasi dan 

memvalidasi data penerimaan

3. Mengelompokkan data per 

jenis retribusi dan periode

4. Menyusun laporan pengelolaan 

retribusi daerah

5. Melakukan review internal dan 

finalisasi laporan

6. Menyampaikan laporan ke 

instansi terkait sesuai jadwal

Persentase Sarana 

Prasarana Kantor 

Yang Berfungsi 

Dengan Baik

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan dan pekerjaan melalui 

e-purchasing

4. Melakukan Pembayaran 

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor yang 

disediakan

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan melalui e-purchasing

4. Melengkapi Persyaratan Proses 

Pekerjaan dan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Paket 

Barang Cetakan dan Penggandan 

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan dan Melaksanakan 

pekerjaan setelah Pejabat 

Pengadaan mengumumkan 

Pengadaan Langsungnya

4. Melakukan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja dan 

Menyusun Jadwal Kegiatan

2. Pembentukan Panitia Kegiatan

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Melaksanakan Kegiatan dan 

Menyusun Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan Kegiatan

5. Membuat Telahaan 

Staf/Mengusulkan Nama yang 

akan Melakukan Perjalanan Dinas 

(sesuai dengan jadwal undangan 

yang harus dihadiri), untuk 

kegiatan Rutin

1. Menyiapkan Rencana Kerja dan 

Menyusun Jadwal Kegiatan 

Penatausahaan Arsip Dinamis

2. Mengumpulkan dokumen 

aktif/arsip dinamis dari tiap unit, 

menyusun sesuai klasifikasi, dan 

mencatat ke sistem atau buku 

arsip

3. Menyimpan dokumen di lemari 

atau sistem arsip digital, serta 

melakukan pencatatan inventaris 

untuk memudahkan pencarian 

dan pengendalian

4. Melakukan pemeriksaan rutin 

kelengkapan, kesesuaian, dan 

ketepatan penatausahaan 



Jml % I % II % III % IV % Jml %

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)
Ket 

(Evaluasi Per Triwulan II)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW II

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

2025

Realisasi 

s/d TW II

Penanggung 

Jawab
NoSatuan Target 2025

Realisasi s/d 

TW II 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat Rencana A ksi

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan Juni

Triwulan

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW II
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

Indikator Kinerja Satuan

6.

Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

pada SKPD

 Rp                 2,637,664 

Jumlah Dokumen Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD

Dokumen 0 0 0 2 2 0 0 0 0                   -   0             1,729,900 0.32 0 0           1,729,900 65.585 Kasubbag Umum

Adanya pedoman nasional dan internal SKPD terkait SPBE 

mendorong penyusunan dokumen, 

sesuai disposisi/arahan pimpinan

1. Fokus pegawai lebih pada operasional, sehingga dokumen 

SPBE tertunda

2. Pengelolaan dokumen digital sulit dipantau dan rawan 

terlewat (Sistem Administrasi Manual atau Tidak Terintegrasi)

1. Menyesuaikan dokumen SPBE dengan pedoman nasional 

dan internal SKPD

2. Menyusun dokumen dukungan SPBE secara lengkap sesuai 

kebutuhan operasional

3. Menyimpan dokumen di sistem manajemen dokumen 

elektronik agar mudah diakses

4. Memeriksa kelengkapan dan kualitas dokumen secara rutin

Meningkatnya Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Indeks Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Indeks 74 18.52
Kepala UPTD 

Terminal
1.

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah - 

UPTD

 Rp      1,308,295,594 % 63 63 0 0 0 1.

Penyediaan Komponen 

Instalasi

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

 Rp              25,840,082 

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan

Paket 0 0 8 0 8 0 0 0 0                   -   0 -                   0 0 0                   -   0

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Kebutuhan akan komponen listrik di kantor agar stok komponen 

dapat terpenuhi sepanjang tahun

Pengajuan kebutuhan pengadaan komponen listrik berdasarkan 

kebutuhan dari kantor dan 7 Terminal Tipe B

Mulai mempersiapkan data dukung untuk proses pengadaan 

karena pekerjaan akan dilaksanakan di Triwulan III

2.

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor

 Rp            766,855,840 

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

Paket 2 3 2 0 7 2 3 5 71.429                   -   0          412,996,600 53.856 0 0         412,996,600 53.856

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

1. Kebutuhan akan peralatan penunjang pekerjaan di kantor & 

Terminal Tipe B

2. Rencana kebutuhan jelas berdasarkan inventaris dan 

proyeksi penggunaan

Belum ada hambatan karena pekerjaan sesuai dengan jadwal 

rencana

Mulai mempersiapkan data dukung untuk proses pengadaan 

berikutnya karena target pekerjaan akan selesai di Triwulan III

3.

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

 Rp              78,463,672 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan

Paket 1 1 0 3 5 1 1 2 40                   -   0            14,294,680 18.218 0 0          14,294,680 18.218

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Proses pekerjaan/pengadaan menyesuaikan permintaan akan 

kebutuhan 

Belum ada hambatan (pekerjaan masih berlangsung sampai 

dengan triwulan IV)

Mempersiapkan data dukung untuk proses pengadaan 

berikutnya karena target pekerjaan akan selesai sampai 

Triwulan IV

4.

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

 Rp            437,136,000 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 6 50          60,417,000 13.82          120,584,200 27.59 0 0         181,001,200 41.41

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Sesuai disposisi/arahan pimpinan dan adanya penggunaan 

aplikasi atau template digital mempermudah pencatatan dan 

arsip laporan

Belum ada hambatan karena pekerjaan selesai sesuai dengan 

jadwal rencana
Menyesuaikan jadwal dan menyiapkan data dukung pekerjaan

1.

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah - 

UPTD

 Rp                                  - 

Persentase 

Pemenuhan Barang 

Milik Daerah 

Perangkat Daerah 

% 60 60 0 0 0 0 0 1.

Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan

 Rp                                    - 

Jumlah Unit Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Disediakan

Unit 0 0 4 0 4 0 0 0 0                   -   ####                     -   #### #### ####                   -   ####

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Karena adanya efisiensi anggaran, sehingga rencana 

pengadaan kendaraan dinas operasional tidak jadi 

dilaksanakan. Untuk mendukung operasional kegiatan dengan 

cara optimalisasi kendaraan yang sudah ada dan masih layak 

pakai

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

tidak jadi dilaksanakan karena efisiensi anggaran

Mengoptimalisasikan kendaraan yang sudah ada dan masih 

layak pakai

4.

Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah - 

UPTD

 Rp          948,653,000 % 40 40 0 0 0 1.

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan

 Rp              83,703,000 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Unit 5 4 0 0 9 0 7 7 77.778             817,000 0.98            24,785,120 29.61 0 0          25,602,120 30.587

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal/ permintaan 

akan kebutuhan 
Belum ada hambatan karena berjalan sesuai dengan jadwal

Menyiapkan kelengkapan berkas kemudian akan diproses 

sesuai dengan  kebutuhan 

2.

Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya

 Rp            864,950,000 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

Unit 0 0 0 39 39 0 0 0 0 -                 0 -                   0 0 0                   -   0

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang baik 
Belum ada hambatan karena berjalan sesuai dengan jadwal 

dan menyesuaikan permintaan

Menyiapkan rencana kerja dan data dukung 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

1.

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Perangkat 

Daerah (Indeks)

Indeks 80.39

Meningkatnya Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Persentase Keluhan 

Pengguna Layanan 

yang Ditindaklanjuti

% 100 0.00 Sekretaris 4.

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

 Rp          222,954,450 % 0 0 0 20 20 5.34 3.5 8.84 1.

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

 Rp            113,355,950 

Jumlah Paket Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapan

Paket 0 2 0 0 2 0 1 1 50                   -   0          106,975,000 94.37 0 0         106,975,000 94.371 Kasubbag Umum -

Belum ada hambatan karena pekerjaan sudah sesuai dengan 

jadwal. Terdapat efisiensi anggaran dan akan dilakukan 

perubahan target (tahap perubahan DPA)

Melakukan evaluasi hasil pekerjaan

2.

Pendataan dan 

Pengolahan 

Administrasi

Kepegawaian

 Rp                 9,999,000 

Jumlah Dokumen 

Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian

Dokumen 0 0 0 1 1 0 0 0 0           8,554,000 85.55                     -   0 0 0           8,554,000 85.549 Kasubbag Umum Pedoman administrasi kepegawaian yang jelas Data belum lengkap atau terlambat diperbarui

Mulai Menghimpun, Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian 

dokumen kepegawaian yang kemudian akan di olah datanya 

untuk keperluan laporan dan administrasi rutin

3.

Monitoring, Evaluasi, 

dan Penilaian Kinerja

Pegawai

 Rp              47,939,500 

Jumlah Dokumen 

Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai

Dokumen 0 0 0 1 1 0 0 0 0           9,450,000 19.71            10,950,000 9.66 0 0          20,400,000 42.554 Kasubbag Umum

1. Adanya sistem manajemen kinerja berbasis digital 

mempermudah pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan

2. Pegawai dan tim administrasi yang memahami prosedur 

monitoring dan evaluasi akan menghasilkan dokumentasi yang 

lebih tertib dan lengkap

Belum ada hambatan karena pekerjaan telah sesuai jadwal

Mulai menghimpun, Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian 

dokumen. Serta melakukan analisis dan evaluasi kinerja 

pegawai

4.

Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

 Rp              51,660,000 

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

Orang 0 0 0 20 20 7 8 15 75           4,250,000 8.23             4,250,000 8.23 0 0           8,500,000 16.45 Kasubbag Umum
Koordinasi dengan pihak penyelenggara bimtek./pelatihan 

untuk mendukung kinerja pegawai Dinas Perhubungan 

Jadwal/waktu pelatihan belum dapat dipastikan karena 

menyesuaikan jadwal/pihakpenyelenggara

Mencari/sonding terkait bimtek atau pelatihan yang diperlukan 

oleh pegawai di Dinas Perhubungan

1.

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada

Perangkat Daerah - 

Dishub

 Rp             65,128,900 % 0 0 0 92 92 0 0 0 1.

Penyusunan 

Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD

 Rp              38,653,800 
Jumlah Rencana Kebutuhan 

Barang Milik Daerah SKPD
Dokumen 0 1 0 0 1 0 1 1 100                   -   0 -                   0 0 0                   -   0 Kasubbag Umum

1. Adanya regulasi pengelolaan BMD dan format RKBMD 

mendorong penyusunan rencana kebutuhan

2. Sudah adanya sistem digital/aplikasi inventaris, sehingga 

memudahkan pencatatan, pengumpulan, dan pengelolaan 

usulan RKBMD

Beban kerja yang tinggi, sehingga Pegawai fokus pada 

operasional, sehingga pengumpulan usulan RKBMD tertunda

1. Mensosialisasikan pengisian RKBMD ke seluruh bidang

2. Mulai mengumpulkan dan verifikasi kelengkapan usulan

3. Menyusun dokumen rencana kebutuhan BMD SKPD, 

kemudian melakukan persetujuan dokumen oleh pimpinan

2.
Pengamanan Barang 

Milik Daerah SKPD
 Rp                 7,070,000 

Jumlah Dokumen 

Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD

Dokumen 0 1 0 1 2 0 1 1 50                   -   0                     -   0 0 0                   -   0 Kasubbag Umum

1. Adanya dukungan kepala Dinas dalam tertib administrasi 

aset

2. Adanya Sistem Informasi Aset yang Terintegrasi 

(Penggunaan aplikasi/SIMDA BMD mempermudah 

pencatatan dan penerbitan dokumen)

Kurangnya sinkronisasi data antara Dishub dan BPKAD

1. Pemetaan Awal (Inventarisasi BMD per KIB (Tanah, 

Peralatan, Gedung, dll)), kemudian Identifikasi status dokumen: 

lengkap / belum lengkap / bermasalah

2. Melakukan penertiban administratif melalui pelengkapan 

BAST, SK Penetapan Status Penggunaan (PSP), sertifikat 

atau BPKB, serta pembaruan dan digitalisasi data pada 

aplikasi SIMDA/SIPD BMD

3. Monitoring dan evaluasi berkala melalui rekonsiliasi 

triwulanan SKPD–BPKAD

3.
Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD
 Rp              19,405,100 

Jumlah Laporan 

Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD

Laporan 1 1 1 1 4 1 1 2 50                   -   0             2,860,000 0.37 0 0           2,860,000 14.738 Kasubbag Umum
Adanya sumber data yang lengkap, seperti data KIB dan 

Dokumen Persediaan   
Kurangnya sinkronisasi data antara Dishub dan BPKAD

1. Mulai melakukan inventarisasi & verifikasi (mencocokan data 

BMD dengan dokumen pendukung untuk memastikan 

kelengkapan dan keakuratan)

2. Mekap data menjadi laporan penatausahaan BMD per jenis 

aset, kemudian dibuat laporan untuk dilaporkan kepada 

pimpinan

3. Melakukan monitoring secara berkala   

1.

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah - Dishub

 Rp      5,188,286,411 % 25 25 25 25 100 25 25 50 1.
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
 Rp              24,994,000 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat
Laporan 3 3 3 3 12 3 3 6 50           6,000,000 24.01             6,000,000 24.01 0 0          12,000,000 48.012 Kasubbag Umum

Adanya staf paham prosedur pencatatan surat masuk dan 

keluar serta sudah adanya aplikasi yang menunjang kegiatan 

surat menyurat

Proses disposisi yang terlambat serta belum semua staf 

memahami kode klasifikasi surat sehingga proses surat 

menyurat sediktit terlambat

1. Melakukan proses catat/input pada aplikasi surat masuk dan 

surat keluar

2. Membagikan surat masuk ke masing-masing bidang setelah 

menerima disposisi pimpinan (jika manual), apabila melalui 

aplikasi srikandi disposisi akan langsung masuk ke akun 

masing-masing penanggung jawab/kepala bidang

3. Merekap surat masuk dan surat keluar setiap bulan

1. Membeli materai sebagai penunjang kegiatan surat 

menyurat (menyesuaikan kebutuhan)

1. Menyiapkan Rencana Kerja dan 

Menyusun Dokumen Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD

2. Mengumpulkan dan menyusun 

dokumen seperti SOP, panduan, 

dan laporan penggunaan sistem

3. Menyimpan dokumen di server 

atau arsip digital dengan 

pencatatan metadata

4. Memeriksa serta 

mengevaluasi kelengkapan, 

kesesuaian, dan kualitas 

dokumen secara rutin

Persentase Sarana 

Prasarana Kantor 

Yang Berfungsi 

Dengan Baik

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan dan pekerjaan melalui 

e-purchasing

4. Melakukan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor yang 

disediakan

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan melalui e-purchasing

4. Melengkapi Persyaratan Proses 

Pekerjaan dan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Paket 

Barang Cetakan dan Penggandan 

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan dan Melaksanakan 

pekerjaan setelah Pejabat 

Pengadaan mengumumkan 

Pengadaan Langsungnya

4. Melakukan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan pemeliharaan ac, 

printer, pc/laptop dan 

pemeliharaan rutin gedung kantor

3. Melaksanakan pekerjaan 

pemeliharaan ac, printer, dan 

pemeliharaan rutin gedung kantor

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

Persentase SDM 

Aparatur yang 

Mengikuti Pendidikan 

dan Pelatihan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Pakaian 

Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan 

4. Melaksanakan pekerjaan 

setelah Pejabat Pengadaan 

mengumumkan Pengadaan e-

purchasing

5. Melakukan Pembayaran 

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Membuat Telahaan 

Staf/Mengusulkan Nama yang 

akan Melakukan Perjalanan Dinas 

(sesuai dengan jadwal undangan 

yang harus dihadiri), untuk 

kegiatan Rutin

1. Menyesuaikan rencana akibat 

efisiensi anggaran dengan 

mengoptimalkan kendaraan yang 

ada

2. Pengendalian penggunaan 

kendaraan sesuai prioritas

Persentase BMD 

yang digunakan dan 

berfungsi baik

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2.Menyiapkan/Menyesuaikan  

Jadwal Kegiatan Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas

3. Melaksanakan pekerjaan 

setelah Pejabat Pengadaan 

mengumumkan  pengadaan 

langsungnya 

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

Persentase 

Pelayanan Jasa 

Penunjang Tepat 

Waktu

1. Menyiapkan kertas kerja 

sesuai format laporan standar 

(tanggal, nomor surat, jenis, 

pengirim/penerima, disposisi)

2. Melakukan proses catat/input 

pada aplikasi surat masuk dan 

surat keluar

3. Membagikan surat masuk ke 

masing-masing bidang setelah 

menerima disposisi pimpinan 

(jika manual), apabila melalui 

aplikasi srikandi disposisi akan 

langsung masuk ke akun masing-

masing penanggung jawab/kepala 

bidang

4. Merekap surat masuk dan 

surat keluar setiap bulan

1. Membeli materai sebagai 

1. Mengumpulkan data 

kepegawaian dari seluruh bidang

2. Memverifikasi dan 

memvalidasi dokumen 

administrasi pegawai

3. Menginput data ke sistem 

administrasi kepegawaian

4. Menyusun laporan atau 

rekapitulasi dokumen 

kepegawaian. Kemudian, 

melakukan review dan koreksi 

internal

5. Menyampaikan dokumen dan 

1. Mengumpulkan data, 

memverifikasi serta 

memvalidasi dokumen pendukung 

kinerja pegawai

2. Melakukan monitoring dan 

evaluasi capaian kinerja

3. Menyusun, review dan 

finalisasi dokumen penilaian 

4. Menyampaikan laporan hasil 

monitoring dan penilaian ke 

pimpinan

1. Menyiapkan Rencana Kerja, 

Menyusun serta Menyesuaikan 

Jadwal dan Jenis Bimtek Pegawai

2. Berkoordinasi dengan Pihak 

Penyelenggara Bimtek dan 

Pegawai yang akan Mengikuti 

Bimtek

3.  Menyusun Laporan dan  

Evaluasi Hasil Pekerjaan

Persentase BMD 

Yang Berfungsi 

Dengan Baik

1. Menyiapkan usulan kebutuhan 

BMD sesuai kondisi inventaris 

dan rencana kegiatan

2. Memeriksa kelengkapan, 

kesesuaian spesifikasi, jumlah, 

dan prioritas kebutuhan

3. Menyusun dokumen resmi 

rencana kebutuhan BMD 

berdasarkan usulan yang telah 

diverifikasi

4. Memeriksa kesesuaian jumlah 

usulan RKBMD dengan rencana 

kebutuhan, dan menindaklanjuti 

jika ada kekurangan atau revisi

1. Mengidentifikasi/Menentukan 

jenis BMD yang memerlukan 

pengamanan, baik fisik maupun 

administrasi BMD berdasarkan 

KIB

2. Membuat kertas kerja yang 

berisi  (daftar pengamanan, 

tanda bukti, catatan 

pengawasan) berdasarkan data 

KIB yang kemudian akan dibuat 

menjadi dokumen pengamanan

3. Mengarsipkan dokumen 

pengamanan secara fisik atau 

digital, rapi sesuai kategori BMD

4. Melakukan pemeriksaan rutin 

1. Menyiapkan Rencana 

Kerja/Persiapan Data 

(mengumpulkan seluruh dokumen 

pendukung, seperti BA 

Rekonsiliasi BMD, KIB, SK PSP 

serta Dokumen Persediaan)

2. Melakukan inventarisasi & 

verifikasi (mencocokan data 

BMD dengan dokumen pendukung 

untuk memastikan kelengkapan 

dan keakuratan)

3. Mekap data menjadi laporan 

penatausahaan BMD per jenis 

aset, kemudian dibuat laporan 

untuk dilaporkan kepada 

pimpinan

4. Melakukan monitoring secara 

berkala   



Jml % I % II % III % IV % Jml %

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)
Ket 

(Evaluasi Per Triwulan II)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW II

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

2025

Realisasi 

s/d TW II

Penanggung 

Jawab
NoSatuan Target 2025

Realisasi s/d 

TW II 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat Rencana A ksi

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan Juni

Triwulan

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW II
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

Indikator Kinerja Satuan

2.

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

 Rp            991,999,500 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 6 50          96,518,192 9.73            87,652,856 8.84 0 0         184,171,048 18.566 Kasubbag Umum Sesuai jumlah tagihan setiap bulannya Belum ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin
Menyiapkan berkas tagihan yang akan diproses sesuai dengan 

jumlah tagihan bulanan 

3.

Penyedia Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

 Rp        4,171,292,911 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 6 50         911,026,446 21.84        1,449,072,542 34.739 0 0       2,360,098,988 56.58 Kasubbag Umum

Adanya kewajiban dinas membayar gaji non pns, tenaga 

kebersihan dan keamanan karena anggaran telah tersedia 

dalam DPA

Belum ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin
Melengkapi berkas pembayaran kemudian akan diproses 

pencairan anggaran sesuai dengan tagihan

7.

Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah - Dishub

 Rp      1,898,594,000 % 92 92 0 0 0.00 1.

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan

 Rp              84,720,000 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajaknya

Unit 0 1 0 1 2 0 1 1 50                   -   0            25,546,000 30.15 0 0          25,546,000 30.153 Kasubbag Umum
Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal/ permintaan 

akan kebutuhan 
Belum ada hambatan karena berjalan sesuai dengan jadwal

Menyiapkan kelengkapan berkas kemudian akan diproses 

sesuai dengan  kebutuhan 

2.

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan

 Rp            111,843,000 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Unit 3 2 2 2 9 3 2 5 55.556          10,000,000 8.94            35,980,000 32.17 0 0          45,980,000 41.11 Kasubbag Umum
Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal/ permintaan 

akan kebutuhan 
Belum ada hambatan karena berjalan sesuai dengan jadwal

Menyiapkan kelengkapan berkas kemudian akan diproses 

sesuai dengan  kebutuhan 

3.
Pemeliharaan Aset Tak 

Berwujud
 Rp                 2,600,000 

Jumlah Aset Tak Berwujud 

yang Dipelihara
Unit 1 1 0 1 1 100                   -   0             1,200,000 46.15 0 0           1,200,000 46.154 Kasubbag Umum Adanya anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan Belum ada hambatan Dilakukan monitoring secara berkala

4.

Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya

 Rp        1,699,431,000 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

Unit 10 60 82 62 214 11 59 70 32.71           5,700,000 0.34            27,258,500 1.60 0 0          32,958,500 1.94 Kasubbag Umum Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang baik 
Belum ada hambatan karena berjalan rutin dan menyesuaikan 

permintaan

Koordinasi dengan pihak ketiga untuk mempercepat pekerjaan 

sesuai dengan jadwal

Meningkatnya Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Persentase Keluhan 

Pengguna Layanan 

yang Ditindaklanjuti

% 100 0.00
Kepala UPTD 

Terminal
3.

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah - UPTD

 Rp      2,750,538,437 % 25 25 25 25 100 25 25 50 1.
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
 Rp                 8,999,999 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat
Laporan 3 3 3 3 12 3 3 6 50           3,710,000 41.22                     -   0 0 0           3,710,000 41.222

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Adanya staf paham prosedur pencatatan surat masuk dan 

keluar serta sudah adanya aplikasi yang menunjang kegiatan 

surat menyurat

Proses disposisi yang terlambat serta belum semua staf 

memahami kode klasifikassi surat sehingga proses surat 

menyurat sediktit terlambat

1. Melakukan proses catat/input pada aplikasi surat masuk dan 

surat keluar

2. Membagikan surat masuk ke masing-masing bidang setelah 

menerima disposisi pimpinan (jika manual), apabila melalui 

aplikasi srikandi disposisi akan langsung masuk ke akun 

masing-masing penanggung jawab/kepala bidang

3. Merekap surat masuk dan surat keluar setiap bulan

1. Membeli materai sebagai penunjang kegiatan surat 

menyurat (menyesuaikan kebutuhan)

2.

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

 Rp            233,991,850 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 6 50          29,427,956 12.58            33,119,428 14.15 0 0          62,547,384 26.731

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Sesuai jumlah tagihan setiap bulannya Belum ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin
Menyiapkan berkas tagihan yang akan diproses sesuai dengan 

jumlah tagihan bulanan 

3.

Penyedia Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

 Rp        2,507,546,588 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 6 50         411,690,000 16.42          631,584,600 25.19 0 0       1,043,274,600 41.605

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Adanya kewajiban dinas membayar gaji non pns, tenaga 

kebersihan dan keamanan karena anggaran telah tersedia 

dalam DPA

Belum ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin
Melengkapi berkas pembayaran kemudian akan diproses 

pencairan anggaran sesuai dengan tagihan

197,920,159,664Rp                    26,423,016,358Rp         

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi197,920,159,664Rp            197,920,159,664Rp              4,859,449,711Rp     

47,626,204,336Rp      47,626,204,336.00              -Rp                         

150,880,892,003-Rp            

150,293,955,328-Rp            KEPALA DINAS

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2.Menyiapkan/Menyesuaikan  

Jadwal Kegiatan Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas

3. Melaksanakan pekerjaan 

setelah Pejabat Pengadaan 

mengumumkan  pengadaan 

langsungnya 

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Berkas 

Pembayaran Rekening Listrik, 

Air, Internet dan Lisensi Zoom

3. Melaksanakan Proses 

Pembayaran 

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Peralatan 

Kantor

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan 

4. Melengkapi Persyaratan Proses 

Pekerjaan dan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

5. Menyiapkan dan Menginput 

Kelengkapan Berkas Tenaga 

Kebersihan dan Tenaga 

Keamanan yang akan dibayarkan 

Gajinya 

6. Menyiapkan dan Menginput 

Kelengkapan Berkas Non PNS 

yang akan dibayar gajinya

7. Mengantar Dokumen LS Gaji 

Non PNS ke BPKAD beserta 

kelengkapan berkasnya sebelum 

di email ke Kasda 

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Berkas 

Pembayaran Rekening Listrik, 

Air, Internet 

3. Melaksanakan Proses 

Pembayaran 

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Peralatan 

Kantor

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan 

4. Melengkapi Persyaratan Proses 

Pekerjaan dan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

5. Menyiapkan dan Menginput 

Kelengkapan Berkas Tenaga 

Kebersihan dan Tenaga 

Keamanan yang akan dibayarkan 

Gajinya 

6. Mengantar Dokumen LS Gaji 

Tenaga Kebersihan dan 

Kemananan ke BPKAD beserta 

kelengkapan berkasnya sebelum 

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Menentukan scope (domain, 

hosting, aplikasi, DB, SSL)

3. Membackup data-data yang 

penting, perbaikan korektif 

(perbaikan bug, restore backup, 

pembersihan malware)

4. Mengecek secara berkala 

5. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan pemeliharaan ac, 

printer, dan pemeliharaan rutin 

gedung kantor

3. Melaksanakan pekerjaan 

pemeliharaan ac, printer, dan 

pemeliharaan rutin gedung kantor

4. Melakukan evaluasi hasil 

Persentase 

Pelayanan Jasa 

Penunjang Tepat 

Waktu

1. Menyiapkan kertas kerja 

sesuai format laporan standar 

(tanggal, nomor surat, jenis, 

pengirim/penerima, disposisi)

2. Melakukan proses catat/input 

pada aplikasi surat masuk dan 

surat keluar

3. Membagikan surat masuk ke 

masing-masing bidang setelah 

menerima disposisi pimpinan 

(jika manual), apabila melalui 

aplikasi srikandi disposisi akan 

langsung masuk ke akun masing-

masing penanggung jawab/kepala 

bidang

4. Merekap surat masuk dan 

surat keluar setiap bulan

1. Membeli materai sebagai 

Persentase BMD 

yang digunakan dan 

berfungsi baik

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2.Menyiapkan/Menyesuaikan  

Jadwal Kegiatan Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas

3. Melakukan Proses Pekerjaan 

beserta Berkas Kelengkapan 

Pelaksanaan Pekerjaan dan 

Pembayaran 

4. Melakukan Evaluasi Hasil 

Pekerjaan

Samarinda,     Juli 2025 
 

Plt. Kepala Dinas 
 
 
 
 
 
 
 

Ir. Irhamsyah, S.T., M.T. 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 19690116 199903 1 003 



149.1175573 206,755,000                 

Jml % I % II % III % IV % Jml %

 Rp 197,920,159,664 

2.

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin Usaha 

Angkutan Sungai dan 

Danau untuk Kapal 

yang Melayani Trayek 

Kewenangan Provinsi

 Rp            109,700,708 

Jumlah Laporan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Usaha Angkutan 

Sungai dan Danau untuk 

Kapal yang Melayani 

Trayek Kewenangan 

Provinsi

Laporan 0 0 1 0 1 0 √ 0 √ 1 1 100 12,463,013         11.36 22,633,820           20.63 17,291,792             15.76 0 52,388,625         47.76 Kepala Bidang 

Pelayaran

Merupakan Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya 

dalam rangka sosialisasi pengawasan dan aksi pengingkatan 

keselamatan pelayaran

Belum ada hambatan karena kegiatan telah dilaksanakan (Bulan 

Agustus)

Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bersama-sama 

melaksanakan hasil kesepakatan dari Forum Keselamatan 

Pelayaran yang telah dilaksanakan dalam rangka menjalankan 

keselamatan berlayar

2

Penetapan Lintas 

Penyeberangan dan 

Persetujuan 

Pengoperasian 

Kapal antar Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam Daerah 

Provinsi yang 

Terletak pada 

Jaringan Jalan 

Provinsi dan/atau 

Jaringan Jalur 

Kereta Api Provinsi

 Rp             66,321,887 

Jumlah Data dan 

Informasi Jaringan 

Lintas 

Penyeberangan dan 

Sungai Danau yang 

Tersedia

Dokumen 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1

Penyediaan Data dan 

Informasi Jaringan 

Lintas Penyeberangan 

dan Persetujuan 

Pengoperasian 

Angkutan Sungai, 

Danau dan 

Penyeberangan antar 

Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 

Daerah Provinsi pada 

Jaringan Jalan Provinsi 

dan/atau Jaringan Jalur 

Kereta Api Provinsi

 Rp              66,321,887 

Jumlah Data dan Informasi 

Jaringan Lintas 

Penyeberangan dan 

Disetujuinya Pengoperasian 

Angkutan Sungai, Danau 

dan Penyeberangan antar 

Daerah Kabupaten/Kota 

dalam Daerah Provinsi 

pada Jaringan Jalan 

Provinsi dan/atau Jaringan 

Jalur Kereta Api Provinsi

Dokumen 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9,515,300          14.35 930,000              1.40 2,590,000              3.91 -                     0 13,035,300         19.65
Kepala Bidang 

Pelayaran

 

Mengingat pekerjaan/kegiatan utama terdampak oleh kebijakan 

efisiensi anggaran dan target harus tetap ada. Maka setelah 

berkoordinasi dengan Bidang Perencana Bappeda, 

diperkenankan untuk merealisasikan target kegiatan/sub 

kegiatan dengan laporan yang menunjang kegiatan/pekerjaan 

utama terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran tersebut

Adanya efisiensi anggaran sehingga paket study Kebutuhan 

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Antar 

Kab/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 

Dihapuskan

Melaksanakan kegiatan menyesuaikan jadwal dan anggaran 

kas 

3

Penerbitan Izin 

Usaha Jasa Terkait 

Berupa Bongkar 

Muat Barang, Jasa 

Pengurusan 

Transportasi, 

Angkutan Perairan 

Pelabuhan, 

Penyewaan 

Peralatan Angkutan 

Laut atau Peralatan 

Jasa Terkait Dengan 

Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan 

Depo Peti Kemas

 Rp          173,306,738 
Badan 

Usaha
15 20 15 15 65 42 25 29 0 96 1.

Fasilitasi Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan 

Izin Usaha Jasa Terkait 

Berupa Bongkar Muat 

Barang, Jasa 

Pengurusan 

Transportasi, Angkutan 

Perairan Pelabuhan, 

Penyewaan Peralatan 

Angkutan Laut atau 

Peralatan Jasa Terkait 

dengan Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan Depo 

Peti Kemas dalam 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik

 Rp              61,800,000 

Jumlah Dokumen terkait 

Pemenuhan Persyaratan 

Perolehan Izin Usaha Jasa 

Berupa Bongkar Muat 

Barang, Jasa Pengurusan 

Transportasi, Angkutan 

Perairan Pelabuhan, 

Penyewaan Peralatan 

Angkutan Laut atau 

Peralatan Jasa Terkait 

dengan Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan Depo 

Peti Kemas dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

Dokumen 15 20 15 15 65 √ 42 √ 25 √ 29 √ 96 147.69 -                 0 5,840,000            9.45 17,667,682             28.59 0 23,507,682         38.038 Kepala Bidang 

Pelayaran

Semua proses dilaksanakan secara online baik surat menyurat 

maupun perizinan melalui OSS, sehingga mempercepat 

proses penerbitan perizinan berusaha

Masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui cara 

mengakses sistem OSS untuk dapat memproses perizinan 

berusahanya dan atau melakukan migrasi perizinannya dari 

perizinan manual sebelum adanya OSS menjadi Sertifikat 

Standar yang terverifikasi

Melakukan Koordinasi/Membuat surat ditujukan ke DPC 

maupun DPW assosiasi jasa terkait angkutan di perairan agar 

menyampaikan kepada para anggotanya untuk melakukan 

update/mendaftarkan izin usahanya menjadi sertifikat standar 

2.

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin Usaha 

Jasa Terkait Berupa 

Bongkar Muat Barang, 

Jasa Pengurusan 

Transportasi, Angkutan 

Perairan Pelabuhan, 

Penyewaan Peralatan 

Angkutan Laut atau 

Peralatan Jasa Terkait 

dengan Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan Depo 

Peti Kemas

 Rp            111,506,738 

Jumlah Laporan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Usaha Jasa Terkait 

Berupa Bongkar Muat 

Barang, Jasa Pengurusan 

Transportasi, Angkutan 

Perairan Pelabuhan, 

Penyewaan Peralatan 

Angkutan Laut atau 

Peralatan Jasa Terkait 

dengan Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan Depo 

Peti Kemas

Laporan 0 1 0 1 2 0 1 0 1 50 -                 0 12,748,500           11.43 26,913,660             24.14 0 39,662,160         35.569
Kepala Bidang 

Pelayaran

Antusiasme para pelaku usaha untuk mengikuti koordinasi 

penyelenggaraan jasa terkait angkutan di perairan khususnya 

bongkar muat dan jasa pengurusan transportasi dalam rangka 

evaluasi untuk menjalankan usaha yang lebih baik kedepannya

Belum ada hambatan, kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal

1. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bersama-sama 

melaksanakan hasil kesepakatan dari  Kegiatan Rapat 

Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait 

Angkutan di Perairan yang telah dilaksanakan

2. Memberi informasi yang tepat dan akurat kepada  para 

pelaku usaha  penyelenggaraan jasa terkait angkutan di 

perairan khususnya bongkar muat dan jasa pengurusan 

transportasi

4

Pembangunan, 

Penerbitan Izin 

Pembangunan dan 

Pengoperasian 

Pelabuhan 

Pengumpan 

Regional

 Rp      3,248,295,861 Unit 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.

Pembangunan 

Pelabuhan 

Pengumpan 

Regional

 Rp        3,248,295,861 

Jumlah Pelabuhan 

Pengumpan Regional yang 

Terbangun

Unit 0 0 1 0 1 0 √ 0 √ 0 √ 0 0 43,018,046         1.32 22,975,765           0.71 34,918,730             1.07 0 100,912,541        3.11 Kepala Bidang 

Pelayaran

Sudah dalam Tahap pelaksanaan, Kontrak pada bulan 

September, Readiness Criteria Sudah tercapai, yakni SK 

Hibah Asset dari Kab. Kutai Barat ke Prov. Kaltim)

Terjadi keterlambatan proses lelang sehingga realisasi 

mundur pada triwulan IV

Berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk mempercepat proses 

pekerjaan agar berjalan dan selesai sesuai dengan 

rencana/jadwal

2

Tersedianya Penetapan 

Kebijakan Jaringan 

Perkeretaapian

Persentase kebijakan 

Penetapan Jaringan 

Perkeretaapian 

% 45 0

Kepala Bidang 

Pengembangan 

dan 

Perkeretaapian

1

Penetapan Rencana 

Induk 

Perkeretaapian

 Rp          119,890,787 

Persentase 

Ketersediaan 

Rencana 

Perkeretaapian

% 0 0 0 45 45 0 0 0 0 0 1

Pelaksanaan 

Penyusunan 

Rencana Induk 

Perkeretaapian

 Rp            119,890,787 
Jumlah Dokumen Rencana 

Induk Perkeretaapian
Dokumen 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8,327,800          6.95 15,838,300           13.21 36,177,007             30.17 0 60,343,107         50.33

Kepala Bidang 

Pengembangan 

dan 

Perkeretaapian

 

Mengingat pekerjaan/kegiatan utama terdampak oleh kebijakan 

efisiensi anggaran dan target harus tetap ada. Maka setelah 

berkoordinasi dengan Bidang Perencana Bappeda, 

diperkenankan untuk merealisasikan target kegiatan/sub 

kegiatan dengan laporan yang menunjang kegiatan/pekerjaan 

utama terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran tersebut

Adanya efisiensi anggaran sehingga paket Kajian Studi 

Kelayakan Jalur Kereta api Lintas Layanan Tenggarong 

Bandara APT. Pranoto Samarinda Dihapuskan

Melaksanakan kegiatan menyesuaikan jadwal dan anggaran 

kas 

3

Menurunnya 

Kecelakaan di 

Ruas Jalan Provinsi

Jumlah Kecelakaan di 

Ruas Jalan Provinsi
Kejadian 165 95

Kepala Bidang 

LLAJ
1.

Penyediaan 

Perlengkapan Jalan 

di Jalan Provinsi

 Rp 150,606,899,335 % 0 0 0 85 85 0.00 0.96 74.12 0.00 75.08 1.

Penyediaan 

Perlengkapan 

Jalan di Jalan 

Provinsi

 Rp   150,606,899,335 

Jumlah Perlengkapan Jalan 

di Jalan Provinsi yang 

Tersedia

Unit 0 200 19000 2860 22060 0 √ 250 √ 19236 √ 19486 88.33          62,197,567 0.04       10,525,894,130 6.99         30,495,095,369 20.248 0     41,083,187,066 27.28
Kepala Bidang 

LLAJ

1. Membuat rencana kerja dan mempersiapkan data dukung 

kelengkapan pemilihan penyedia pengadaan berikutnya melalui 

e-purchasing agar  kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal

2. Kondisi jalan mantap yang bisa dipasangi fasilitas 

keselamatan jalan

3. Sebanyak 16 dari 26 paket pekerjaan sudah selesai 100 %

1.sebanyak 16 dari 26 paket pekerjaan sudah selesai 100 %

2.untuk paket pekerjaan LPJU sebagian sudah ada yang slesai, 

ada yang masih berproses pendirian tiang, ada yang belum 

sama sekali mendirikan tiang LPJU

3. Masih menunggu meterial LPJU yang belum datang menuju 

lokasi kegiatan

4. jumlah yang banyak sehingga pengiriman dilakukan secara 

berangsur-angsur

1. Melakukan Koordinasi dengan PUPR & PERA terkait 

informasi pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. 

guna memastikan tidak adanya pekerjaan yang overlaping 

diruas jalan yang akan dikerjakan

2. Melakukan Survey Kebutuhan serta Penandaan titik MC 0 

pada Awal Pekerjaan

3. Membuat rencana penyelesaian pekerjaan dan memonitoring 

Kegiatan dilapangan setiap hari

2.

Pelaksanaan 

Manajemen dan 

Rekayasa Lalu 

Lintas untuk 

Jaringan Jalan 

Provinsi

 Rp          236,667,080 Dokumen 1 1 1 1 4 0 1 1 0 2 1.

Penataan Manajemen 

dan Rekayasa Lalu 

Lintas Untuk Jaringan 

Jalan Provinsi

 Rp            178,399,580 

Jumlah Laporan Penataan 

Manajemen dan Rekayasa 

Lalu Lintas Untuk Jaringan 

Jalan Provinsi

Laporan 1 3 3 3 10 1 3 2 6 60 12,580,000         7.05 6,937,523            3.89 41,543,526             23.29 0          61,061,049 34.23
Kepala Bidang 

LLAJ

Adanya kemauan pengusaha untuk mengurus  dokumen 

andalalin dalam proses pembangunan atau pengembangan 

wilayah

1. Kurangnya Kesadaran pengusaha  terkait pentingnya 

manajemen rekayasa lalu lintas

2. Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan yang awalnya di 

laksanakan di TW III mundur diawal TW IV karena 

menyesuaikan kegiatan bidang

1. Memperbanyak SDM yang memiliki sertikasi Penilai 

Andalalin 

2. Melakukan sosialisasi kepada pengusaha agar dapat 

mengurus ijin andalalin

2

Pengawasan dan 

Pengendalian 

Efektivitas Pelaksanaan 

Kebijakan untuk Jalan 

Provinsi

 Rp              58,267,500 

Jumlah Laporan 

Pengawasan dan 

Pengendalian Efektivitas 

Pelaksanaan Kebijakan 

untuk Jalan Provinsi

Laporan 1 1 1 1 4 0 1 1 2 50 -                 0 8,294,000            14.23 -                     0 0           8,294,000 14.234
Kepala Bidang 

LLAJ

Banyaknya ruas jalan provinsi yang rusak akibat dari kendaraan 

ODOL, sehingga menjadi dasar pelaksanaan penegakkan 

hukum 

1. Proses pelaksanaan kegiatan penegakkan hukum di jalan 

provinsi belum terjadwal pasti dikarenakan menyesuaikan 

kegiatan rutin dari bidang llaj serta instansi terkait

2. Tidak ada Pelaksanaan Penegakkan Hukum ODOL di TW III, 

mengingat keterbatasan anggaran sehingga Penegakkan 

Hukum  ODOL "Gakkum ODOL" tidak  dapat dilaksanakan  

(hanya dapat dilaksanakan sebanyak 2 Kali)

Koordinasi yang intensif akan terus dilakukan guna mencapai 

target pelaksanaan Kegiatan Penegakkan Hukum (ODOL) atau 

mengurangi pelanggaran kendaraan ODOL

3

Audit dan Inspeksi 

Keselamatan LLAJ 

di Jalan

 Rp          528,552,155 

Persentase 

Prasarana yang Laik 

Fungsi dan Sarana 

yang Laik Uji

% 7.5 18.5 18.5 29.5 74 0 31.60 9.90 41.50 1

Pelaksanaan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 

Pemenuhan 

Persyaratan 

Penyelenggaraan 

Kompetensi Pengemudi 

Kendaraan Bermotor 

Provinsi

 Rp            283,807,275 

Jumlah Laporan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 

Pemenuhan Persyaratan 

Penyelenggaraan 

Kompetensi Pengemudi 

Kendaraan Bermotor 

Provins

Laporan 0 0 1 2 3 0 0 2 2 66.667 -                 0 -                   0 66,107,873             23.293 0          66,107,873 23.293
Kepala Bidang 

LLAJ

1. Adanya keinginan untuk membangun sikap / perilaku dan 

budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dari segi sarana 

dan prasarana untuk mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan 

2. Mendukung kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Perhubungan

Belum ada hambatan, kegiatan berjalan sesuai dengan 

rencana (Untuk kegiatan pelajar pelopor harus menyesuaikan 

jadwal pusat/kemenhub)

Menyusun jadwal dan SDM serta mempersiapkan 

perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan

2

Pelaksanaan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 

Sistem Manajemen 

Keselamatan 

Perusahaan Angkutan 

Umum

 Rp            173,745,440 

Jumlah Laporan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 

Sistem Manajemen 

Keselamatan Perusahaan 

Angkutan Umum

Laporan 2 3 3 2 10 1 2 3 6 60 20,959,239         12.06 18,660,000           10.74 26,033,207             14.984 0          65,652,446 37.79
Kepala Bidang 

LLAJ

1. Adanya keinginan untuk membangun sikap / perilaku dan 

budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dari segi sarana 

dan prasarana untuk mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan

2. Pemenuhan tentang Sistem Manajemen Keselamatan 

Perusahaan Angkutan Umum

Belum ada hambatan, kegiatan berjalan sesuai dengan 

rencana (Kegiatan RAK LLAJ akan dilaksanakan setelah 

Pergub RAK LLAJ telah  di terbitkan)

Menyusun jadwal dan SDM serta mempersiapkan 

perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan dan Pelaksanaan 

Rencana Aksi Keselamatan (RAK LLAJ) dilaksanakan pada 

Bulan Oktober

3

Pelaksanaan 

Pengawasan Melalui Uji 

Petik terhadap Unit 

Pelaksana Uji Berkala 

Kendaraan Bermotor 

Inspeksi, Audit dan 

Pemantauan Unit 

Pelaksana Uji Berkala 

Kendaraan Bermotor

 Rp              70,999,440 

Jumlah laporan Uji Petik 

terhadap Unit Pelaksana Uji 

Berkala Kendaraan 

Bermotor

Laporan 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 19,835,851         27.94 23,022,836           32.43 -                     0 0          42,858,687 60.36
Kepala Bidang 

LLAJ
-

Laporan pengawasan dalam 1 tahun dilaksanakan pada Bulan 

Desember 2025

Melaksanakan koordinasi dengan Kab/Kota dan melakukan 

laporan pada bulan Desember 2025

4.

Meningkatnya Layanan 

Lalu 

Lintas Jalan Provinsi 

dan 

AKDP

Persentase Layanan 

Lalu Lintas Jalan 

Provinsi dan AKDP 

% 86 64.85

Kepala UPTD 

Terminal & 

Kepala Bidang 

LLAJ

2

Pengelolaan 

Terminal 

Penumpang Tipe B - 

UPTD

 Rp      3,258,877,420 

Persentase 

Ketersediaan 

Perencanaan dan 

Fasilitas Terminal 

Tipe B yang 

Terbangun (UPTD 

Terminal)

% 0 0 0 58 58 0 0 0 0 1

Revitalisasi 

Terminal Tipe B 

(Fasilitas Utama 

dan Penunjang)

 Rp            475,666,000 

Jumlah Terminal yang 

direvitalisasi (Fasilitas 

Utama dan Penunjang)

Unit 0 0 1 0 1 0 √ 0 √ 0 0 0 -                 0 4,320,000            0.91 12,607,320             2.6505 0 16,927,320         3.56
Kepala UPTD 

Terminal

1. Kondisi Eksisting Terminal yang tidak memenuhi Standar 

Pelayanan Minimum Terminal.

2. Sudah adanya DED Terminal.

Pembangunan dan Pengawasan Gedung Terminal Sungai 

Kunjang ditunda karena adanya efisiensi anggaran

Mempersiapkan data dukung kelengkapan untuk kegiatan 

penunjang lainnya dengan menyesuaikan jadwal dan anggaran 

kas 

EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALTIM

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)
Ket 

(Evaluasi Per Triwulan III)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW III 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

2025

Realisasi 

s/d TW III

Penanggung 

Jawab
NoSatuan

Target 

2025

Realisasi s/d 

TW III 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat Rencana A ksi

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

1.

Meningkatnya 

konektivitas 

dan aksesibilitas 

perhubungan yang 

berkualitas dan 

berkeselamatan ke 

pusat - pusat 

perekonomian di 

Wilayah Kalimantan 

Timur

1

.

Rasio Konektivitas 

Provinsi (Angka) 
% 0.864

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan September

Triwulan

0.000 0.00 1.

Meningkatnya 

Konektivitas 

Angkutan Laut 

dan SDP

Rasio Konektivitas 

Angkutan Laut dan 

SDP

Angka

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW III
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

Indikator Kinerja Satuan

Jumlah Angkutan 

Sungai Danau yang 

Patuh Perizinan

Unit 40 22 22 210.98 0
Kepala Bidang 

Pelayaran
1.

Penerbitan Izin 

Trayek 

Penyelenggaraan 

Angkutan Sungai 

dan Danau untuk 

Kapal yang 

Melayani Trayek 

antar Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam Daerah 

Provinsi yang 

Bersangkutan

 Rp          262,899,252 1.

Fasilitasi Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan 

Izinangkutan Sungai 

dan Danau untuk Kapal 

yang Melayani Trayek 

Kewenangan Provinsi 

dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

 Rp            153,198,544 

Jumlah Angkutan Sungai 

dan Danau untuk Kapal 

yang Melayani Trayek 

Kewenangan Provinsi 

dalam Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik yang Semenuhi 

Syarat Perizinan

Unit 0105 30 11 30 0 71 30 √ 11 √ 30 √0 300 0 105

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Melakukan Pengumpulan dan 

evaluasi data pemohon izin

3. Memproses kelengkapan 

berkas pengajuan dan 

mengeluarkan rekom izin

√ 0 116,556,600        71 67.619 5,180,000          3.38 5,500,000            

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Pembentukan Panitia  Kegiatan 

Rapat Koordinasi dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Usaha Jasa 

Terkait Angkutan di Perairan

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Melaksanakan Kegiatan Rapat 

Koordinasi dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Usaha Jasa 

Terkait Angkutan di Perairan

Jumlah 

Pelabuhan/Dermaga 

Pengumpan Regional 

Kewenangan Provinsi

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pekerjaan untuk 

mengikuti Proses Tender dan 

Seleksi di Biro UKPBJ

3. Melaksanakan pekerjaan dan 

pengawasan Rehabilitasi 

Dermaga Sungai Tering setelah 

pokja pemilihan di Biro UKPBJ 

mengumumkan Tender dan 

Seleksi

4. Melakukan evaluasi hasil 

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Pembentukan Panitia Forum 

Keselamatan Pelayaran

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Melaksanakan Forum 

Keselamatan Pelayaran dan 

Menyusun Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan Forum

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

ulang akibat adanya efisiensi 

anggaran

2. Melakukan pekerjaan pra studi, 

pengumpulan data dan kajian 

awal yang hasilnya akan sebagai 

bahan pendukung, penguatan 

substansi studi utama, dasar 

pelaksanaan studi secara 

menyeluruh setelah dukungan 

anggaran tersedia

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

Jumlah Badan Usaha 

Pelayaran yang 

Patuh Perzinan

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Melakukan Pengumpulan dan 

evaluasi data pemohon izin 

usaha

3. Memproses kelengkapan 

berkas pengajuan dan 

mengeluarkan rekom izin

76.08 Kepala Bidang 

Pelayaran

Dengan terbitnya PP No 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berbasis resiko setiap usaha 

usaha/ pemilik kapal  angkutan di perairan wajib memiliki 

sertifikasi standar

1. Dalam proses perizinan masih banyak pelaku usaha yang 

belum paham dalam mengenai tata cara pendaftaran 

permohonan izin baru ataupun perpanjangan izin secara online 

pada aplikasi e-ptsp dan website www.oss.go.id

2. Sebagian besar pemilik kapal belum memenuhi persyaratan 

administrasi karena terkendala dalam proses pengurusan 

dokumen dimana yang menjadi persyaratan  yaitu surat ukur, 

pas kapal sungai danau dan sertifikat keselamatan, sertifikat 

kelaiakan menjadi dasar dalam penerbitan sertifikat kartu 

pengawasan izin trayek dan seritifkat standar (pengoperasian 

kapal)

3. Adanya peralihan kewenangan pengalihan tugas dan fungsi 

di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan 

penyeberangan dari BPTD kelas II kalimantan timur kepada 

KSOP kelas I samarinda, sehingga proses penerbitan sertifikat 

kapal sedikit memakan waktu

1. Melakukan koordinasi kepada setiap instansi terkait untuk 

memberikan pembinaan kepada setiap badan usaha angkutan 

pelayaran/pemilik kapal tentang aturan PP. 5 tahun 2021, PM. 

12 tahun 2021 dan PM. 61 tahun 2021

 

 2. Bersurat ke KSOP kelas I samarinda terkait perizinan kapal 

dimana pemilik kapal yang belum melengkapi surat izin kapal, 

pengoperasian kapal, SPM dan Izin trayek untuk tidak diberikan 

SPOG (surat persetujuan olah gerak kapal )

3.59 105,876,600           69.11

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

(jadwal pelaksanaan, lokasi 

pelaksanaan/jalan provinsi, 

persiapan sarana & prasarana)

2. Melakukan Koordinasi antar 

instansi (Dinas Perhubungan 

Kab/Kota, Kepolisian, BPTD 

(apabila gabungan biasanya di 

jalan nasional)

3. Melakukan Pelaksanaan 

Pengawasan,penindakan (over 

dimension and over loading) 

serta  proses hukum dilapangan

4. Melakukan pengendalian dan 

monitoring evaluasi hasil 

penegakkan hukum "over 

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Pembentukan Panitia Kegiatan 

Pelajar Pelopor Keselamatan dan 

Kegiatan Pembinaan Pengemudi 

Kendaraan Bermotor

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Menyiapkan Bahan Paparan 

dan Sistem Penilaian

5. Melaksanakan Kegiatan Pelajar 

Pelopor Keselamatan dan 

Kegiatan Pembinaan Pengemudi 

Kendaraan Bermotor serta

6. Menyusun 

Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan

'1a. Menyiapkan Rencana Kerja

1b. Menyusun Tim Kegiatan 

Audit dan Pemantauan Sistem 

Manajemen Keselamatan 

Perusahaan Angkutan

1c. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan Perusahaan 

Angkutan Umum dan menyusun 

Laporan Kegiatan Audit

2a. Menyiapkan Rencana Kerja

2b. Menyusun rencana/jadwal 

kegiatan inspeksi keselamatan 

(rampcheck)

2c. Melaksanakan kegiatan 

inspeksi keselamatan 

(rampcheck) dan menyusun 

laporan evaluasi kegiatan

3a. Menyiapkan rencana kerja 

serta membentuk Panitia Forum 

Keselamatan Angkutan Jalan & 

Kegiatan Rencana Aksi 

Keselamatan 

3b. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

3c. Melaksanakan Forum 

Keselamatan Angkutan Jalan & 

Kegiatan Rencana Aksi 

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Pembentukan Panitia Kegiatan 

Audit dan Pemantauan 

Pelaksanaan PKB 

3. Melaksanakan Kegiatan Audit 

dan Pemantauan Pelaksanaan 

PKB  dan Menyusun 

Laporan/Dokumentasi Kegiatan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melaksanakan pekerjaan yang 

menunjang sub kegiatan  sesuai 

dengan anggaran kas

3. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

ulang akibat adanya efisiensi 

anggaran

2. Melakukan pekerjaan pra studi, 

pengumpulan data dan kajian 

awal yang hasilnya akan sebagai 

bahan pendukung, penguatan 

substansi studi utama, dasar 

pelaksanaan studi secara 

menyeluruh setelah dukungan 

anggaran tersedia

Persentase Ruas 

Jalan Provinsi yang 

Dipasang Fasilitas 

Keselamatan Jalan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pekerjaan melalui 

proses e-purchasing

3. Melaksanakan pekerjaan dan 

pengawasan Pemasangan Marka 

Jalan, Paku Marka, Pemasangan 

Zoss, Pemasangan APILL, Rambu 

Jalan, Pemasangan RPPJ, 

Pemasangan LPJU Solar Cellda 

Knvensional setelah Pejabat 

Pengadaan mengumumkan dan 

memilih penyedia di etalase e-

purchasing

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

Jumlah Pelaksanaan 

Rekomendasi MRLL 

Jaringan Jalan 

Provinsi yang 

dipatuhi

1a. Menerima Surat Permohonan 

Pengajuan untuk Pengujian 

Andalalin 

1b. Memverifikasi/Menguji 

Kelengkapan Berkas Pengujian 

sebelum dilakukan sidang uji

1c. Menjadwalkan dan melakukan 

pengujian andalalin (evaluasi 

teknis)  

1d. Memberi masukan (revisi jika 

ada) pada saat sidang uji 

1f. Apabila revisi serta 

kelengkapan pengujian telah 

dilengkapi sesuai arahan tim 

andalalin, surat rekomendasi 

andalalin dapat terbit

2a. Menerima Surat Permohonan 

Pengajuan untuk Rencaa 

Pelaksanaan MRLL

2b. Melakukan pengawasan saat 

pelaksanaan MRLL

2c. Melakukan Pemeriksaan 

Lapangan (Uji Fungsi) setelah 

MRLL diterapkan

2d. Melakukan pengendalian & 

monitoring manajemen dan 

rekayasa lalu lintas 

3a. Menyiapkan Rencana Kerja &  

membentuk Panitia Forum LLAJ

1.

Meningkatnya Kualitas dan 

Ketersediaan Infrastruktur 

Perhubungan Untuk 

Mendukung Perekonomian 

dan Pemenuhan 

Infrastruktur Dasar di 

Kalimantan Timur 

Indeks Kualitas 

Layanan 

Infrastruktur 

(IKLI)  

Perhubungan 

0



Jml % I % II % III % IV % Jml %

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)
Ket 

(Evaluasi Per Triwulan III)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW III 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

2025

Realisasi 

s/d TW III

Penanggung 

Jawab
NoSatuan

Target 

2025

Realisasi s/d 

TW III 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat Rencana A ksi

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan September

Triwulan

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW III
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

Indikator Kinerja Satuan

2

Penyelenggaran 

Sistem Informasi 

Manajemen 

Terminal 

Penumpang Tipe 

B

 Rp                 1,034,000 

Jumlah Terminal yang 

Menyelenggaran Sistem 

Informasi Manajemen 

Terminal Penumpang Tipe 

B

Unit 0 0 7 0 7 0 0 √ 0 √ 0 0 -                 0 -                   0 -                     0 0 -                 0 Kepala UPTD 

Terminal

Berdasarkan kebutuhan organisasi dan kewajiban Undang-

Undang 22 Tahun 2009 Bab XVI mencakup: memenuhi standar 

hukum yang mengatur pengelolaan sistem informasi dan 

komunikasi, meningkatkan efisiensi layanan terminal melalui 

integrasi data, mendukung keamanan serta keteraturan lalu 

lintas, dan menyediakan akses informasi yang transparan serta 

responsif bagi pengguna layanan.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal 

Penumpang Tipe B ditunda karena adanya efisiensi anggaran

Mempersiapkan data dukung kelengkapan untuk kegiatan 

penunjang lainnya dengan menyesuaikan jadwal dan anggaran 

kas 

3

Peningkatan 

Kapasitas 

Kompetensi SDM 

Pengelola 

Terminal 

Penumpang Tipe 

B

 Rp              82,850,000 

Jumlah Kebutuhan 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia Pengelola 

Terminal Tipe B yang 

terpenuhi.

Orang 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 -                 0 -                   0 38,458,080             46.42 0 38,458,080         46.419
Kepala UPTD 

Terminal

Perlunya SDM Terninal Tipe B yang memiliki kompetensi yang 

relevan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan pelayanan 

Menunggu jadwal pasti dari pihak penyelenggara diklat 

(informasi per 30 September 2025) diklat akan dilaksanakan 

pada bulan Oktober

Berkoordinasi dengan pihak penyelenggara diklat untuk 

menentukan/memastikan jadwal pelaksanaan diklat

4

Pembangunan 

Terminal 

Penumpang Tipe 

B yang 

dilengkapi 

Fasilitas Utama 

dan Fasilitas 

Penunjang

 Rp        2,699,327,420 

Jumlah terminal Tipe B 

yang terbangun yang 

dilengkapi Fasilitas Utama 

dan Fasilitas Penunjang

Unit 0 0 0 3 3 0 0 √ 0 √ 0 0 -                 0 -                   0 632,086,547           23.416 0 632,086,547        23.416
Kepala UPTD 

Terminal

1. Kondisi Eksisting Terminal yang tidak memenuhi Standar 

Pelayanan Minimum Terminal.

2. Sudah adanya DED Terminal.

1. Belum ada hambatan karena kegiatan akan dilaksanakan 

sesuai rencana  

2. Pekerjaan Jalan Terminal Tipe B Kab. Paser tidak 

diperkenankan untuk dilaksanakan (sesuai BA Verifikasi RKA 

2025)

Mempersiapkan data dukung kelengkapan untuk kegiatan 

pembangunan terminal yang lain

5.

Menurunnya Kejadian 

Kecelakaan per 1000 

Keberangkatan AKDP

Rasio Kejadian 

Kecelakaan 

Transportasi Per 

1000 Keberangkatan

Angka 0.005 0

Kepala Bidang 

LLAJ, Kepala 

Bidang 

Pengembangan & 

Perkeretaapian 

5

Penyediaan 

Angkutan Umum 

untuk Jasa 

Angkutan Orang 

dan/atau Barang 

Antar Kota dalam 1 

(satu) Daerah 

Provinsi

 Rp             40,206,000 

Jumlah Angkutan 

Umum dan/atau 

Barang yang 

tersedia

Unit 4 5 5 3 17 4 3 7 0 14 1

Pengendalian dan 

Pengawasan 

Ketersediaan Angkutan 

Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar 

Kota dalam 1 (satu) 

Provinsi

 Rp              40,206,000 

Jumlah Laporan 

pengendalian dan 

pengawasan KeTersediaan 

Angkutan Umum untuk 

Jasa Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar 

Kota dalam 1 (Satu) 

Provinsi

Laporan 1 1 1 1 4 1 1 0 2 50 8,152,700          20.28 2,590,000            6.44 2,820,000              7.01 0          13,562,700 33.73
Kepala Bidang 

LLAJ

 

 	

Beralihnya kewenangan perizinan Angkutan Barang Umum 

yang semula diterbitkan oleh Kab/Kota menjadi kewenangan 

Pemerintah Provinsi

 

 	

1. Masih banyak perusahaan Angkutan Barang Umum yang 

belum mengetahui terkait perubahan kewenangan perizinan

 2. Perusahaan belum memahami mengenai penggunaan 

aplikasi OSS

 

 	

1. Sosialisasi ke perusahaan angkutan barang umum dalam 

penerapan penggunaan aplikasi OSS

 2. Koordinasi dan berkomunikasi secara intens ke para 

pengusaha angkutan barang umum

2

Penyediaan Angkutan 

Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar 

Kota dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi

 Rp                                    - 

Jumlah Armada Angkutan 

Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang dan/atau 

Barang Antar Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsii

Unit 4 5 5 3 17 0 0 0 0 0 -                 0.00 -                   0 -                     0 0                   -   ####
Kepala Bidang 

LLAJ

Direncanakan untuk menekan biaya distribusi, menjaga 

stabilitas harga dan mendorong pemerataan pembangunan di 

kalimantan timur

Tidak jadi dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran 

Tetap mempersiapkan data dukung kelengkapan untuk Subsidi 

Ongkos Angkut Perintis guna persiapan apabila ditahun 

berikutnya sub kegiatan ini memperoleh anggaran

6

Penetapan 

Kawasan Perkotaan 

untuk Pelayanan 

Angkutan Perkotaan 

yang Melampaui 

Batas 1 (satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi

 Rp          220,631,137 

Jumlah Perencanaan 

Multimoda yang 

Tersedia

Dokumen 0 0 0 3 3 0 0 1 0.00 1 1

Perumusan Kebijakan 

Penetapan Kawasan 

Perkotaan untuk 

Angkutan Perkotaan 

Kewenangan Provinsi

 Rp            155,511,585 

Jumlah Dokumen Kebijakan 

Penetapan Kawasan 

Perkotaan untuk Angkutan 

Perkotaan Kewenangan 

Provinsi

Dokumen 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 38,790,999         24.94 10,431,100           6.71 36,292,447             23.337 0          85,514,546 54.99

Kepala Bidang 

Pengembangan 

dan 

Perkeretaapian

1. Mereview kembali Tatrawil yang telah dilakukan, mengingat 

perlu evaluasi kebijakan transportasi agar selaras dengan 

perkembangan wilayah/dinamika wilayah dan penyangga IKN

2. Kajian Teknis Koridor Sanga-Sanga – Samarinda  dilakukan 

untuk memastikan layanan angkutan umum koridor Sanga-

Sanga–Samarinda layak, terjangkau, dan mendukung 

pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan

Kegiatan utama yaitu studi tidak dilaksanakan karena adanya 

efisiensi anggaran

Mempersiapkan data dukung kelengkapan untuk kegiatan 

Subsidi Review Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) 

Kalimantan Timur & Kajian Perencanaan Teknis Layanan 

Angkutan Umum Massal Koridor Sanga-Sanga Samarinda 

dengan cara melalui studi/laporan persiapan maupun kegiatan 

pendukung dikarenakan anggaran utama penyusunan studi 

diefisiensi

2

Sosialisasi dan Uji Coba 

Pelaksanaan Kebijakan 

Penetapan Kawasan 

Perkotaan untuk 

Angkutan Perkotaan 

Kewenangan Provinsi

 Rp              65,119,552 

Jumlah Dokumen 

Sosialisasi dan Uji Coba 

Pelaksanaan Kebijakan 

Penetapan Kawasan 

Perkotaan untuk Angkutan 

Perkotaan Kewenangan 

Provinsi

Dokumen 0 0 1 0 1 0 0 1 1 100 -                 0 2,300,000            3.53 23,004,596             35.327 0          25,304,596 38.86

Kepala Bidang 

Pengembangan 

dan 

Perkeretaapian

Sosialisasi Multimoda  diselenggarakan dengan tujuan utama 

untuk

memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada 

masyarakat terkait

Program Angkutan Umum Massal Bersubsidi di Provinsi 

Kalimantan Timur

Belum ada hambatan karena kegiatan masih berjalan sesuai 

rencana

Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bersama-sama mulai 

menentukan/merencanakan pola dan kertas kerja guna 

melaksanakan/mewujudkan hasil kesepakatan dari sosialisasi 

yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

transportasi yang lebih baik

6

Penerbitan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Orang 

dalam Trayek Lintas 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi

 Rp          338,907,960 

Jumlah 

Penyelenggara 

Angkutan Orang 

Dalam Trayek yang 

Patuh Perizinan

Unit 30 30 30 30 120 23 6 111 0 140 1

Fasilitasi Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan 

Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Orang dalam 

Trayek Kewenangan 

Provinsi dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

 Rp              88,883,670 

Jumlah Angkutan Orang 

dalam Trayek Kewenangan 

Provinsi dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik yang 

telah memenuhi 

persyaratan perizinan

Unit 30 30 30 30 120 23 6 111 140 116.67 11,902,000         13.39 5,500,500            6.19 2,930,810              3.30 0          20,333,310 22.876
Kepala Bidang 

LLAJ

Kesadaran pihak perusahaan  dalam hal mencermati tenggat 

waktu perpanjangan Kartu Pengawasan dan Izin Trayek 5 

tahunan

Menunggu permohonan perpanjangan Kartu Pengawasan
Mengingatkan kepada para pengusaha angkutan untuk 

mengajukan permohonan sebelum jatuh tempo

2

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Orang dalam 

Trayek Kewenangan 

Provinsi

 Rp            250,024,290 

Jumlah Laporan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Orang dalam 

Trayek Kewenangan 

Provinsi

Laporan 1 1 1 1 4 0 0 2 2 50 -                 0 -                   0 132,687,536           53.07 0         132,687,536 53.07
Kepala Bidang 

LLAJ
Kegiatan mengikuti agenda dari Kementerian Perhubungan 

Belum ada hambatan karena kegiatan masih berjalan sesuai 

rencana
Masih terus berkoordinasi untuk percepatan pelaksanaan

7

Penerbitan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Taksi 

yang Wilayah 

Operasinya 

Melampaui Lebih 

dari 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi

 Rp          195,798,880 

Jumlah 

Penyelenggara 

Angkutan Taksi yang 

Patuh Perizinan

Unit 30 60 150 70 310 31 44 65 0 140 1

Fasilitasi Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan 

Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Taksi yang 

Wilayah Operasinya 

Kewenangan Provinsi 

dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

 Rp              98,399,440 

Jumlah Angkutan Taksi 

yang Wilayah Operasinya 

Kewenangan Provinsi 

dalam Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik yang memenuhi 

persyaratan perizinan

Unit 30 60 150 70 310 31 44 65 140 45.161 6,274,000          6.38 -                   0 14,740,000             14.98 0          21,014,000 21.356
Kepala Bidang 

LLAJ

1, Kesadaran pihak perusahaan  dalam hal mencermati tenggat 

waktu perpanjangan Kartu Pengawasan dan Izin Trayek 5 

tahunan

2. Peningkatan terjadi karena adanya penambahan jumlah 

angkutan sewa khusus di Kaltim 

Menunggu permohonan perpanjangan Kartu Pengawasan
Mengingatkan kepada para pengusaha angkutan untuk 

mengajukan permohonan sebelum jatuh tempo

2

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Taksi yang 

Wilayah Operasinya 

Kewenangan Provinsi

 Rp              97,399,440 

Jumlah Laporan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Taksi yang 

Wilayah Operasinya 

Kewenangan Provinsi

Laporan 1 1 1 1 4 1 1 1 3 75 -                 0.00 5,538,000            5.69 38,886,300             39.925 0          44,424,300 45.61
Kepala Bidang 

LLAJ

1. Adanya prioritas di suatu aplikator ASK sehingga banyak 

yang melakukan pengurusan

2. Pengusaha melakukan perubahan sifat kendaraan angkutan 

barang umum

3. Masih tersedianya kuota ASK sehingga ada beberapa 

perusahaan yang ingin menambah jumlah kendaraan

Menunggu permohonan perpanjangan izin trayek 5 tahunan

1. Mengingatkan kepada para pengusaha angkutan untuk 

mengajukan permohonan sebelum jatuh tempo

2. Koordinasi dan  sosialisasi ke perusahaan angkutan 

penumpang tidak dalam trayek (ASK, angkutan karyawan, dan 

angkutan antar jemput) dalam penerapan penggunaan aplikasi 

OSS

2.

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja dan 

Layanan Publik 

Perangkat Daerah 

1.

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

Angka 77 0 0 6.

Meningkatnya Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Indeks Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Indeks 74 37.26 Sekretaris 1

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

 Rp          642,640,852 % 0 0 0 92 92 15.38 15.39 15.38 46.15 1.

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

 Rp            334,646,984 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Dokumen 0 0 2 2 4 0 0 2 2 50          22,827,224 6.82            12,032,000 3.60              12,339,080 3.69 0          47,198,304 14.10

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Pentingnya menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah 

sebagai guidance/panduan program kegiatan selama tahun 

berjalan berdasarkan data dukung yang berasal dari bidang

1. Penyusunan Dokumen Penyusunan Gender Statistik Dishub 

sampai dengan Triwulan III dalam proses pengumpulan data 

dukung kelengkapan penyusunan dokumen, direncanakan 

dokumen selesai pada bulan november

2. Dokumen Rancangan Akhir Renstra telah selesai tetapi 

masih menunggu Reviu APIP sebelum Dokumen Renstra 

(Pergub)

Berkoordinasi dengan menyiapkan dan mengumpulkan data 

dukung dari setiap bidang untuk kelengkapan penyusunan 

dokumen perencanaan dan penganggaran

2.

Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 

RKA- SKPD

 Rp              50,113,445 

Jumlah Dokumen RKA-

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Dokumen 0 1 0 1 2 0 1 0 1 50                   -   0             4,484,400 8.95              10,824,000 21.60 0          15,308,400 30.547

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang dalam 

pemenuhan kelengkapan data dukung

Belum ada hambatan, pekerjaan masih sesuai dengan rencana 

(Dokumen RKA P menyesuaikan/menunggu jadwal)

Membuat jadwal untuk persiapan data dukung anggaran dan 

Berkoordinasi dengan Tim TAPD/pihak terkait guna 

percepatan penyusunan dokumen anggaran

3,

Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 

DPA-SKPD

 Rp              23,110,912 

Jumlah Dokumen DPA-

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

Dokumen 0 1 0 1 2 0 1 0 1 50                   -   0                     -   0               4,676,800 9.33 0           4,676,800 20.236

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang dalam 

pemenuhan kelengkapan data dukung

Belum ada hambatan, pekerjaan masih sesuai dengan rencana 

(Dokumen DPA P menyesuaikan/menunggu jadwal)

Membuat jadwal untuk persiapan data dukung anggaran dan 

Berkoordinasi dengan Tim TAPD/pihak terkait guna 

percepatan penyusunan/pengesahan dokumen anggaran

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pekerjaan 

3. Melaksanakan pekerjaan dan 

pengawasan pemasangan 

aplikasi/software manajemen 

terminal dapat dilaksanakan 

Pejabat Pengadaan 

mengumumkan Pengadaan 

Langsungnya 

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melakukan pengumpulan 

dokumen sesuai persyaratan dan 

evaluasi data terkait izin trayek 

yang sudah habis masa berlaku 

3. Melakukan sinkronisasi 

data/dokumen agar dapat 

dikeluarkan izin trayek/kartu 

pengawasan yang telah 

diperpanjang/diperbaharui

4. Membuat/Menyusun  laporan 

terkait jumlah permohonan izin 

yang telah dikeluarkan

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan 

3. Pembentukan Panitia Kegiatan 

Pemilihan  Abdiyasa Tingkat 

Provinsi dan Kegiatan Wahana 

Tata Nugraha

4. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

5. Melaksanakan Kegiatan 

Sosialisasi Keselamatan 

Angkutan  Jalan serta

Menyusun Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan

6. Melakukan Pendampingan bagi 

Peserta Abdiyasa Teladan untuk 

bertanding di level nasional

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melakukan pengumpulan 

dokumen sesuai persyaratan dan 

evaluasi data terkait izin trayek 

yang sudah habis masa berlaku 

3. Melakukan sinkronisasi 

data/dokumen agar dapat 

dikeluarkan izin trayek/kartu 

pengawasan yang telah 

diperpanjang/diperbaharui

4. Membuat/Menyusun  laporan 

terkait jumlah permohonan izin 

yang telah dikeluarkan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melakukan pengumpulan 

dokumen sesuai persyaratan dan 

evaluasi data terkait izin trayek 

yang sudah habis masa berlaku 

3. Melakukan sinkronisasi 

data/dokumen agar dapat 

dikeluarkan izin 

trayek/pertimbangan teknis yang 

telah diperpanjang/diperbaharui

4. Membuat/Menyusun  laporan 

terkait jumlah permohonan izin 

yang telah dikeluarkan

Persentase Dokumen 

Perencanaan dan 

Penganggaran yang 

ditetapkan Tepat 

Waktu

'1. Menyiapkan Rencana Kerja  Kegiatan 

Gender Statistik Sektor Perhubungan, 

Kegiatan Forum Perangkat Daerah, 

Kegiatan Penyusunan Renstra/Renja

2. Menyusun Jadwal dan Tim 

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan 

Gender Statistik Sektor Perhubungan 

3. Menyusun Laporan dan Dokumen 

Gender Statistik Sektor Perhubungan 

4. Menyiapkan Data Dukung Penyusunan 

Renstra/Renja dari setiap Bidang di 

Lingkungan Dishub Prov. Kaltim

5. Menyusun Jadwal Kegiatan Forum PD 

Renstra/Renja dan Menyusun Laporan 

Kegiatan

6. Menyusun Dokumen Renstra/Renja 

Menyesuaikan Jadwal dari Bappeda Prov. 

Kaltim

1. Menyiapkan Rencana Kerja, 

Menyusun serta Menyesuaikan 

Jadwal dan Jenis Bimtek Pegawai

2. Berkoordinasi dengan Pihak 

Penyelenggara Bimtek dan 

Pegawai yang akan Mengikuti 

Bimtek

3.  Menyusun Laporan dan  

Evaluasi Hasil Pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pekerjaan untuk 

mengikuti Proses Tender dan 

Seleksi di Biro UKPBJ

3. Melaksanakan pekerjaan dan 

pengawasan  Rehabilitasi 

Terminal Timbau Tenggarong 

dan Pekerjaan Tanah Terminal 

Paser setelah pokja pemilihan di 

Biro UKPBJ mengumumkan 

Tender dan Seleksi  dapat 

dilaksanakan

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melakukan sinkronisasi data 

perizinan dan penertiban 

administrasi (Penerbitan ulang / 

registrasi ulang izin oleh Provinsi 

(jika diperlukan), Penyesuaian 

tarif berdasarkan kebijakan 

Provinsi, Pemberian sanksi 

administratif bagi yang tidak 

menyesuaikan)

3. Melakukan peran pengawasan 

provinsi (Sosialisasi aturan baru 

kepada pelaku usaha)

4. Melakukan evaluasi hasil 

(Penyusunan laporan hasil 

Monev,Rekomendasi perbaikan 

sistem perizinan dan 

pengawasan, Penyusunan rencana 

pengawasan berkala ke depan)

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Mengumpulkan data sekunder 

(trayek perintis, biiaya 

operasional, tarif dan layanan 

eksisting)

3. Melaksanakan simulasi 

perhitungan kebutuhan subsidi 

(gap biaya operasional vs tarif)

4. kegiatan dilaksanakan melalui 

desk internal, tanpa survei 

lapangan dan tanpa anggaran 

(efisiensi anggaran)

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Subsidi Review 

Tataran Transportasi Wilayah 

(Tatrawil) Kalimantan Timur & 

Kajian Perencanaan Teknis 

Layanan Angkutan Umum Massal 

Koridor Sanga-Sanga Samarinda 

melalui studi/laporan persiapan 

maupun kegiatan pendukung 

dikarenakan anggaran utama 

penyusunan studi diefisiensi

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan & Pembentukan Panitia 

Kegiatan

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Melaksanakan Kegiatan 

Sosialisasi Multimoda serta 

Menyusun Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan

1. Menyusun Rencana Kerja 

2. Menunggu Penetapan Pagu dari 

Bappeda

3. Menyiapkan Data Dukung 

Lengkap setiap Kegiatan seperti 

KAK, RAB, beserta spesifikasi 

teknis

4. Mengikuti Asistensi sesuai 

Jadwal sebelum Menjadi  

DPA/RKA dan disahkan

5. Melakukan Perubahan 

DPA/RKA, menyesuaikan dengan 

Jadwal

1. Menyusun Rencana Kerja 

2. Menunggu Penetapan Pagu dari 

Bappeda

3. Menyiapkan Data Dukung 

Lengkap setiap Kegiatan seperti 

KAK, RAB, beserta spesifikasi 

teknis

4. Mengikuti Asistensi sesuai 

Jadwal sebelum Menjadi  

DPA/RKA dan disahkan

5. Melakukan Perubahan 

DPA/RKA, menyesuaikan dengan 

Jadwal



Jml % I % II % III % IV % Jml %

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)
Ket 

(Evaluasi Per Triwulan III)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW III 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

2025

Realisasi 

s/d TW III

Penanggung 

Jawab
NoSatuan

Target 

2025

Realisasi s/d 

TW III 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat Rencana A ksi

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan September

Triwulan

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW III
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

Indikator Kinerja Satuan

4.

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

 Rp            100,011,970 

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Laporan 2 1 1 0 4 2 0 0 2 50                   -   0                     -   0               2,512,100 2.51 0           2,512,100 2.51

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Pentingnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD sebagai dasar untuk melakukan 

evaluasi kinerja perangkat daerah

Belum ada hambatan karena karena pekerjaan masih sesuai 

dengan rencana

Koordinasi yang baik dengan bidang terkait realisasi capaian 

kinerja sehingga proses olah data dapat dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal rencana

5.
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
 Rp            134,757,541 

Jumlah Laporan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah
Laporan 4 6 4 6 20 3 4 4 11 55                   -   0            10,156,300 7.54              19,320,000 14.337 0          29,476,300 21.874

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Pentingnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar 

pengambilan kebijakan/pelaksanaan kegiatan di tahun 

berikutnya

Ketersediaan data dari bidang kurang tepat waktu sehingga 

menghambat proses olah data menjadi laporan

Koordinasi yang baik dengan bidang terkait realisasi capaian 

kinerja sehingga proses olah data dapat dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal rencana

2.

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah

 Rp    24,444,540,005 % 0 0 0 94 94 4.65 8.7 24.45 37.80 1.
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN
 Rp     23,666,544,979 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

Orang/

Bulan
74 74 74 74 74 89 89 126 126 170.27       2,853,501,948 12.057        7,127,656,651 30.117          5,045,344,914 21.318 0     15,026,503,513 63.493

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

1. Realisasi sesuai dengan bulan berjalan;

2.Pengerjaan pengiputan gaji & tunjangan berdasarkan jumlah 

pegawai yang aktif;

3. Terdapat CPNS baru sebanyak 16 orang sehingga jumlah 

orang/pegawai yang menerima gaji melebihi dari target 

Tidak ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin
1, Membuat persiapan data pembayaran gaji

2, Memonitor pelaksanaan inventarisasi laporan keuangan 

2.

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas

ASN

 Rp            667,920,000 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Dokumen 3 3 3 3 12 3 3 3 3 25          95,980,000 14.37          187,190,000 28.026            152,660,000 22.856 0         435,830,000 65.252

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Honorarium Kegiatan yang sudah tercantum dalam DPA dan 

dirancang sejak awal, sehingga dokumen bisa disiapkan dari 

awal

Hambatan terjadi apabila berkas tidak lengkap

1, Membuat persiapan data pembayaran honorarium

2. Penyusunan Cheklist Dokumen Honorarium untuk 

memastikan kelengkapan dokumen sebelum proses 

pembayaran

3, Memonitor pelaksanaan inventarisasi laporan keuangan 

3.

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

 Rp              46,550,000 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Dokumen 3 3 3 3 12 3 3 3 9 75          13,392,900 28.771                     -   0               3,727,000 8.01 0          17,119,900 36.777

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Koordinasi yang baik antar pengelola keuangan, kompetensi 

SDM yang memadai, ketepatan waktu penyampaian dokumen, 

serta dukungan SOP dan aplikasi keuangan yang 

mempermudah pencatatan dan verifikasi

Beberapa kendala yang masih muncul meliputi keterlambatan 

penyampaian dokumen, dokumen yang belum lengkap atau tidak 

sesuai DPA, keterbatasan jumlah SDM verifikator, serta 

kendala teknis pada sistem/aplikasi keuangan

1, Memastikan semua dokumen keuangan disampaikan tepat 

waktu dan lengkap

2, Melakukan verifikasi rutin agar dokumen sesuai DPA dan 

peraturan

3. Mengarsipkan dan merekap dokumen serta memanfaatkan 

sistem aplikasi untuk monitoring dan pelaporan 

4.

Pengelolaan dan 

Penyiapan Bahan 

Tanggapan 

Pemeriksaan

 Rp                 2,730,000 

Jumlah Dokumen Bahan 

Tanggapan Pemeriksaan 

dan Tindak Lanjut 

Pemeriksaan

Dokumen 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0             520,000 19.048                     -   0                       -   0 0             520,000 19.048

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Komitmen dan dukungan aktif pimpinan untuk memastikan 

dokumen/berkas keuangan (GU/LS) lengkap dan sesuai 

ketentuan

Realisasi target menunggu adanya pemeriksaan dari 

BPK/ITWIL 

1.  Membuat Template/Kertas Kerja GU (Ganti Uang) / Berkas 

LS 

2. Mengumpulkan dan menyusun berkas/dokumen

3. Verifikasi, Penyusunan Rekap GU (Ganti Uang) / Berkas LS

4. Menyiapkan data dukung dan menyesuaikan template/kertas 

kerja sesuai permintaan pemeriksa

5.

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/Semestera

n SKPD

 Rp              55,938,500 

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/Semesteran 

SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semes

teran SKPD

Laporan 5 5 5 3 18 6 2 1 9 50           1,020,000 1.82               989,000 1.77              26,839,940 47.981 0          28,848,940 51.57

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Pentingnya meminimalisir selisih data belanja, pendapatan, 

dan pajak. Serta Tuntutan akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan APBD

Kegiatan menyesuaikan undangan/jadwal dari instansi terkait 

seperti BPKAD, Bapenda, dan Dirjen Pajak

1. Menyiapkan data dan dokumen rekonsiliasi baik rekonsiliasi 

belanja, rekonsiliasi pendapatan maupun rekonsiliasi pajak

2. Melakukan pencocokan data dengan pengelola keuangan 

daerah

3. Menyepakati hasil rekonsiliasi

4. Menyusun laporan hasil koordinasi sebagai data dukung

6.

Penyusunan Pelaporan 

dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran

 Rp                 4,856,526 

Jumlah Dokumen Pelaporan 

dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran

Dokumen 3 3 3 3 12 3 3 3 9 75                   -   0                     -   0               1,150,000 23.679 0           1,150,000 23.679

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Tersedianya data realisasi lengkap, sistem keuangan 

terintegrasi, SDM kompeten, dan pedoman/SOP yang jelas

Data belum lengkap, SDM terbatas, format laporan berbeda, 

dan waktu penyusunan terbatas

1. Menghimpun data realisasi belanja dan pendapatan.

2. Membandingkan realisasi dengan target dan menghitung 

estimasi akhir periode.

3. Menyusun analisis deviasi dan rekomendasi pengendalian 

anggaran.

4. Menyampaikan dokumen laporan prognosis secara berkala.

3.

Administrasi 

Pendapatan Daerah 

Kewenangan 

Perangkat Daerah

 Rp             35,602,000 

Persentase 

Kepatuhan Wajib 

Retribusi Daerah

% 100 100 100 100 100 100 47.62 47.62 47.62 1.
Pelaporan Pengelolaan 

Retribusi Daerah
 Rp              35,602,000 

Jumlah Laporan 

Pengelolaan Retribusi 

Daerah

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 2 8 66.667                   -   0            22,465,000 63.10                       -   0 0          22,465,000 63.10

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

1. Tersedianya data penerimaan retribusi yang lengkap dan 

akurat

2. Sistem/aplikasi keuangan daerah yang terintegrasi

3. Adanya pedoman/SOP pengelolaan dan pelaporan retribusi

1. Selisih atau ketidaksesuaian data antara bukti setoran dan 

sistem

2. Menunggu jadwal hasil rekon dengan BPKAD/Bapenda

3. Untuk laporan di bulan September, belum ada di karenakan 

menunggu hasil rekonsiliasi dengan BPKAD

Koordinasi dengan bidang terkait, admin dari Terminal. Lalu 

dilakukan rekonsiliasi setiap bulannya dengan BPKAD untuk 

setiap penerimaan yang ada di Dinas maupun UPTD Terminal

4.

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah - 

Dinas

 Rp      1,117,671,523 % 0 0 0 92 92 0 0 92.75 92.75 1.

Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

 Rp              49,999,716 

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan

Paket 0 11 0 0 11 0 11 0 11 100 0 0            49,755,000 99.511                         - 0 0          49,755,000 99.511 Kasubbag Umum
Kebutuhan akan komponen listrik di kantor agar stok komponen 

dapat terpenuhi sepanjang tahun

Tidak ada hambatan karena kegiatan berjalan sesuai dengan 

rencana

Crosscheck hasil pengadaan apakah telah sesuai dengan 

jumlah, kelengkapan dan spesifikasinya. Kemudian, 

didistribusikan sesuai dengan kebutuhan kantor. Dan lakukan 

hasil evaluasi pekerjaan

2.

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor

 Rp            309,963,436 

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

Paket 4 2 2 0 8 4 2 1 7 87.5                   -   0          264,515,880 85.338              26,473,500 8.54 0         290,989,380 93.879 Kasubbag Umum

1. Kebutuhan akan peralatan penunjang pekerjaan di kantor 

2. Rencana kebutuhan jelas berdasarkan inventaris dan 

proyeksi penggunaan

Realisasi tidak sesuai target karena harga scafolding melebihi 

pagu, sehingga kebijakan pimpinan adalah untuk dilakukan 

pergeseran anggaran

Mulai mempersiapkan data dukung untuk proses pergeseran 

anggaran dari belanja scafolding menjadi belanja ups

3.

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

 Rp            201,333,127 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan

Paket 1 3 1 1 6 1 3 1 5 83.333          33,425,000 16.60            75,488,000 37.494              51,125,000 25.393 0         160,038,000 79.49 Kasubbag Umum
Proses pekerjaan/pengadaan menyesuaikan permintaan akan 

kebutuhan 

Belum ada hambatan (pekerjaan masih berlangsung sampai 

dengan triwulan IV)

Mempersiapkan data dukung untuk proses pengadaan 

berikutnya karena target pekerjaan akan selesai sampai 

Triwulan IV

4.

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

 Rp            538,313,580 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 9 75          22,025,530 4.09          112,040,516 20.813              91,842,969 17.061 0         225,909,015 41.97 Kasubbag Umum

Sesuai disposisi/arahan pimpinan dan adanya penggunaan 

aplikasi atau template digital mempermudah pencatatan dan 

arsip laporan

Belum ada hambatan karena pekerjaan selesai sesuai dengan 

jadwal rencana
Monitoring dan evaluasi rutin kegiatan

5.
Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD
 Rp              15,424,000 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

Dokumen 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0                   -   0                     -   0               5,410,000 35.08 0           5,410,000 35.075 Kasubbag Umum

1. Adanya pedoman resmi tentang penatausahaan arsip 

mendorong konsistensi penyimpanan dan pengelolaan

2. Tenaga administrasi yang terlatih mampu mengelola arsip 

dinamis sesuai standar

3. Pengawasan dari pimpinan atau unit pengelola arsip 

meningkatkan kepatuhan dan kelengkapan dokumen

1. Fokus pegawai pada kegiatan operasional menyebabkan 

pengelolaan arsip terabaikan (beban kerja tinggi)

2. Beberapa Pegawai belum memahami tata cara 

penatausahaan arsip dinamis yang benar

3. Masih minimnya lemari arsip, rak, atau ruang penyimpanan 

menyebabkan dokumen tersimpan tidak optimal

1. Memastikan pegawai memahami prosedur pengelolaan 

arsip dinamis

2. Menata dokumen aktif sesuai klasifikasi dan format standar

3. Melakukan pencatatan rutin, pemeliharaan fisik dokumen, dan 

update arsip digital

4. Memeriksa kelengkapan, kesesuaian klasifikasi, dan 

ketepatan penyimpanan

5. Memberikan umpan balik, memperbaiki kendala, dan 

meningkatkan kualitas penatausahaan dokumen

1. Menyiapkan Rencana Kerja  

Kegiatan SKM

2. Menyusun Jadwal dan Tim 

SKM

3. Mengolah dan Menyusun 

Laporan dan Dokumen Hasil SKM 

 

4. Menyusun Rencana Kerja 

terkait Evaluasi Pelaporan Kinerja 

setiap Bidang

5. Berkoordinasi dengan setiap 

Bidang untuk Melaporkan Capaian 

Kinerjanya

6. Mengolah Data dari setiap 

Bidang di Lingkungan Dishub 

Prov. Kaltim

7. Menyusun Laporan Kinerja 

Persentase Realisasi 

Anggaran

1. Menyiapkan dan Menginput 

Kelengkapan Berkas Pegawai 

yang akan dibayarkan Gajinya 

pada Aplikasi SIMGAJI TASPEN

2. Membuat Template Gaji

3. Menginput Pembuatan SPP-SPM 

LS Gaji di SIPD

4. Membuat Simponi Gaji di 

Aplikasi Portal Penerimaan 

5. Membuat e-billing Pajak Gaji di 

Aplikasi DJP Online

6. Membuat Template 

Potongan/Upload Gaji ke Bank

1. Melampirkan SK KPA dan 

PPTK

2. Membuat Template Honor 

Menyesuaikan dengan SSH Total 

Besaran Kegiatan/Pekerjaan 

3. Melakukan Pembayaran Jika 

Kelengkapan Persyaratan telah 

dilengkapi

4. Menyusun Rencana Kegiatan 

Rekonsiliasi Belanja, Rekonsiliasi 

Pendapatan dan Pemindahan 

Bukuan Pajak

5.Menyusun/Menyesuaikan Jadwal 

Kegiatan serta Menyusun Tim 

untuk Melakukan Kegiatan

6. Melakukan Evaluasi Hasil 

Pekerjaan 

1. Menyusun Rencana Kerja 

2. Berkoordinasi dengan setiap 

Bidang untuk Melaporkan Capaian 

Kinerjanya

3. Mengolah Data dari setiap 

Bidang di Lingkungan Dishub 

Prov. Kaltim

4. Menyusun Laporan Kinerja 

1.  Membuat Template/Kertas 

Kerja GU (Ganti Uang) 

2. Pengumpulan dan Pemeriksaan 

SPJ

3. Verifikasi dan Penyusunan 

Rekap GU (Ganti Uang)

4. Pengajuan SPP GU dan 

Pengarsipan 

1.  Membuat Template/Kertas 

Kerja GU (Ganti Uang) / Berkas 

LS 

2. Mengumpulkan dan menyusun 

berkas/dokumen

3. Verifikasi, Penyusunan Rekap 

GU (Ganti Uang) / Berkas LS

4. Menyiapkan data dukung dan 

menyesuaikan template/kertas 

kerja sesuai permintaan 

pemeriksa
1. Menyiapkan data dan dokumen 

rekonsiliasi baik rekonsiliasi 

belanja, rekonsiliasi pendapatan 

maupun rekonsiliasi pajak

2. Melaksanakan koordinasi dan 

rekonsiliasi  belanja, rekonsiliasi 

pendapatan maupun rekonsiliasi 

pajak

3. Klarifikasi selisih belanja 

(apabila ditemukan selisih)

4. Menyusun dan menandatangani 

Berita Acara Rekonsiliasi

5. Mendokumentasikan hasil 

koordinasi
1. Mengumpulkan dan 

memverifikasi data realisasi 

anggaran

2. Menganalisis capaian realisasi 

terhadap pagu anggaran

3. Menyusun prognosis realisasi 

berkala/sampai akhir periode

4. Menyusun dan menyampaikan 

dokumen laporan

1. Mengumpulkan data 

penerimaan retribusi dari masing-

masing unit/pos retribusi

2. Memverifikasi dan 

memvalidasi data penerimaan

3. Mengelompokkan data per 

jenis retribusi dan periode

4. Menyusun laporan pengelolaan 

retribusi daerah

5. Melakukan review internal dan 

finalisasi laporan

6. Menyampaikan laporan ke 

instansi terkait sesuai jadwal

Persentase Sarana 

Prasarana Kantor 

Yang Berfungsi 

Dengan Baik

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan dan pekerjaan melalui 

e-purchasing

4. Melakukan Pembayaran 

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor yang 

disediakan

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan melalui e-purchasing

4. Melengkapi Persyaratan Proses 

Pekerjaan dan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Paket 

Barang Cetakan dan Penggandan 

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan dan Melaksanakan 

pekerjaan setelah Pejabat 

Pengadaan mengumumkan 

Pengadaan Langsungnya

4. Melakukan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja dan 

Menyusun Jadwal Kegiatan

2. Pembentukan Panitia Kegiatan

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Melaksanakan Kegiatan dan 

Menyusun Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan Kegiatan

5. Membuat Telahaan 

Staf/Mengusulkan Nama yang 

akan Melakukan Perjalanan Dinas 

(sesuai dengan jadwal undangan 

yang harus dihadiri), untuk 

kegiatan Rutin

1. Menyiapkan Rencana Kerja dan 

Menyusun Jadwal Kegiatan 

Penatausahaan Arsip Dinamis

2. Mengumpulkan dokumen 

aktif/arsip dinamis dari tiap unit, 

menyusun sesuai klasifikasi, dan 

mencatat ke sistem atau buku 

arsip

3. Menyimpan dokumen di lemari 

atau sistem arsip digital, serta 

melakukan pencatatan inventaris 

untuk memudahkan pencarian 

dan pengendalian

4. Melakukan pemeriksaan rutin 

kelengkapan, kesesuaian, dan 

ketepatan penatausahaan 



Jml % I % II % III % IV % Jml %

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)
Ket 

(Evaluasi Per Triwulan III)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW III 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

2025

Realisasi 

s/d TW III

Penanggung 

Jawab
NoSatuan

Target 

2025

Realisasi s/d 

TW III 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat Rencana A ksi

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan September

Triwulan

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW III
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

Indikator Kinerja Satuan

6.

Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

pada SKPD

 Rp                 2,637,664 

Jumlah Dokumen Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD

Dokumen 0 0 0 2 2 0 0 1 1 50                   -   0             1,729,900 0.32                       -   0 0           1,729,900 65.585 Kasubbag Umum

Adanya pedoman nasional dan internal SKPD terkait SPBE 

mendorong penyusunan dokumen, 

sesuai disposisi/arahan pimpinan

1. Fokus pegawai lebih pada operasional, sehingga dokumen 

SPBE tertunda

2. Pengelolaan dokumen digital sulit dipantau dan rawan 

terlewat (Sistem Administrasi Manual atau Tidak Terintegrasi)

3. Keterlambatan pengumpulan data  dan kurangnya koordinasi 

lintas bagian menghambat penyelesaian laporan PPID tepat 

waktu

1. Menyesuaikan dokumen SPBE dengan pedoman nasional 

dan internal SKPD

2. Menyusun dokumen dukungan SPBE secara lengkap sesuai 

kebutuhan operasional

3. Menyimpan dokumen di sistem manajemen dokumen 

elektronik agar mudah diakses

4. Memeriksa kelengkapan dan kualitas dokumen secara rutin

Meningkatnya Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Indeks Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Indeks 74 37.26
Kepala UPTD 

Terminal
1.

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah - 

UPTD

 Rp      1,308,295,594 % 63 63 0 0 0 0 1.

Penyediaan Komponen 

Instalasi

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

 Rp              25,840,082 

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan

Paket 0 0 8 0 8 0 0 8 8 100                   -   0 -                   0 24,933,875             96.493 0          24,933,875 96.493

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Kebutuhan akan komponen listrik di kantor agar stok komponen 

dapat terpenuhi sepanjang tahun

Tidak ada hambatan karena kegiatan berjalan sesuai dengan 

rencana

Crosscheck hasil pengadaan apakah telah sesuai dengan 

jumlah, kelengkapan dan spesifikasinya. Kemudian, 

didistribusikan sesuai dengan kebutuhan kantor. Dan lakukan 

hasil evaluasi pekerjaan

2.

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor

 Rp            766,855,840 

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

Paket 2 3 2 0 7 2 3 2 7 100                   -   0          412,996,600 53.856            311,983,745 40.683 0         724,980,345 94.539

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

1. Kebutuhan akan peralatan penunjang pekerjaan di kantor & 

Terminal Tipe B

2. Rencana kebutuhan jelas berdasarkan inventaris dan 

proyeksi penggunaan

Belum ada hambatan karena pekerjaan sesuai dengan jadwal 

rencana

Crosscheck hasil pengadaan apakah telah sesuai dengan 

jumlah, kelengkapan dan spesifikasinya. Kemudian, 

didistribusikan sesuai dengan kebutuhan kantor. Dan lakukan 

hasil evaluasi pekerjaan

3.

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

 Rp              78,463,672 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan

Paket 1 1 0 3 5 1 1 0 2 40                   -   0            14,294,680 18.218              11,079,012 14.12 0          25,373,692 32.338

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Proses pekerjaan/pengadaan menyesuaikan permintaan akan 

kebutuhan 

Belum ada hambatan (pekerjaan masih berlangsung sampai 

dengan triwulan IV)

Mempersiapkan data dukung untuk proses pengadaan 

berikutnya karena target pekerjaan akan selesai sampai 

Triwulan IV

4.

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

 Rp            437,136,000 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 9 75          60,417,000 13.82          120,584,200 27.59            106,124,100 24.277 0         287,125,300 65.68

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Sesuai disposisi/arahan pimpinan dan adanya penggunaan 

aplikasi atau template digital mempermudah pencatatan dan 

arsip laporan

Belum ada hambatan karena pekerjaan selesai sesuai dengan 

jadwal rencana
Monitoring dan evaluasi rutin kegiatan

1.

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah - 

UPTD

 Rp                                  - 

Persentase 

Pemenuhan Barang 

Milik Daerah 

Perangkat Daerah 

% 60 60 0 0 0 0 0 1.

Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan

 Rp                                    - 

Jumlah Unit Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Disediakan

Unit 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0                   -   ####                     -   ####                       -   #### ####                   -   ####

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Karena adanya efisiensi anggaran, sehingga rencana 

pengadaan kendaraan dinas operasional tidak jadi 

dilaksanakan. Untuk mendukung operasional kegiatan dengan 

cara optimalisasi kendaraan yang sudah ada dan masih layak 

pakai

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak 

jadi dilaksanakan karena efisiensi anggaran

Mengoptimalisasikan kendaraan yang sudah ada dan masih 

layak pakai

4.

Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah - 

UPTD

 Rp          948,653,000 % 40 40 0 0 0 0 1.

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan

 Rp              83,703,000 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Unit 5 4 0 0 9 0 7 1 8 88.889             817,000 0.98            24,785,120 29.61              25,475,655 30.436 0          51,077,775 61.023

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal/ permintaan akan 

kebutuhan 
Belum ada hambatan karena berjalan sesuai dengan jadwal

Menyiapkan kelengkapan berkas kemudian akan diproses 

sesuai dengan  kebutuhan 

2.

Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya

 Rp            864,950,000 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

Unit 0 0 0 39 39 0 0 0 0 0 -                 0 -                   0 -                     0 0                   -   0

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang baik 
Belum ada hambatan karena berjalan sesuai dengan jadwal 

dan menyesuaikan permintaan

Menyiapkan rencana kerja dan data dukung 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

1.

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Perangkat 

Daerah (Indeks)

Indeks 80.39

Meningkatnya Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Persentase Keluhan 

Pengguna Layanan 

yang Ditindaklanjuti

% 100 61.02 Sekretaris 4.

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

 Rp          222,954,450 % 0 0 0 20 20 5.34 3.5 20.98 29.82 1.

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

 Rp            113,355,950 

Jumlah Paket Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapan

Paket 0 2 0 0 2 0 1 0 1 50                   -   0          106,975,000 94.37                       -   0 0         106,975,000 94.371 Kasubbag Umum -

Belum ada hambatan karena pekerjaan sudah sesuai dengan 

jadwal. Terdapat efisiensi anggaran dan akan dilakukan 

perubahan target (tahap perubahan DPA)

Melakukan evaluasi hasil pekerjaan

2.

Pendataan dan 

Pengolahan 

Administrasi

Kepegawaian

 Rp                 9,999,000 

Jumlah Dokumen 

Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian

Dokumen 0 0 0 1 1 0 0 1 1 100           8,554,000 85.55                     -   0                       -   0 0           8,554,000 85.549 Kasubbag Umum Pedoman administrasi kepegawaian yang jelas Belum ada hambatan

Mulai Menghimpun, Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian 

dokumen kepegawaian yang kemudian akan di olah datanya 

untuk keperluan laporan dan administrasi rutin

3.

Monitoring, Evaluasi, 

dan Penilaian Kinerja

Pegawai

 Rp              47,939,500 

Jumlah Dokumen 

Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai

Dokumen 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0           9,450,000 19.71            10,950,000 9.66               6,209,665 5.48 0          26,609,665 55.507 Kasubbag Umum

1. Adanya sistem manajemen kinerja berbasis digital 

mempermudah pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan

2. Pegawai dan tim administrasi yang memahami prosedur 

monitoring dan evaluasi akan menghasilkan dokumentasi yang 

lebih tertib dan lengkap

Belum ada hambatan karena pekerjaan telah sesuai jadwal

Mulai menghimpun, Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian 

dokumen. Serta melakukan analisis dan evaluasi kinerja 

pegawai

4.

Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

 Rp              51,660,000 

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

Orang 0 0 0 20 20 7 8 27 42 210           4,250,000 8.23             4,250,000 8.23              27,094,300 52.447 0          35,594,300 68.90 Kasubbag Umum
Koordinasi dengan pihak penyelenggara bimtek./pelatihan 

untuk mendukung kinerja pegawai Dinas Perhubungan 

Jadwal/waktu pelatihan belum dapat dipastikan karena 

menyesuaikan jadwal/pihakpenyelenggara

Mencari/sonding terkait bimtek atau pelatihan yang diperlukan 

oleh pegawai di Dinas Perhubungan

1.

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada

Perangkat Daerah - 

Dishub

 Rp             65,128,900 % 0 0 0 92 92 0 0 92.75 92.75 1.

Penyusunan 

Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD

 Rp              38,653,800 
Jumlah Rencana Kebutuhan 

Barang Milik Daerah SKPD
Dokumen 0 1 0 0 1 0 1 0 1 100                   -   0 -                   0 14,733,000             57.016 0          14,733,000 38.115 Kasubbag Umum

1. Adanya regulasi pengelolaan BMD dan format RKBMD 

mendorong penyusunan rencana kebutuhan

2. Sudah adanya sistem digital/aplikasi inventaris, sehingga 

memudahkan pencatatan, pengumpulan, dan pengelolaan 

usulan RKBMD

Beban kerja yang tinggi, sehingga Pegawai fokus pada 

operasional, sehingga pengumpulan usulan RKBMD tertunda

1. Mensosialisasikan pengisian RKBMD ke seluruh bidang

2. Mulai mengumpulkan dan verifikasi kelengkapan usulan

3. Menyusun dokumen rencana kebutuhan BMD SKPD, 

kemudian melakukan persetujuan dokumen oleh pimpinan

2.
Pengamanan Barang 

Milik Daerah SKPD
 Rp                 7,070,000 

Jumlah Dokumen 

Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD

Dokumen 0 1 0 1 2 0 1 0 1 50                   -   0                     -   0                       -   0 0                   -   0 Kasubbag Umum

1. Adanya dukungan kepala Dinas dalam tertib administrasi 

aset

2. Adanya Sistem Informasi Aset yang Terintegrasi 

(Penggunaan aplikasi/SIMDA BMD mempermudah pencatatan 

dan penerbitan dokumen)

Kurangnya sinkronisasi data antara Dishub dan BPKAD

1. Pemetaan Awal (Inventarisasi BMD per KIB (Tanah, 

Peralatan, Gedung, dll)), kemudian Identifikasi status dokumen: 

lengkap / belum lengkap / bermasalah

2. Melakukan penertiban administratif melalui pelengkapan 

BAST, SK Penetapan Status Penggunaan (PSP), sertifikat 

atau BPKB, serta pembaruan dan digitalisasi data pada 

aplikasi SIMDA/SIPD BMD

3. Monitoring dan evaluasi berkala melalui rekonsiliasi 

triwulanan SKPD–BPKAD

3.
Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD
 Rp              19,405,100 

Jumlah Laporan 

Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD

Laporan 1 1 1 1 4 1 1 1 3 75                   -   0             2,860,000 0.37               2,400,000 0.31 0           5,260,000 27.106 Kasubbag Umum
Adanya sumber data yang lengkap, seperti data KIB dan 

Dokumen Persediaan   
Kurangnya sinkronisasi data antara Dishub dan BPKAD

1. Mulai melakukan inventarisasi & verifikasi (mencocokan data 

BMD dengan dokumen pendukung untuk memastikan 

kelengkapan dan keakuratan)

2. Mekap data menjadi laporan penatausahaan BMD per jenis 

aset, kemudian dibuat laporan untuk dilaporkan kepada 

pimpinan

3. Melakukan monitoring secara berkala   

1.

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah - Dishub

 Rp      5,188,286,411 % 25 25 25 25 100 25 25 25 75 1.
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
 Rp              24,994,000 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat
Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 9 75           6,000,000 24.01             6,000,000 24.01               6,000,000 24.006 0          18,000,000 72.017 Kasubbag Umum

Adanya staf paham prosedur pencatatan surat masuk dan 

keluar serta sudah adanya aplikasi yang menunjang kegiatan 

surat menyurat

Kegiatan bersifat rutin namun terkadang proses disposisi yang 

terlambat serta belum semua staf memahami kode klasifikasi 

surat sehingga proses surat menyurat sediktit terlambat

1. Melakukan proses catat/input pada aplikasi surat masuk dan 

surat keluar

2. Membagikan surat masuk ke masing-masing bidang setelah 

menerima disposisi pimpinan (jika manual), apabila melalui 

aplikasi srikandi disposisi akan langsung masuk ke akun 

masing-masing penanggung jawab/kepala bidang

3. Merekap surat masuk dan surat keluar setiap bulan

1. Membeli materai sebagai penunjang kegiatan surat 

menyurat (menyesuaikan kebutuhan)

1. Menyiapkan Rencana Kerja dan 

Menyusun Dokumen Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD

2. Mengumpulkan dan menyusun 

dokumen seperti SOP, panduan, 

dan laporan penggunaan sistem

3. Menyimpan dokumen di server 

atau arsip digital dengan 

pencatatan metadata

4. Memeriksa serta 

mengevaluasi kelengkapan, 

kesesuaian, dan kualitas 

dokumen secara rutin

Persentase Sarana 

Prasarana Kantor 

Yang Berfungsi 

Dengan Baik

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan dan pekerjaan melalui 

e-purchasing

4. Melakukan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor yang 

disediakan

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan melalui e-purchasing

4. Melengkapi Persyaratan Proses 

Pekerjaan dan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Paket 

Barang Cetakan dan Penggandan 

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan dan Melaksanakan 

pekerjaan setelah Pejabat 

Pengadaan mengumumkan 

Pengadaan Langsungnya

4. Melakukan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan pemeliharaan ac, 

printer, pc/laptop dan 

pemeliharaan rutin gedung kantor

3. Melaksanakan pekerjaan 

pemeliharaan ac, printer, dan 

pemeliharaan rutin gedung kantor

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

Persentase SDM 

Aparatur yang 

Mengikuti Pendidikan 

dan Pelatihan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Pakaian 

Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan 

4. Melaksanakan pekerjaan 

setelah Pejabat Pengadaan 

mengumumkan Pengadaan e-

purchasing

5. Melakukan Pembayaran 

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Membuat Telahaan 

Staf/Mengusulkan Nama yang 

akan Melakukan Perjalanan Dinas 

(sesuai dengan jadwal undangan 

yang harus dihadiri), untuk 

kegiatan Rutin

1. Menyesuaikan rencana akibat 

efisiensi anggaran dengan 

mengoptimalkan kendaraan yang 

ada

2. Pengendalian penggunaan 

kendaraan sesuai prioritas

Persentase BMD 

yang digunakan dan 

berfungsi baik

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2.Menyiapkan/Menyesuaikan  

Jadwal Kegiatan Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas

3. Melaksanakan pekerjaan 

setelah Pejabat Pengadaan 

mengumumkan  pengadaan 

langsungnya 

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

Persentase 

Pelayanan Jasa 

Penunjang Tepat 

Waktu

1. Menyiapkan kertas kerja 

sesuai format laporan standar 

(tanggal, nomor surat, jenis, 

pengirim/penerima, disposisi)

2. Melakukan proses catat/input 

pada aplikasi surat masuk dan 

surat keluar

3. Membagikan surat masuk ke 

masing-masing bidang setelah 

menerima disposisi pimpinan 

(jika manual), apabila melalui 

aplikasi srikandi disposisi akan 

langsung masuk ke akun masing-

masing penanggung jawab/kepala 

bidang

4. Merekap surat masuk dan 

surat keluar setiap bulan

1. Membeli materai sebagai 

1. Mengumpulkan data 

kepegawaian dari seluruh bidang

2. Memverifikasi dan 

memvalidasi dokumen 

administrasi pegawai

3. Menginput data ke sistem 

administrasi kepegawaian

4. Menyusun laporan atau 

rekapitulasi dokumen 

kepegawaian. Kemudian, 

melakukan review dan koreksi 

internal

5. Menyampaikan dokumen dan 

1. Mengumpulkan data, 

memverifikasi serta 

memvalidasi dokumen pendukung 

kinerja pegawai

2. Melakukan monitoring dan 

evaluasi capaian kinerja

3. Menyusun, review dan 

finalisasi dokumen penilaian 

4. Menyampaikan laporan hasil 

monitoring dan penilaian ke 

pimpinan

1. Menyiapkan Rencana Kerja, 

Menyusun serta Menyesuaikan 

Jadwal dan Jenis Bimtek Pegawai

2. Berkoordinasi dengan Pihak 

Penyelenggara Bimtek dan 

Pegawai yang akan Mengikuti 

Bimtek

3.  Menyusun Laporan dan  

Evaluasi Hasil Pekerjaan

Persentase BMD 

Yang Berfungsi 

Dengan Baik

1. Menyiapkan usulan kebutuhan 

BMD sesuai kondisi inventaris 

dan rencana kegiatan

2. Memeriksa kelengkapan, 

kesesuaian spesifikasi, jumlah, 

dan prioritas kebutuhan

3. Menyusun dokumen resmi 

rencana kebutuhan BMD 

berdasarkan usulan yang telah 

diverifikasi

4. Memeriksa kesesuaian jumlah 

usulan RKBMD dengan rencana 

kebutuhan, dan menindaklanjuti 

jika ada kekurangan atau revisi

1. Mengidentifikasi/Menentukan 

jenis BMD yang memerlukan 

pengamanan, baik fisik maupun 

administrasi BMD berdasarkan 

KIB

2. Membuat kertas kerja yang 

berisi  (daftar pengamanan, 

tanda bukti, catatan 

pengawasan) berdasarkan data 

KIB yang kemudian akan dibuat 

menjadi dokumen pengamanan

3. Mengarsipkan dokumen 

pengamanan secara fisik atau 

digital, rapi sesuai kategori BMD

4. Melakukan pemeriksaan rutin 

1. Menyiapkan Rencana 

Kerja/Persiapan Data 

(mengumpulkan seluruh dokumen 

pendukung, seperti BA 

Rekonsiliasi BMD, KIB, SK PSP 

serta Dokumen Persediaan)

2. Melakukan inventarisasi & 

verifikasi (mencocokan data 

BMD dengan dokumen pendukung 

untuk memastikan kelengkapan 

dan keakuratan)

3. Mekap data menjadi laporan 

penatausahaan BMD per jenis 

aset, kemudian dibuat laporan 

untuk dilaporkan kepada 

pimpinan

4. Melakukan monitoring secara 

berkala   



Jml % I % II % III % IV % Jml %

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)
Ket 

(Evaluasi Per Triwulan III)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW III 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

2025

Realisasi 

s/d TW III

Penanggung 

Jawab
NoSatuan

Target 

2025

Realisasi s/d 

TW III 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat Rencana A ksi

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan September

Triwulan

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW III
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

Indikator Kinerja Satuan

2.

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

 Rp            991,999,500 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 9 75          96,518,192 9.73            87,652,856 8.84            391,084,766 39.424 0         575,255,814 57.99 Kasubbag Umum Sesuai jumlah tagihan setiap bulannya Belum ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin
Menyiapkan berkas tagihan yang akan diproses sesuai dengan 

jumlah tagihan bulanan 

3.

Penyedia Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

 Rp        4,171,292,911 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 9 75         911,026,446 21.84        1,449,072,542 34.739            705,251,675 16.907 0       3,065,350,663 73.487 Kasubbag Umum

Adanya kewajiban dinas membayar gaji non pns, tenaga 

kebersihan dan keamanan karena anggaran telah tersedia 

dalam DPA

Belum ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin
Melengkapi berkas pembayaran kemudian akan diproses 

pencairan anggaran sesuai dengan tagihan

7.

Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah - Dishub

 Rp      1,898,594,000 % 0 0 0 92 92 0 0 0 0.00 1.

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan

 Rp              84,720,000 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajaknya

Unit 0 1 0 1 2 0 1 0 1 50                   -   0            25,546,000 30.15              26,320,000 31.067 0          51,866,000 61.22 Kasubbag Umum
Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal/ permintaan akan 

kebutuhan 
Belum ada hambatan karena berjalan sesuai dengan jadwal

Menyiapkan kelengkapan berkas kemudian akan diproses 

sesuai dengan  kebutuhan 

2.

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan

 Rp            111,843,000 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Unit 3 2 2 2 9 3 2 2 7 77.778          10,000,000 8.94            35,980,000 32.17              39,562,200 35.373 0          85,542,200 76.48 Kasubbag Umum
Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal/ permintaan akan 

kebutuhan 
Belum ada hambatan karena berjalan sesuai dengan jadwal

Menyiapkan kelengkapan berkas kemudian akan diproses 

sesuai dengan  kebutuhan 

3.
Pemeliharaan Aset Tak 

Berwujud
 Rp                 2,600,000 

Jumlah Aset Tak Berwujud 

yang Dipelihara
Unit 0 1 0 0 1 0 1 0 1 100                   -   0             1,200,000 46.15                       -   0 0           1,200,000 46.154 Kasubbag Umum Adanya anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan Belum ada hambatan Dilakukan monitoring secara berkala

4.

Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya

 Rp        1,699,431,000 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

Unit 10 60 82 62 214 11 59 82 152 71.028           5,700,000 0.34            27,258,500 1.60            873,737,854 51.414 0         906,696,354 53.35 Kasubbag Umum Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang baik 
Belum ada hambatan karena berjalan rutin dan menyesuaikan 

permintaan

Koordinasi dengan pihak ketiga untuk mempercepat pekerjaan 

sesuai dengan jadwal

Meningkatnya Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Persentase Keluhan 

Pengguna Layanan 

yang Ditindaklanjuti

% 100 61.02
Kepala UPTD 

Terminal
3.

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah - UPTD

 Rp      2,750,538,437 % 25 25 25 25 100 25 25 25 75 1.
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
 Rp                 8,999,999 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat
Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 9 75           3,710,000 41.22                     -   0               4,710,000 52.333 0           8,420,000 93.556

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Adanya staf paham prosedur pencatatan surat masuk dan 

keluar serta sudah adanya aplikasi yang menunjang kegiatan 

surat menyurat

Kegiatan bersifat rutin namun terkadang proses disposisi yang 

terlambat serta belum semua staf memahami kode klasifikasi 

surat sehingga proses surat menyurat sediktit terlambat

1. Melakukan proses catat/input pada aplikasi surat masuk dan 

surat keluar

2. Membagikan surat masuk ke masing-masing bidang setelah 

menerima disposisi pimpinan (jika manual), apabila melalui 

aplikasi srikandi disposisi akan langsung masuk ke akun 

masing-masing penanggung jawab/kepala bidang

3. Merekap surat masuk dan surat keluar setiap bulan

1. Membeli materai sebagai penunjang kegiatan surat 

menyurat (menyesuaikan kebutuhan)

2.

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

 Rp            233,991,850 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 9 75          29,427,956 12.58            33,119,428 14.15              32,943,338 14.08 0          95,490,722 40.809

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Sesuai jumlah tagihan setiap bulannya Belum ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin
Menyiapkan berkas tagihan yang akan diproses sesuai dengan 

jumlah tagihan bulanan 

3.

Penyedia Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

 Rp        2,507,546,588 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 9 75         411,690,000 16.42          631,584,600 25.19            617,535,000 24.627 0       1,660,809,600 66.232

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Adanya kewajiban dinas membayar gaji non pns, tenaga 

kebersihan dan keamanan karena anggaran telah tersedia 

dalam DPA

Belum ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin
Melengkapi berkas pembayaran kemudian akan diproses 

pencairan anggaran sesuai dengan tagihan

197,920,159,664Rp                    66,909,168,928Rp         

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi197,920,159,664Rp            197,920,159,664Rp              4,859,449,711Rp     

47,626,204,336Rp      47,626,204,336.00              -Rp                         

150,880,892,003-Rp            

150,293,955,328-Rp            KEPALA DINAS

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2.Menyiapkan/Menyesuaikan  

Jadwal Kegiatan Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas

3. Melaksanakan pekerjaan 

setelah Pejabat Pengadaan 

mengumumkan  pengadaan 

langsungnya 

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Berkas 

Pembayaran Rekening Listrik, 

Air, Internet dan Lisensi Zoom

3. Melaksanakan Proses 

Pembayaran 

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Peralatan 

Kantor

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan 

4. Melengkapi Persyaratan Proses 

Pekerjaan dan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

5. Menyiapkan dan Menginput 

Kelengkapan Berkas Tenaga 

Kebersihan dan Tenaga 

Keamanan yang akan dibayarkan 

Gajinya 

6. Menyiapkan dan Menginput 

Kelengkapan Berkas Non PNS 

yang akan dibayar gajinya

7. Mengantar Dokumen LS Gaji 

Non PNS ke BPKAD beserta 

kelengkapan berkasnya sebelum 

di email ke Kasda 

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Berkas 

Pembayaran Rekening Listrik, 

Air, Internet 

3. Melaksanakan Proses 

Pembayaran 

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Peralatan 

Kantor

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan 

4. Melengkapi Persyaratan Proses 

Pekerjaan dan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

5. Menyiapkan dan Menginput 

Kelengkapan Berkas Tenaga 

Kebersihan dan Tenaga 

Keamanan yang akan dibayarkan 

Gajinya 

6. Mengantar Dokumen LS Gaji 

Tenaga Kebersihan dan 

Kemananan ke BPKAD beserta 

kelengkapan berkasnya sebelum 

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Menentukan scope (domain, 

hosting, aplikasi, DB, SSL)

3. Membackup data-data yang 

penting, perbaikan korektif 

(perbaikan bug, restore backup, 

pembersihan malware)

4. Mengecek secara berkala 

5. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan pemeliharaan ac, 

printer, dan pemeliharaan rutin 

gedung kantor

3. Melaksanakan pekerjaan 

pemeliharaan ac, printer, dan 

pemeliharaan rutin gedung kantor

4. Melakukan evaluasi hasil 

Persentase 

Pelayanan Jasa 

Penunjang Tepat 

Waktu

1. Menyiapkan kertas kerja 

sesuai format laporan standar 

(tanggal, nomor surat, jenis, 

pengirim/penerima, disposisi)

2. Melakukan proses catat/input 

pada aplikasi surat masuk dan 

surat keluar

3. Membagikan surat masuk ke 

masing-masing bidang setelah 

menerima disposisi pimpinan 

(jika manual), apabila melalui 

aplikasi srikandi disposisi akan 

langsung masuk ke akun masing-

masing penanggung jawab/kepala 

bidang

4. Merekap surat masuk dan 

surat keluar setiap bulan

1. Membeli materai sebagai 

Persentase BMD 

yang digunakan dan 

berfungsi baik

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2.Menyiapkan/Menyesuaikan  

Jadwal Kegiatan Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas

3. Melakukan Proses Pekerjaan 

beserta Berkas Kelengkapan 

Pelaksanaan Pekerjaan dan 

Pembayaran 

4. Melakukan Evaluasi Hasil 

Pekerjaan

Samarinda,     Oktober 2025 
 

Plt. Kepala Dinas 
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422.1175573 206,755,000                 

Jml % I % II % III % IV % Jml %

 Rp 199,460,159,664 

2.

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin Usaha 

Angkutan Sungai dan 

Danau untuk Kapal 

yang Melayani Trayek 

Kewenangan Provinsi

 Rp            109,700,708 

Jumlah Laporan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Usaha Angkutan 

Sungai dan Danau untuk 

Kapal yang Melayani 

Trayek Kewenangan 

Provinsi

Laporan 0 0 1 0 1 0 √ 0 √ 1 0 1 100 12,463,013         11.36 22,633,820           20.63 17,291,792             15.76 55,264,500             50.378 107,653,125        98.13 Kepala Bidang 

Pelayaran

Merupakan Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya 

dalam rangka sosialisasi pengawasan dan aksi 

pengingkatan keselamatan pelayaran

Belum ada hambatan karena kegiatan telah dilaksanakan 

(Bulan Agustus)

Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bersama-sama 

melaksanakan hasil kesepakatan dari Forum Keselamatan 

Pelayaran yang telah dilaksanakan dalam rangka 

menjalankan keselamatan berlayar

2

Penetapan Lintas 

Penyeberangan dan 

Persetujuan 

Pengoperasian 

Kapal antar Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam Daerah 

Provinsi yang 

Terletak pada 

Jaringan Jalan 

Provinsi dan/atau 

Jaringan Jalur 

Kereta Api Provinsi

 Rp             66,321,887 

Jumlah Data dan 

Informasi Jaringan 

Lintas 

Penyeberangan dan 

Sungai Danau yang 

Tersedia

Dokumen 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1

Penyediaan Data dan 

Informasi Jaringan 

Lintas Penyeberangan 

dan Persetujuan 

Pengoperasian 

Angkutan Sungai, 

Danau dan 

Penyeberangan antar 

Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 

Daerah Provinsi pada 

Jaringan Jalan Provinsi 

dan/atau Jaringan Jalur 

Kereta Api Provinsi

 Rp              66,321,887 

Jumlah Data dan Informasi 

Jaringan Lintas 

Penyeberangan dan 

Disetujuinya Pengoperasian 

Angkutan Sungai, Danau 

dan Penyeberangan antar 

Daerah Kabupaten/Kota 

dalam Daerah Provinsi 

pada Jaringan Jalan 

Provinsi dan/atau Jaringan 

Jalur Kereta Api Provinsi

Dokumen 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 100 9,515,300          14.35 930,000              1.40 2,590,000              3.91 51,802,150             78.107 64,837,450         97.76
Kepala Bidang 

Pelayaran

 

Mengingat pekerjaan/kegiatan utama terdampak oleh 

kebijakan efisiensi anggaran dan target harus tetap ada. 

Maka setelah berkoordinasi dengan Bidang Perencana 

Bappeda, diperkenankan untuk merealisasikan target 

kegiatan/sub kegiatan dengan laporan yang menunjang 

kegiatan/pekerjaan utama terdampak oleh kebijakan efisiensi 

anggaran tersebut

Adanya efisiensi anggaran sehingga paket study Kebutuhan 

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Antar 

Kab/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 

Dihapuskan

Melaksanakan kegiatan menyesuaikan jadwal dan anggaran 

kas 

3

Penerbitan Izin 

Usaha Jasa Terkait 

Berupa Bongkar 

Muat Barang, Jasa 

Pengurusan 

Transportasi, 

Angkutan Perairan 

Pelabuhan, 

Penyewaan 

Peralatan Angkutan 

Laut atau Peralatan 

Jasa Terkait Dengan 

Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan 

Depo Peti Kemas

 Rp          173,306,738 
Badan 

Usaha
15 20 15 15 65 42 25 29 17 113 1.

Fasilitasi Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan 

Izin Usaha Jasa Terkait 

Berupa Bongkar Muat 

Barang, Jasa 

Pengurusan 

Transportasi, Angkutan 

Perairan Pelabuhan, 

Penyewaan Peralatan 

Angkutan Laut atau 

Peralatan Jasa Terkait 

dengan Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan Depo 

Peti Kemas dalam 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik

 Rp              61,800,000 

Jumlah Dokumen terkait 

Pemenuhan Persyaratan 

Perolehan Izin Usaha Jasa 

Berupa Bongkar Muat 

Barang, Jasa Pengurusan 

Transportasi, Angkutan 

Perairan Pelabuhan, 

Penyewaan Peralatan 

Angkutan Laut atau 

Peralatan Jasa Terkait 

dengan Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan Depo 

Peti Kemas dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

Dokumen 15 20 15 15 65 √ 42 √ 25 √ 29 √ 17 113 173.85 -                 0 5,840,000            9.45 17,667,682             28.59 36,857,918             59.641 60,365,600         97.679 Kepala Bidang 

Pelayaran

1. Proses perizinan dilakukan secara elektronik sehingga 

dapat diakses kapan saja dan dimana saja termasuk proses 

surat-menyurat rekomendasi perizinan

2. Instansi terkait pemangku perizinan berkoordinasi  dengan 

baik dalam mensosialisasikan prosedur perizinan berusaha 

dalam proses perubahan pedoman perizinan ke PP 28/2025

1. Masih perlu penyesuaian terhadap perubahan PP 5/2021 

ke PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko

2. Masih banyak daerah yang RDTR nya belum tercover 

dalam sistem OSS sehingga untuk pemenuhan persyaratan 

dasar KKPR memerlukan persetujuan PKKPR oleh instansi 

terkait sehingga proses pengurusan perizinan melalui OSS 

masih terhambat

1. Aktif melakukan asistensi dan difasiliasi bagi pelaku usaha 

yang membutuhkan bantuan dalam mengakses OSS untuk 

submit permohonan perizinan berusaha

2. Koordinasi dengan baik antar instansi penyelenggara 

perizinan berusaha (Dishub, DPMPTSP, PUPR, ATR/BPN, 

Penyelenggara Pelabuhan, asosiasi terkait)

2.

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin Usaha 

Jasa Terkait Berupa 

Bongkar Muat Barang, 

Jasa Pengurusan 

Transportasi, Angkutan 

Perairan Pelabuhan, 

Penyewaan Peralatan 

Angkutan Laut atau 

Peralatan Jasa Terkait 

dengan Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan Depo 

Peti Kemas

 Rp            111,506,738 

Jumlah Laporan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Usaha Jasa Terkait 

Berupa Bongkar Muat 

Barang, Jasa Pengurusan 

Transportasi, Angkutan 

Perairan Pelabuhan, 

Penyewaan Peralatan 

Angkutan Laut atau 

Peralatan Jasa Terkait 

dengan Angkutan Laut, 

Tally Mandiri, dan Depo 

Peti Kemas

Laporan 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100 -                 0 12,748,500           11.43 26,913,660             24.14 62,071,845             55.666 101,734,005        91.236
Kepala Bidang 

Pelayaran

Antusiasme para pelaku usaha untuk mengikuti koordinasi 

penyelenggaraan jasa terkait angkutan di perairan 

khususnya bongkar muat dan jasa pengurusan transportasi 

dalam rangka evaluasi untuk menjalankan usaha yang lebih 

baik kedepannya

Belum ada hambatan, kegiatan berjalan sesuai dengan 

jadwal

1. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bersama-sama 

melaksanakan hasil kesepakatan dari  Kegiatan Rapat 

Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Usaha Jasa 

Terkait Angkutan di Perairan yang telah dilaksanakan

2. Memberi informasi yang tepat dan akurat kepada  para 

pelaku usaha  penyelenggaraan jasa terkait angkutan di 

perairan khususnya bongkar muat dan jasa pengurusan 

transportasi

4

Pembangunan, 

Penerbitan Izin 

Pembangunan dan 

Pengoperasian 

Pelabuhan 

Pengumpan 

Regional

 Rp      4,788,295,861 Unit 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1.

Pembangunan 

Pelabuhan 

Pengumpan 

Regional

 Rp        4,788,295,861 

Jumlah Pelabuhan 

Pengumpan Regional yang 

Terbangun

Unit 0 0 1 0 1 0 √ 0 √ 0 √ 1 1 100 43,018,046         0.90 22,975,765           0.48 34,918,730             0.73 4,092,052,339          85.459 4,192,964,880      87.57 Kepala Bidang 

Pelayaran

Dengan adanya Readiness Criteria yang sudah tercapai, 

yakni SK Hibah Asset dari Kab. Kutai Barat ke Prov. Kaltim), 

maka diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

Terdapat 1 (satu) kegiatan Jospol yaitu Kajian Review 

Keputusan Menteri Perhubungan 722/2018  tidak jadi 

dilaksanakan dikarenakan pekerjaan/studi tersebut mirip 

dengan studi yg sedang dikerjakan oleh DPRD. Sehingga 

realisasi tidak terserap secara maksimal

Studi-studi yang telah dilakukan dijadikan sebagai dasar 

perencanaan untuk pekerjaan fisik ke depan 

2

Tersedianya Penetapan 

Kebijakan Jaringan 

Perkeretaapian

Persentase kebijakan 

Penetapan Jaringan 

Perkeretaapian 

% 45 40

Kepala Bidang 

Pengembangan 

dan 

Perkeretaapian

1

Penetapan Rencana 

Induk 

Perkeretaapian

 Rp          119,890,787 

Persentase 

Ketersediaan 

Rencana 

Perkeretaapian

% 0 0 0 45 45 0 0 0 40 40 1

Pelaksanaan 

Penyusunan 

Rencana Induk 

Perkeretaapian

 Rp            119,890,787 
Jumlah Dokumen Rencana 

Induk Perkeretaapian
Dokumen 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100 8,327,800          6.95 15,838,300           13.21 36,177,007             30.17 36,733,900             30.639 97,077,007         80.97

Kepala Bidang 

Pengembangan 

dan 

Perkeretaapian

 

Mengingat pekerjaan/kegiatan utama terdampak oleh 

kebijakan efisiensi anggaran dan target harus tetap ada. 

Maka setelah berkoordinasi dengan Bidang Perencana 

Bappeda, diperkenankan untuk merealisasikan target 

kegiatan/sub kegiatan dengan laporan yang menunjang 

kegiatan/pekerjaan utama terdampak oleh kebijakan efisiensi 

anggaran tersebut

Adanya efisiensi anggaran sehingga paket Kajian Studi 

Kelayakan Jalur Kereta api Lintas Layanan Tenggarong 

Bandara APT. Pranoto Samarinda Dihapuskan

Melaksanakan kegiatan menyesuaikan jadwal dan anggaran 

kas 

3

Menurunnya 

Kecelakaan di 

Ruas Jalan Provinsi

Jumlah Kecelakaan di 

Ruas Jalan Provinsi
Kejadian 165 155

Kepala Bidang 

LLAJ
1.

Penyediaan 

Perlengkapan Jalan 

di Jalan Provinsi

 Rp 150,606,899,335 % 0 0 0 85 85 0.00 0.96 74.12 9.92 85.00 1.

Penyediaan 

Perlengkapan 

Jalan di Jalan 

Provinsi

 Rp   150,606,899,335 

Jumlah Perlengkapan Jalan 

di Jalan Provinsi yang 

Tersedia

Unit 0 200 19000 2860 22060 0 √ 250 √ 19236 √ 2574 22060 100          62,197,567 0.04       10,525,894,130 6.99         30,495,095,369 20.248        100,113,717,237 66.474    141,196,904,303 93.75
Kepala Bidang 

LLAJ

1. Kondisi jalan mantap yang bisa dipasangi fasilitas 

keselamatan jalan

2. Kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan untuk mengurangi 

kecelakaan

Belum ada hambatan, pekerjaaan sudah selesai sesuai 

dengan jadwal dan rencana

1. Melakukan Koordinasi dengan PUPR & PERA terkait 

informasi pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 

2025. guna memastikan tidak adanya pekerjaan yang 

overlaping diruas jalan yang akan dikerjakan

2. Melakukan monitoring dan evaluasi karena masih dalam 

tahap pemeliharaan  ke semua paket pekerjaan 

2.

Pelaksanaan 

Manajemen dan 

Rekayasa Lalu 

Lintas untuk 

Jaringan Jalan 

Provinsi

 Rp          236,667,080 Dokumen 1 1 1 1 4 0 1 0 2 3 1.

Penataan Manajemen 

dan Rekayasa Lalu 

Lintas Untuk Jaringan 

Jalan Provinsi

 Rp            178,399,580 

Jumlah Laporan Penataan 

Manajemen dan Rekayasa 

Lalu Lintas Untuk Jaringan 

Jalan Provinsi

Laporan 1 3 3 3 10 1 3 2 3 9 90 12,580,000         7.05 6,937,523            3.89 41,543,526             23.29 85,307,334             47.818         146,368,383 82.05
Kepala Bidang 

LLAJ

Adanya kemauan pengusaha untuk mengurus  dokumen 

andalalin dalam proses pembangunan atau pengembangan 

wilayah

Kurangnya Kesadaran pengusaha  terkait pentingnya 

manajemen rekayasa lalu lintas

1. Memperbanyak SDM yang memiliki sertikasi Penilai 

Andalalin 

2. Melakukan sosialisasi kepada pengusaha agar dapat 

mengurus ijin andalalin

2

Pengawasan dan 

Pengendalian 

Efektivitas Pelaksanaan 

Kebijakan untuk Jalan 

Provinsi

 Rp              58,267,500 

Jumlah Laporan 

Pengawasan dan 

Pengendalian Efektivitas 

Pelaksanaan Kebijakan 

untuk Jalan Provinsi

Laporan 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 50 -                 0 8,294,000            14.23 -                     0 48,733,745             83.638          57,027,745 97.872
Kepala Bidang 

LLAJ

Banyaknya ruas jalan provinsi yang rusak akibat dari 

kendaraan ODOL, sehingga menjadi dasar pelaksanaan 

penegakkan hukum 

Keterbatasan Anggaran sehingga tidak dapat melakukan 

Gakkum ODOL sehingga kegiatan hanya dilakukan 2 Kali 

Koordinasi yang intensif akan terus dilakukan guna mencapai 

target pelaksanaan Kegiatan Penegakkan Hukum (ODOL) 

atau mengurangi pelanggaran kendaraan ODOL

3

Audit dan Inspeksi 

Keselamatan LLAJ 

di Jalan

 Rp          528,552,155 

Persentase 

Prasarana yang Laik 

Fungsi dan Sarana 

yang Laik Uji

% 7.5 18.5 18.5 29.5 74 0 31.60 9.90 79.6 121.10 1

Pelaksanaan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 

Pemenuhan 

Persyaratan 

Penyelenggaraan 

Kompetensi Pengemudi 

Kendaraan Bermotor 

Provinsi

 Rp            283,807,275 

Jumlah Laporan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 

Pemenuhan Persyaratan 

Penyelenggaraan 

Kompetensi Pengemudi 

Kendaraan Bermotor 

Provins

Laporan 0 0 1 2 3 0 0 2 1 3 100 -                 0 -                   0 66,107,873             23.293 163,495,740            57.608         229,603,613 80.901
Kepala Bidang 

LLAJ

1. Adanya keinginan untuk membangun sikap / perilaku dan 

budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dari segi 

sarana dan prasarana untuk mengurangi tingkat fatalitas 

kecelakaan 

2. Mendukung kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Perhubungan

Belum ada hambatan, kegiatan berjalan sesuai dengan 

rencana 

Mengevaluasi hasil Kegiatan Pembinaan Pengemudi 

Kendaraan Bermotor dan Kegiatan Pelajar Pelopor 

Keselamatan (2 Lap) (tingkat provinsi & nasional), sebagai 

dasar perencanaan ditahun berikutnya

2

Pelaksanaan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 

Sistem Manajemen 

Keselamatan 

Perusahaan Angkutan 

Umum

 Rp            173,745,440 

Jumlah Laporan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 

Sistem Manajemen 

Keselamatan Perusahaan 

Angkutan Umum

Laporan 2 3 3 2 10 1 2 3 4 10 100 20,959,239         12.06 18,660,000           10.74 26,033,207             14.984 99,137,720             57.059         164,790,166 94.85
Kepala Bidang 

LLAJ

1. Adanya keinginan untuk membangun sikap / perilaku dan 

budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dari segi 

sarana dan prasarana untuk mengurangi tingkat fatalitas 

kecelakaan

2. Pemenuhan tentang Sistem Manajemen Keselamatan 

Perusahaan Angkutan Umum

Belum ada hambatan, kegiatan berjalan sesuai dengan 

rencana (Kegiatan RAK LLAJ akan dilaksanakan setelah 

Pergub RAK LLAJ telah  di terbitkan)

Mengevaluasi hasil Kegiatan sebagai dasar perencanaan 

ditahun berikutnya

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

(jadwal pelaksanaan, lokasi 

pelaksanaan/jalan provinsi, 

persiapan sarana & prasarana)

2. Melakukan Koordinasi antar 

instansi (Dinas Perhubungan 

Kab/Kota, Kepolisian, BPTD 

(apabila gabungan biasanya di 

jalan nasional)

3. Melakukan Pelaksanaan 

Pengawasan,penindakan (over 

dimension and over loading) 

serta  proses hukum dilapangan

4. Melakukan pengendalian dan 

monitoring evaluasi hasil 

penegakkan hukum "over 

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Pembentukan Panitia Kegiatan 

Pelajar Pelopor Keselamatan dan 

Kegiatan Pembinaan Pengemudi 

Kendaraan Bermotor

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Menyiapkan Bahan Paparan 

dan Sistem Penilaian

5. Melaksanakan Kegiatan Pelajar 

Pelopor Keselamatan dan 

Kegiatan Pembinaan Pengemudi 

Kendaraan Bermotor serta

6. Menyusun 

Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan

'1a. Menyiapkan Rencana Kerja

1b. Menyusun Tim Kegiatan 

Audit dan Pemantauan Sistem 

Manajemen Keselamatan 

Perusahaan Angkutan

1c. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan Perusahaan 

Angkutan Umum dan menyusun 

Laporan Kegiatan Audit

2a. Menyiapkan Rencana Kerja

2b. Menyusun rencana/jadwal 

kegiatan inspeksi keselamatan 

(rampcheck)

2c. Melaksanakan kegiatan 

inspeksi keselamatan 

(rampcheck) dan menyusun 

laporan evaluasi kegiatan

3a. Menyiapkan rencana kerja 

serta membentuk Panitia Forum 

Keselamatan Angkutan Jalan & 

Kegiatan Rencana Aksi 

Keselamatan 

3b. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

3c. Melaksanakan Forum 

Keselamatan Angkutan Jalan & 

Kegiatan Rencana Aksi 

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

ulang akibat adanya efisiensi 

anggaran

2. Melakukan pekerjaan pra studi, 

pengumpulan data dan kajian 

awal yang hasilnya akan sebagai 

bahan pendukung, penguatan 

substansi studi utama, dasar 

pelaksanaan studi secara 

menyeluruh setelah dukungan 

anggaran tersedia

Persentase Ruas 

Jalan Provinsi yang 

Dipasang Fasilitas 

Keselamatan Jalan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pekerjaan melalui 

proses e-purchasing

3. Melaksanakan pekerjaan dan 

pengawasan Pemasangan Marka 

Jalan, Paku Marka, Pemasangan 

Zoss, Pemasangan APILL, Rambu 

Jalan, Pemasangan RPPJ, 

Pemasangan LPJU Solar Cellda 

Knvensional setelah Pejabat 

Pengadaan mengumumkan dan 

memilih penyedia di etalase e-

purchasing

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

Jumlah Pelaksanaan 

Rekomendasi MRLL 

Jaringan Jalan 

Provinsi yang 

dipatuhi

1a. Menerima Surat Permohonan 

Pengajuan untuk Pengujian 

Andalalin 

1b. Memverifikasi/Menguji 

Kelengkapan Berkas Pengujian 

sebelum dilakukan sidang uji

1c. Menjadwalkan dan melakukan 

pengujian andalalin (evaluasi 

teknis)  

1d. Memberi masukan (revisi jika 

ada) pada saat sidang uji 

1f. Apabila revisi serta 

kelengkapan pengujian telah 

dilengkapi sesuai arahan tim 

andalalin, surat rekomendasi 

andalalin dapat terbit

2a. Menerima Surat Permohonan 

Pengajuan untuk Rencaa 

Pelaksanaan MRLL

2b. Melakukan pengawasan saat 

pelaksanaan MRLL

2c. Melakukan Pemeriksaan 

Lapangan (Uji Fungsi) setelah 

MRLL diterapkan

2d. Melakukan pengendalian & 

monitoring manajemen dan 

rekayasa lalu lintas 

3a. Menyiapkan Rencana Kerja &  

membentuk Panitia Forum LLAJ

Jumlah 

Pelabuhan/Dermaga 

Pengumpan Regional 

Kewenangan Provinsi

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pekerjaan untuk 

mengikuti Proses Tender dan 

Seleksi di Biro UKPBJ

3. Melaksanakan pekerjaan dan 

pengawasan Rehabilitasi 

Dermaga Sungai Tering setelah 

pokja pemilihan di Biro UKPBJ 

mengumumkan Tender dan 

Seleksi

4. Melakukan evaluasi hasil 

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Pembentukan Panitia Forum 

Keselamatan Pelayaran

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Melaksanakan Forum 

Keselamatan Pelayaran dan 

Menyusun Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan Forum

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

ulang akibat adanya efisiensi 

anggaran

2. Melakukan pekerjaan pra studi, 

pengumpulan data dan kajian 

awal yang hasilnya akan sebagai 

bahan pendukung, penguatan 

substansi studi utama, dasar 

pelaksanaan studi secara 

menyeluruh setelah dukungan 

anggaran tersedia

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

Jumlah Badan Usaha 

Pelayaran yang 

Patuh Perzinan

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Melakukan Pengumpulan dan 

evaluasi data pemohon izin 

usaha

3. Memproses kelengkapan 

berkas pengajuan dan 

mengeluarkan rekom izin

95.95
Kepala Bidang 

Pelayaran

1. Pemenuhan perizinan merupakan kewajiban bagi setiap 

pelaku usaha sebagai dasar legalitas dalam menjalankan 

kegiatan usaha. 

Pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi ketentuan 

perizinan, kelengkapan dokumen administrasi, serta 

persyaratan keselamatan dan kelaikan kapal sesuai regulasi 

yang berlaku.

2. Adanya peraturan perundang-undangan yang spesifik 

mengatur angkutan sungai, danau dan penyeberangan

3. Pengusaha yang memiliki kewajiban dalam pengurusan 

sertifikat perizinan

4. Dengan terbitnya PP No 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berbasis resiko setiap usaha 

usaha/ pemilik kapal  angkutan di perairan wajib memiliki 

sertifikasi standar

1. Dalam proses perizinan masih banyak pelaku usaha yang 

belum paham dalam mengenai tata cara pendaftaran 

permohonan izin baru ataupun perpanjangan izin secara 

online pada aplikasi e-ptsp dan website www.oss.go.id

2. Sebagian besar pemilik kapal belum memenuhi 

persyaratan administrasi karena terkendala dalam proses 

pengurusan dokumen dimana yang menjadi persyaratan  

yaitu surat ukur, pas kapal sungai danau dan sertifikat 

keselamatan, sertifikat kelaiakan menjadi dasar dalam 

penerbitan sertifikat kartu pengawasan izin trayek dan 

seritifkat standar (pengoperasian kapal)

3. Adanya peralihan kewenangan pengalihan tugas dan 

fungsi di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau 

dan penyeberangan dari BPTD kelas II kalimantan timur 

kepada KSOP kelas I samarinda, sehingga proses 

penerbitan sertifikat kapal sedikit memakan waktu

4. Masih diperlukan waktu untuk melakukan penyesuaian 

terhadap perubahan regulasi dari PP Nomor 5 Tahun 2021 

menjadi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, baik 

dari aspek pemahaman substansi maupun implementasi 

pada sistem perizinan.

5. Masih terdapat sejumlah daerah yang Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR)-nya belum terintegrasi dalam sistem 

OSS, sehingga pemenuhan persyaratan dasar KKPR harus 

melalui persetujuan PKKPR oleh instansi terkait. Kondisi ini 

menyebabkan proses pengurusan perizinan melalui OSS 

belum dapat berjalan secara optimal.

1. Melakukan koordinasi kepada setiap instansi terkait untuk 

memberikan pembinaan kepada setiap badan usaha angkutan 

pelayaran/pemilik kapal tentang aturan PP. 5 tahun 2021, 

PM. 12 tahun 2021 dan PM. 61 tahun 2021;

 2. Bersurat ke KSOP kelas I samarinda terkait perizinan 

kapal dimana pemilik kapal yang belum melengkapi surat izin 

kapal, pengoperasian kapal, SPM dan Izin trayek untuk tidak 

diberikan SPOG (surat persetujuan olah gerak kapal);

3. Dilakukan Koordinasi dan Pembinaan Kepada Pelaku 

Usaha

dengan instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan 

pembinaan dan sosialisasi kepada badan usaha angkutan 

pelayaran dan pemilik kapal mengenai ketentuan peraturan 

perundang-undangan;

4. Melakukan Monitoring dan pengawasan terhadap 

pengusaha yang sudah mengurus perizinan

3.59 105,876,600           69.11 19.864 146,988,715        

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Pembentukan Panitia  Kegiatan 

Rapat Koordinasi dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Usaha Jasa 

Terkait Angkutan di Perairan

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Melaksanakan Kegiatan Rapat 

Koordinasi dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Usaha Jasa 

Terkait Angkutan di Perairan

30 √0 300 0 105

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Melakukan Pengumpulan dan 

evaluasi data pemohon izin

3. Memproses kelengkapan 

berkas pengajuan dan 

mengeluarkan rekom izin

√ 30,432,115             30 11 30 25 96 30 √ 11 √1.

Fasilitasi Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan 

Izinangkutan Sungai 

dan Danau untuk Kapal 

yang Melayani Trayek 

Kewenangan Provinsi 

dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

 Rp            153,198,544 

Jumlah Angkutan Sungai 

dan Danau untuk Kapal 

yang Melayani Trayek 

Kewenangan Provinsi 

dalam Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik yang Semenuhi 

Syarat Perizinan

Unit 0 25 96 91.429 5,180,000          3.38 5,500,000            

Indikator Kinerja Satuan

Jumlah Angkutan 

Sungai Danau yang 

Patuh Perizinan

Unit 40 22 22 210.98 0.978
Kepala Bidang 

Pelayaran
1.

Penerbitan Izin 

Trayek 

Penyelenggaraan 

Angkutan Sungai 

dan Danau untuk 

Kapal yang 

Melayani Trayek 

antar Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam Daerah 

Provinsi yang 

Bersangkutan

 Rp          262,899,252 Angka

Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

Rasio Konektivitas 

Angkutan Laut dan 

SDP

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW IV
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

105% 0.864

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan Desember

Triwulan

0.852 98.61 1.

Meningkatnya 

Konektivitas 

Angkutan Laut 

dan SDP

Ket 

(Evaluasi Per Triwulan IV)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD Indikator Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW IV

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

2025

Realisasi 

s/d TW IV

Penanggung 

Jawab
NoSatuan

Target 

2025

Realisasi s/d 

TW IV 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat Rencana A ksi

EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALTIM

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)

Meningkatnya Kualitas dan 

Ketersediaan Infrastruktur 

Perhubungan Untuk 

Mendukung Perekonomian dan 

Pemenuhan 

Infrastruktur Dasar di 

Kalimantan Timur 

60.01

Indeks Kualitas 

Layanan 

Infrastruktur (IKLI)  

Perhubungan 

1.

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

1.

Meningkatnya 

konektivitas 

dan aksesibilitas 

perhubungan yang 

berkualitas dan 

berkeselamatan ke 

pusat - pusat 

perekonomian di 

Wilayah Kalimantan 

Timur

1

.

Rasio Konektivitas 

Provinsi (Angka) 



Jml % I % II % III % IV % Jml %

Indikator Kinerja Satuan Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW IV
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan Desember

Triwulan

Ket 

(Evaluasi Per Triwulan IV)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD Indikator Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW IV

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

2025

Realisasi 

s/d TW IV

Penanggung 

Jawab
NoSatuan

Target 

2025

Realisasi s/d 

TW IV 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat Rencana A ksi

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

3

Pelaksanaan 

Pengawasan Melalui Uji 

Petik terhadap Unit 

Pelaksana Uji Berkala 

Kendaraan Bermotor 

Inspeksi, Audit dan 

Pemantauan Unit 

Pelaksana Uji Berkala 

Kendaraan Bermotor

 Rp              70,999,440 

Jumlah laporan Uji Petik 

terhadap Unit Pelaksana Uji 

Berkala Kendaraan 

Bermotor

Laporan 0 0 0 9 9 0 0 0 9 9 100 19,835,851         27.94 23,022,836           32.43 -                     0 10,942,701             15.412          53,801,388 75.78
Kepala Bidang 

LLAJ
-

Belum ada hambatan karena kegiatan berjalan sesuai 

dengan jadwal

Ruitn melaksanakan koordinasi dan memberi masukan  

kepada Kab/Kota terkait Pengawasan dan Koordinasi 

UPPKB

4.

Meningkatnya Layanan 

Lalu 

Lintas Jalan Provinsi 

dan 

AKDP

Persentase Layanan 

Lalu Lintas Jalan 

Provinsi dan AKDP 

% 86 86.01

Kepala UPTD 

Terminal & 

Kepala Bidang 

LLAJ

2

Pengelolaan 

Terminal 

Penumpang Tipe B - 

UPTD

 Rp      3,025,573,500 

Persentase 

Ketersediaan 

Perencanaan dan 

Fasilitas Terminal 

Tipe B yang 

Terbangun (UPTD 

Terminal)

% 0 0 0 58 58 0 0 0 77 77 1

Revitalisasi 

Terminal Tipe B 

(Fasilitas Utama 

dan Penunjang)

 Rp            242,362,080 

Jumlah Terminal yang 

direvitalisasi (Fasilitas 

Utama dan Penunjang)

Unit 0 0 0 2 2 0 √ 0 √ 0 2 2 100 -                 0 4,320,000            1.78 12,607,320             5.2019 160,693,080            66.303 177,620,400        73.29
Kepala UPTD 

Terminal

1. Kondisi Eksisting Terminal yang tidak memenuhi Standar 

Pelayanan Minimum Terminal.

2. Sudah adanya DED Terminal.

Pembangunan dan Pengawasan Gedung Terminal Sungai 

Kunjang ditunda karena adanya efisiensi anggaran

Mengusulkan pelaksanaan pembangunan gedung terminal 

sungai kunjang dapat terealisasi di tahun anggaran 

berikutnya

2

Penyelenggaran 

Sistem Informasi 

Manajemen 

Terminal 

Penumpang Tipe 

B

 Rp                 1,034,000 

Jumlah Terminal yang 

Menyelenggaran Sistem 

Informasi Manajemen 

Terminal Penumpang Tipe 

B

Unit 0 0 0 1 1 0 0 √ 0 √ 1 1 100 -                 0 -                   0 -                     0 1,000,000              96.712 1,000,000          96.712 Kepala UPTD 

Terminal

Berdasarkan kebutuhan organisasi dan kewajiban Undang-

Undang 22 Tahun 2009 Bab XVI mencakup: memenuhi 

standar hukum yang mengatur pengelolaan sistem informasi 

dan komunikasi, meningkatkan efisiensi layanan terminal 

melalui integrasi data, mendukung keamanan serta 

keteraturan lalu lintas, dan menyediakan akses informasi 

yang transparan serta responsif bagi pengguna layanan.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal 

Penumpang Tipe B ditunda karena adanya efisiensi 

anggaran

Mengusulkan anggaran untuk Penyelenggaraan Sistem 

Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B di tahun 

anggaran berikutnya

3

Peningkatan 

Kapasitas 

Kompetensi SDM 

Pengelola 

Terminal 

Penumpang Tipe 

B

 Rp              82,850,000 

Jumlah Kebutuhan 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia Pengelola 

Terminal Tipe B yang 

terpenuhi.

Orang 0 0 0 6 6 0 0 0 6 6 100 -                 0 -                   0 38,458,080             46.42 44,125,088             18.206 82,583,168         99.678
Kepala UPTD 

Terminal

Perlunya SDM Terninal Tipe B yang memiliki kompetensi 

yang relevan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan 

pelayanan 

Belum ada hambatan karena kegiatan sudah berjalan sesuai 

jadwal rencana

Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan serta mulai 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari diklat yang diikuti 

ke operator terminal lainnya

4

Pembangunan 

Terminal 

Penumpang Tipe 

B yang 

dilengkapi 

Fasilitas Utama 

dan Fasilitas 

Penunjang

 Rp        2,699,327,420 

Jumlah terminal Tipe B 

yang terbangun yang 

dilengkapi Fasilitas Utama 

dan Fasilitas Penunjang

Unit 0 0 0 2 2 0 0 √ 0 √ 2 2 100 -                 0 -                   0 632,086,547           23.416 1,404,539,981          135836 2,036,626,528      75.449
Kepala UPTD 

Terminal

Kondisi Eksisting Terminal yang tidak memenuhi Standar 

Pelayanan Minimum Terminal, sehingga diperlukan 

perencanaan yang matang sehingga pekerjaan fisik dapat 

dilaksanakan

Realisasi anggaran tidak maksimal terserap dikarenakan 

ada Pekerjaan Jalan Terminal Tipe B Kab. Paser tidak 

diperkenankan untuk dilaksanakan (sesuai BA Verifikasi RKA 

2025)

Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan serta mulai 

mempersiapkan data dukung untuk perencanaan tahun 

berikutnya

5.

Menurunnya Kejadian 

Kecelakaan per 1000 

Keberangkatan AKDP

Rasio Kejadian 

Kecelakaan 

Transportasi Per 

1000 Keberangkatan

Angka 0.005 0

Kepala Bidang 

LLAJ, Kepala 

Bidang 

Pengembangan & 

Perkeretaapian 

5

Penyediaan 

Angkutan Umum 

untuk Jasa 

Angkutan Orang 

dan/atau Barang 

Antar Kota dalam 1 

(satu) Daerah 

Provinsi

 Rp             40,206,000 

Jumlah Angkutan 

Umum dan/atau 

Barang yang 

tersedia

Unit 4 5 5 3 17 4 3 7 3 17 1

Pengendalian dan 

Pengawasan 

Ketersediaan Angkutan 

Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar 

Kota dalam 1 (satu) 

Provinsi

 Rp              40,206,000 

Jumlah Laporan 

pengendalian dan 

pengawasan KeTersediaan 

Angkutan Umum untuk 

Jasa Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar 

Kota dalam 1 (Satu) 

Provinsi

Laporan 1 1 1 1 4 0 1 1 2 4 100 8,152,700          20.28 2,590,000            6.44 2,820,000              7.01 26,154,600             65.051          39,717,300 98.78
Kepala Bidang 

LLAJ

 

 	

Beralihnya kewenangan perizinan Angkutan Barang Umum 

yang semula diterbitkan oleh Kab/Kota menjadi kewenangan 

Pemerintah Provinsi

 

 	

1. Masih banyak perusahaan Angkutan Barang Umum yang 

belum mengetahui terkait perubahan kewenangan perizinan

 2. Perusahaan belum memahami mengenai penggunaan 

aplikasi OSS

 

 	

1. Sosialisasi ke perusahaan angkutan barang umum dalam 

penerapan penggunaan aplikasi OSS

 2. Koordinasi dan berkomunikasi secara intens ke para 

pengusaha angkutan barang umum

2

Penyediaan Angkutan 

Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar 

Kota dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi

 Rp                                    - 

Jumlah Armada Angkutan 

Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang dan/atau 

Barang Antar Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsii

Unit 4 5 5 3 17 0 0 0 0 0 0 -                 0.00 -                   0 -                     0 -                     0                   -   ####
Kepala Bidang 

LLAJ

Direncanakan untuk menekan biaya distribusi, menjaga 

stabilitas harga dan mendorong pemerataan pembangunan 

di kalimantan timur

Tidak jadi dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran 

Tetap mempersiapkan data dukung kelengkapan untuk 

Subsidi Ongkos Angkut Perintis guna persiapan apabila 

ditahun berikutnya sub kegiatan ini memperoleh anggaran

6

Penetapan 

Kawasan Perkotaan 

untuk Pelayanan 

Angkutan Perkotaan 

yang Melampaui 

Batas 1 (satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi

 Rp          220,631,137 

Jumlah Perencanaan 

Multimoda yang 

Tersedia

Dokumen 0 0 0 3 3 0 0 1 2 3 1

Perumusan Kebijakan 

Penetapan Kawasan 

Perkotaan untuk 

Angkutan Perkotaan 

Kewenangan Provinsi

 Rp            155,511,585 

Jumlah Dokumen Kebijakan 

Penetapan Kawasan 

Perkotaan untuk Angkutan 

Perkotaan Kewenangan 

Provinsi

Dokumen 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 100 38,790,999         24.94 10,431,100           6.71 36,292,447             23.337 49,271,998             31.684         134,786,544 86.67

Kepala Bidang 

Pengembangan 

dan 

Perkeretaapian

1. Mereview kembali Tatrawil yang telah dilakukan, 

mengingat perlu evaluasi kebijakan transportasi agar 

selaras dengan perkembangan wilayah/dinamika wilayah dan 

penyangga IKN

2. Kajian Teknis Koridor Sanga-Sanga – Samarinda  

dilakukan untuk memastikan layanan angkutan umum koridor 

Sanga-Sanga–Samarinda layak, terjangkau, dan mendukung 

pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan

Kegiatan utama yaitu studi tidak dilaksanakan karena adanya 

efisiensi anggaran

Mempersiapkan data dukung kelengkapan untuk kegiatan 

Subsidi Review Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) 

Kalimantan Timur & Kajian Perencanaan Teknis Layanan 

Angkutan Umum Massal Koridor Sanga-Sanga Samarinda 

dengan cara melalui studi/laporan persiapan maupun 

kegiatan pendukung dikarenakan anggaran utama 

penyusunan studi diefisiensi

2

Sosialisasi dan Uji Coba 

Pelaksanaan Kebijakan 

Penetapan Kawasan 

Perkotaan untuk 

Angkutan Perkotaan 

Kewenangan Provinsi

 Rp              65,119,552 

Jumlah Dokumen 

Sosialisasi dan Uji Coba 

Pelaksanaan Kebijakan 

Penetapan Kawasan 

Perkotaan untuk Angkutan 

Perkotaan Kewenangan 

Provinsi

Dokumen 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 100 -                 0 2,300,000            3.53 23,004,596             35.327 22,146,100             34.008          47,450,696 72.87

Kepala Bidang 

Pengembangan 

dan 

Perkeretaapian

Sosialisasi Multimoda  diselenggarakan dengan tujuan 

utama untuk

memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada 

masyarakat terkait

Program Angkutan Umum Massal Bersubsidi di Provinsi 

Kalimantan Timur

Belum ada hambatan karena kegiatan masih berjalan sesuai 

rencana

Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bersama-sama 

mulai menentukan/merencanakan pola dan kertas kerja guna 

melaksanakan/mewujudkan hasil kesepakatan dari sosialisasi 

yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

transportasi yang lebih baik

6

Penerbitan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Orang 

dalam Trayek Lintas 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi

 Rp          338,907,960 

Jumlah 

Penyelenggara 

Angkutan Orang 

Dalam Trayek yang 

Patuh Perizinan

Unit 30 30 30 30 120 23 6 111 76 216 1

Fasilitasi Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan 

Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Orang dalam 

Trayek Kewenangan 

Provinsi dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

 Rp              88,883,670 

Jumlah Angkutan Orang 

dalam Trayek Kewenangan 

Provinsi dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik yang 

telah memenuhi 

persyaratan perizinan

Unit 30 30 30 30 120 23 6 111 76 216 180 11,902,000         13.39 5,500,500            6.19 2,930,810              3.30 58,306,553             65.599          78,639,863 88.475
Kepala Bidang 

LLAJ

Banyaknya masa berlaku izin penyelenggaraan yang telah 

lama mati/belum diperpanjang sehingga perlu pembaharuan 

perizinan melalui OSS

Menunggu permohonan perpanjangan Kartu 

Pengawasan/Ada beberapa perusahaan yang masa berlaku 

izin perusahaannya mati/habis sehingga perlu pembaharuan 

perizinan melalui OSS

Mengingatkan kepada para pengusaha angkutan untuk 

mengajukan permohonan sebelum jatuh tempo

2

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Orang dalam 

Trayek Kewenangan 

Provinsi

 Rp            250,024,290 

Jumlah Laporan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Orang dalam 

Trayek Kewenangan 

Provinsi

Laporan 1 1 1 1 4 0 0 2 2 4 100 -                 0 -                   0 132,687,536           53.07 25,254,600             10.101         157,942,136 63.171
Kepala Bidang 

LLAJ
Kegiatan mengikuti agenda dari Kementerian Perhubungan 

Belum ada hambatan karena kegiatan masih berjalan sesuai 

rencana

Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan guna perbaikan 

dan rencana ke depan

7

Penerbitan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Taksi 

yang Wilayah 

Operasinya 

Melampaui Lebih 

dari 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi

 Rp          195,798,880 

Jumlah 

Penyelenggara 

Angkutan Taksi yang 

Patuh Perizinan

Unit 30 60 150 70 310 31 44 65 180 320 1

Fasilitasi Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan 

Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Taksi yang 

Wilayah Operasinya 

Kewenangan Provinsi 

dalam Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

 Rp              98,399,440 

Jumlah Angkutan Taksi 

yang Wilayah Operasinya 

Kewenangan Provinsi 

dalam Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik yang memenuhi 

persyaratan perizinan

Unit 30 60 150 70 310 31 44 65 180 320 103.23 6,274,000          6.38 -                   0 14,740,000             14.98 46,069,400             46.819          67,083,400 68.17
Kepala Bidang 

LLAJ

1, Kesadaran pihak perusahaan  dalam hal mencermati 

tenggat waktu perpanjangan Kartu Pengawasan dan Izin 

Trayek 5 tahunan

2. Peningkatan terjadi karena adanya penambahan jumlah 

angkutan sewa khusus di Kaltim 

Menunggu permohonan perpanjangan Kartu Pengawasan
Mengingatkan kepada para pengusaha angkutan untuk 

mengajukan permohonan sebelum jatuh tempo

2

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Taksi yang 

Wilayah Operasinya 

Kewenangan Provinsi

 Rp              97,399,440 

Jumlah Laporan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Taksi yang 

Wilayah Operasinya 

Kewenangan Provinsi

Laporan 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100 -                 0.00 5,538,000            5.69 38,886,300             39.925 20,692,882             21.245          65,117,182 66.86
Kepala Bidang 

LLAJ

1. Adanya prioritas di suatu aplikator ASK sehingga banyak 

yang melakukan pengurusan

2. Pengusaha melakukan perubahan sifat kendaraan 

angkutan barang umum

3. Masih tersedianya kuota ASK sehingga ada beberapa 

perusahaan yang ingin menambah jumlah kendaraan

Menunggu permohonan perpanjangan izin trayek 5 tahunan

1. Mengingatkan kepada para pengusaha angkutan untuk 

mengajukan permohonan sebelum jatuh tempo

2. Koordinasi dan  sosialisasi ke perusahaan angkutan 

penumpang tidak dalam trayek (ASK, angkutan karyawan, dan 

angkutan antar jemput) dalam penerapan penggunaan 

aplikasi OSS

2.

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja dan 

Layanan Publik 

Perangkat Daerah 

1.

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

Angka 77 0 0 6.

Meningkatnya Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Indeks Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Indeks 74 90.52 Sekretaris 1

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

 Rp          625,816,352 % 0 0 0 92 92 15.38 15.39 15.38 46.16 92.31 1.

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

 Rp            324,414,484 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Dokumen 0 0 2 2 4 0 0 2 2 4 100          22,827,224 7.04            12,032,000 3.71              12,339,080 3.80              82,952,495 25.57         130,150,799 40.12

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Pentingnya menyusun dokumen perencanaan perangkat 

daerah sebagai guidance/panduan program kegiatan 

selama tahun berjalan berdasarkan data dukung yang 

berasal dari bidang

Belum ada hambatan, kegiatan berjalan sesuai jadwal 

rencana

Berkoordinasi dengan menyiapkan dan mengumpulkan data 

dukung dari setiap bidang untuk kelengkapan penyusunan 

dokumen perencanaan dan penganggaran di tahun 

berikutnya 

2.

Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 

RKA- SKPD

 Rp              48,326,945 

Jumlah Dokumen RKA-

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Dokumen 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100                   -   0             4,484,400 9.28              10,824,000 22.40              31,116,100 64.387          46,424,500 96.063

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang dalam 

pemenuhan kelengkapan data dukung

Belum ada hambatan, kegiatan berjalan sesuai jadwal 

rencana

Membuat jadwal untuk persiapan data dukung anggaran dan 

Berkoordinasi dengan Tim TAPD/pihak terkait guna 

percepatan penyusunan dokumen anggaran di tahun 

berikutnya

1. Menyusun Rencana Kerja 

2. Menunggu Penetapan Pagu dari 

Bappeda

3. Menyiapkan Data Dukung 

Lengkap setiap Kegiatan seperti 

KAK, RAB, beserta spesifikasi 

teknis

4. Mengikuti Asistensi sesuai 

Jadwal sebelum Menjadi  

DPA/RKA dan disahkan

5. Melakukan Perubahan 

DPA/RKA, menyesuaikan dengan 

Jadwal

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melakukan pengumpulan 

dokumen sesuai persyaratan dan 

evaluasi data terkait izin trayek 

yang sudah habis masa berlaku 

3. Melakukan sinkronisasi 

data/dokumen agar dapat 

dikeluarkan izin trayek/kartu 

pengawasan yang telah 

diperpanjang/diperbaharui

4. Membuat/Menyusun  laporan 

terkait jumlah permohonan izin 

yang telah dikeluarkan

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan 

3. Pembentukan Panitia Kegiatan 

Pemilihan  Abdiyasa Tingkat 

Provinsi dan Kegiatan Wahana 

Tata Nugraha

4. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

5. Melaksanakan Kegiatan 

Sosialisasi Keselamatan 

Angkutan  Jalan serta

Menyusun Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan

6. Melakukan Pendampingan bagi 

Peserta Abdiyasa Teladan untuk 

bertanding di level nasional

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melakukan pengumpulan 

dokumen sesuai persyaratan dan 

evaluasi data terkait izin trayek 

yang sudah habis masa berlaku 

3. Melakukan sinkronisasi 

data/dokumen agar dapat 

dikeluarkan izin trayek/kartu 

pengawasan yang telah 

diperpanjang/diperbaharui

4. Membuat/Menyusun  laporan 

terkait jumlah permohonan izin 

yang telah dikeluarkan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melakukan pengumpulan 

dokumen sesuai persyaratan dan 

evaluasi data terkait izin trayek 

yang sudah habis masa berlaku 

3. Melakukan sinkronisasi 

data/dokumen agar dapat 

dikeluarkan izin 

trayek/pertimbangan teknis yang 

telah diperpanjang/diperbaharui

4. Membuat/Menyusun  laporan 

terkait jumlah permohonan izin 

yang telah dikeluarkan

Persentase Dokumen 

Perencanaan dan 

Penganggaran yang 

ditetapkan Tepat 

Waktu

'1. Menyiapkan Rencana Kerja  Kegiatan 

Gender Statistik Sektor Perhubungan, 

Kegiatan Forum Perangkat Daerah, 

Kegiatan Penyusunan Renstra/Renja

2. Menyusun Jadwal dan Tim 

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan 

Gender Statistik Sektor Perhubungan 

3. Menyusun Laporan dan Dokumen 

Gender Statistik Sektor Perhubungan 

4. Menyiapkan Data Dukung Penyusunan 

Renstra/Renja dari setiap Bidang di 

Lingkungan Dishub Prov. Kaltim

5. Menyusun Jadwal Kegiatan Forum PD 

Renstra/Renja dan Menyusun Laporan 

Kegiatan

6. Menyusun Dokumen Renstra/Renja 

Menyesuaikan Jadwal dari Bappeda Prov. 

Kaltim

1. Menyiapkan Rencana Kerja, 

Menyusun serta Menyesuaikan 

Jadwal dan Jenis Bimtek Pegawai

2. Berkoordinasi dengan Pihak 

Penyelenggara Bimtek dan 

Pegawai yang akan Mengikuti 

Bimtek

3.  Menyusun Laporan dan  

Evaluasi Hasil Pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pekerjaan untuk 

mengikuti Proses Tender dan 

Seleksi di Biro UKPBJ

3. Melaksanakan pekerjaan dan 

pengawasan  Rehabilitasi 

Terminal Timbau Tenggarong 

dan Pekerjaan Tanah Terminal 

Paser setelah pokja pemilihan di 

Biro UKPBJ mengumumkan 

Tender dan Seleksi  dapat 

dilaksanakan

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melakukan sinkronisasi data 

perizinan dan penertiban 

administrasi (Penerbitan ulang / 

registrasi ulang izin oleh Provinsi 

(jika diperlukan), Penyesuaian 

tarif berdasarkan kebijakan 

Provinsi, Pemberian sanksi 

administratif bagi yang tidak 

menyesuaikan)

3. Melakukan peran pengawasan 

provinsi (Sosialisasi aturan baru 

kepada pelaku usaha)

4. Melakukan evaluasi hasil 

(Penyusunan laporan hasil 

Monev,Rekomendasi perbaikan 

sistem perizinan dan 

pengawasan, Penyusunan rencana 

pengawasan berkala ke depan)

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Mengumpulkan data sekunder 

(trayek perintis, biiaya 

operasional, tarif dan layanan 

eksisting)

3. Melaksanakan simulasi 

perhitungan kebutuhan subsidi 

(gap biaya operasional vs tarif)

4. kegiatan dilaksanakan melalui 

desk internal, tanpa survei 

lapangan dan tanpa anggaran 

(efisiensi anggaran)

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Subsidi Review 

Tataran Transportasi Wilayah 

(Tatrawil) Kalimantan Timur & 

Kajian Perencanaan Teknis 

Layanan Angkutan Umum Massal 

Koridor Sanga-Sanga Samarinda 

melalui studi/laporan persiapan 

maupun kegiatan pendukung 

dikarenakan anggaran utama 

penyusunan studi diefisiensi

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan & Pembentukan Panitia 

Kegiatan

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Melaksanakan Kegiatan 

Sosialisasi Multimoda serta 

Menyusun Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Pembentukan Panitia Kegiatan 

Audit dan Pemantauan 

Pelaksanaan PKB 

3. Melaksanakan Kegiatan Audit 

dan Pemantauan Pelaksanaan 

PKB  dan Menyusun 

Laporan/Dokumentasi Kegiatan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melaksanakan pekerjaan yang 

menunjang sub kegiatan  sesuai 

dengan anggaran kas

3. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pekerjaan 

3. Melaksanakan pekerjaan dan 

pengawasan pemasangan 

aplikasi/software manajemen 

terminal dapat dilaksanakan 

Pejabat Pengadaan 

mengumumkan Pengadaan 

Langsungnya 

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan



Jml % I % II % III % IV % Jml %

Indikator Kinerja Satuan Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW IV
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan Desember

Triwulan

Ket 

(Evaluasi Per Triwulan IV)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD Indikator Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW IV

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

2025

Realisasi 

s/d TW IV

Penanggung 

Jawab
NoSatuan

Target 

2025

Realisasi s/d 

TW IV 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat Rencana A ksi

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

3,

Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 

DPA-SKPD

 Rp              21,248,912 

Jumlah Dokumen DPA-

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

Dokumen 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100                   -   0                     -   0               4,676,800 9.68              11,038,400 22.841          15,715,200 73.958

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang dalam 

pemenuhan kelengkapan data dukung

Belum ada hambatan, kegiatan berjalan sesuai jadwal 

rencana

Membuat jadwal untuk persiapan data dukung anggaran dan 

Berkoordinasi dengan Tim TAPD/pihak terkait guna 

percepatan penyusunan/pengesahan dokumen anggaran di 

tahun berikutnya

4.

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

 Rp              98,867,970 

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Laporan 2 1 1 0 4 2 0 0 1 3 75                   -   0                     -   0               2,512,100 2.54              62,179,842 62.892          64,691,942 65.43

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Pentingnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebagai dasar untuk 

melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah

Terdapat keterlambatan penyusunan Laporan Evaluasi 

Renja/Renstra Semester 2. Target selesai di bulan januari 

2026

Koordinasi yang baik dengan bidang terkait realisasi 

capaian kinerja sehingga proses olah data dapat 

dilaksanakan sesuai dengan jadwal rencana

5.
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
 Rp            132,958,041 

Jumlah Laporan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah
Laporan 4 6 4 6 20 3 4 4 9 20 100                   -   0            10,156,300 7.64              19,320,000 14.531              84,207,413 63.334         113,683,713 85.503

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Pentingnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai 

dasar pengambilan kebijakan/pelaksanaan kegiatan di tahun 

berikutnya

Ketersediaan data dari bidang kurang tepat waktu sehingga 

menghambat proses olah data menjadi laporan

Koordinasi yang baik dengan bidang terkait realisasi 

capaian kinerja sehingga proses olah data dapat 

dilaksanakan sesuai dengan jadwal rencana

2.

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah

 Rp    24,442,523,005 % 0 0 0 94 94 4.65 8.7 24.45 54.72 92.52 1.
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN
 Rp     23,666,544,979 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

Orang/

Bulan
74 74 74 74 74 89 89 126 138 138 186.49       2,853,501,948 12.057        7,127,656,651 30.117          5,045,344,914 21.318           6,209,255,735 26.236     21,235,759,248 89.729

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

1. Realisasi sesuai dengan bulan berjalan;

2.Pengerjaan pengiputan gaji & tunjangan berdasarkan 

jumlah pegawai yang aktif;

3. Terdapat CPNS baru sebanyak 16 orang sehingga jumlah 

orang/pegawai yang menerima gaji melebihi dari target 

Tidak ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin
1, Membuat persiapan data pembayaran gaji

2, Memonitor pelaksanaan inventarisasi laporan keuangan 

2.

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas

ASN

 Rp            667,920,000 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Dokumen 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 25          95,980,000 14.37          187,190,000 28.026            152,660,000 22.856             159,890,000 23.938         595,720,000 89.19

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Honorarium Kegiatan yang sudah tercantum dalam DPA dan 

dirancang sejak awal, sehingga dokumen bisa disiapkan dari 

awal

Hambatan terjadi apabila berkas tidak lengkap

1, Membuat persiapan data pembayaran honorarium

2. Penyusunan Cheklist Dokumen Honorarium untuk 

memastikan kelengkapan dokumen sebelum proses 

pembayaran

3, Memonitor pelaksanaan inventarisasi laporan keuangan 

3.

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

 Rp              46,550,000 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Dokumen 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100          13,392,900 28.771                     -   0               3,727,000 8.01              22,360,985 48.036          39,480,885 84.814

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Koordinasi yang baik antar pengelola keuangan, kompetensi 

SDM yang memadai, ketepatan waktu penyampaian dokumen, 

serta dukungan SOP dan aplikasi keuangan yang 

mempermudah pencatatan dan verifikasi

Beberapa kendala yang masih muncul meliputi keterlambatan 

penyampaian dokumen, dokumen yang belum lengkap atau 

tidak sesuai DPA, keterbatasan jumlah SDM verifikator, 

serta kendala teknis pada sistem/aplikasi keuangan

1, Memastikan semua dokumen keuangan disampaikan tepat 

waktu dan lengkap

2, Melakukan verifikasi rutin agar dokumen sesuai DPA dan 

peraturan

3. Mengarsipkan dan merekap dokumen serta memanfaatkan 

sistem aplikasi untuk monitoring dan pelaporan 

4.

Pengelolaan dan 

Penyiapan Bahan 

Tanggapan 

Pemeriksaan

 Rp                 2,730,000 

Jumlah Dokumen Bahan 

Tanggapan Pemeriksaan 

dan Tindak Lanjut 

Pemeriksaan

Dokumen 0 1 0 1 2 0 0 0 2 2 100             520,000 19.048                     -   0                       -   0                       -   0             520,000 19.048

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Komitmen dan dukungan aktif pimpinan untuk memastikan 

dokumen/berkas keuangan (GU/LS) lengkap dan sesuai 

ketentuan

Realisasi target menunggu adanya pemeriksaan dari 

BPK/ITWIL 

1.  Membuat Template/Kertas Kerja GU (Ganti Uang) / 

Berkas LS 

2. Mengumpulkan dan menyusun berkas/dokumen

3. Verifikasi, Penyusunan Rekap GU (Ganti Uang) / Berkas 

LS

4. Menyiapkan data dukung dan menyesuaikan 

template/kertas kerja sesuai permintaan pemeriksa

5.

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/Semestera

n SKPD

 Rp              53,921,500 

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/Semesteran 

SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semes

teran SKPD

Laporan 5 5 5 3 18 6 2 1 9 18 100           1,020,000 1.89               989,000 1.83              26,839,940 49.776              22,326,000 41.405          51,174,940 94.91

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Pentingnya meminimalisir selisih data belanja, pendapatan, 

dan pajak. Serta Tuntutan akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan APBD

Kegiatan menyesuaikan undangan/jadwal dari instansi terkait 

seperti BPKAD, Bapenda, dan Dirjen Pajak

1. Menyiapkan data dan dokumen rekonsiliasi baik 

rekonsiliasi belanja, rekonsiliasi pendapatan maupun 

rekonsiliasi pajak

2. Melakukan pencocokan data dengan pengelola keuangan 

daerah

3. Menyepakati hasil rekonsiliasi

4. Menyusun laporan hasil koordinasi sebagai data dukung

6.

Penyusunan Pelaporan 

dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran

 Rp                 4,856,526 

Jumlah Dokumen Pelaporan 

dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran

Dokumen 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100                   -   0                     -   0               1,150,000 23.679               2,439,000 5.2395           3,589,000 73.901

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

Tersedianya data realisasi lengkap, sistem keuangan 

terintegrasi, SDM kompeten, dan pedoman/SOP yang jelas

Data belum lengkap, SDM terbatas, format laporan berbeda, 

dan waktu penyusunan terbatas

1. Menghimpun data realisasi belanja dan pendapatan.

2. Membandingkan realisasi dengan target dan menghitung 

estimasi akhir periode.

3. Menyusun analisis deviasi dan rekomendasi pengendalian 

anggaran.

4. Menyampaikan dokumen laporan prognosis secara 

berkala.

3.

Administrasi 

Pendapatan Daerah 

Kewenangan 

Perangkat Daerah

 Rp             35,602,000 

Persentase 

Kepatuhan Wajib 

Retribusi Daerah

% 100 100 100 100 100 100 47.62 47.62 95.24 95.24 1.
Pelaporan Pengelolaan 

Retribusi Daerah
 Rp              35,602,000 

Jumlah Laporan 

Pengelolaan Retribusi 

Daerah

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 2 4 12 100                   -   0            22,465,000 63.10                       -   0              13,039,000 11.503          35,504,000 99.72

Kasubbag 

Perencanaan 

Progam

1. Tersedianya data penerimaan retribusi yang lengkap dan 

akurat

2. Sistem/aplikasi keuangan daerah yang terintegrasi

3. Adanya pedoman/SOP pengelolaan dan pelaporan 

retribusi

1. Selisih atau ketidaksesuaian data antara bukti setoran dan 

sistem

2. Menunggu jadwal hasil rekon dengan BPKAD/Bapenda

Koordinasi dengan bidang terkait, admin dari Terminal. Lalu 

dilakukan rekonsiliasi setiap bulannya dengan BPKAD untuk 

setiap penerimaan yang ada di Dinas maupun UPTD 

Terminal

4.

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah - 

Dinas

 Rp      1,136,513,023 % 0 0 0 92 92 0 0 92.75 0.68 93.43 1.

Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

 Rp              49,999,716 

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan

Paket 0 11 0 0 11 0 11 0 0 11 100 0 0            49,755,000 99.511                         - 0                         - 0          49,755,000 99.511 Kasubbag Umum
Kebutuhan akan komponen listrik di kantor agar stok 

komponen dapat terpenuhi sepanjang tahun

Tidak ada hambatan karena kegiatan berjalan sesuai dengan 

rencana

Crosscheck hasil pengadaan apakah telah sesuai dengan 

jumlah, kelengkapan dan spesifikasinya. Kemudian, 

didistribusikan sesuai dengan kebutuhan kantor. Dan lakukan 

hasil evaluasi pekerjaan

2.

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor

 Rp            326,083,436 

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

Paket 4 2 2 2 10 4 2 1 3 10 100                   -   0          264,515,880 81.119              26,473,500 8.12              19,090,500 5.8545         310,079,880 95.092 Kasubbag Umum

1. Kebutuhan akan peralatan penunjang pekerjaan di kantor 

2. Rencana kebutuhan jelas berdasarkan inventaris dan 

proyeksi penggunaan

Belum ada hambatan, kegiatan berjalan sesuai jadwal 

rencana

Crosscheck hasil pengadaan apakah telah sesuai dengan 

jumlah, kelengkapan dan spesifikasinya. Kemudian, 

didistribusikan sesuai dengan kebutuhan kantor. Dan lakukan 

hasil evaluasi pekerjaan

3.

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

 Rp            215,014,627 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan

Paket 1 3 1 2 7 1 3 1 2 7 100          33,425,000 15.55            75,488,000 35.108              51,125,000 23.777              54,800,000 25.487         214,838,000 99.92 Kasubbag Umum
Proses pekerjaan/pengadaan menyesuaikan permintaan akan 

kebutuhan 

Belum ada hambatan, kegiatan berjalan sesuai jadwal 

rencana

Crosscheck hasil pengadaan apakah telah sesuai dengan 

jumlah, kelengkapan dan spesifikasinya. Kemudian, 

didistribusikan sesuai dengan kebutuhan kantor. Dan lakukan 

hasil evaluasi pekerjaan

4.

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

 Rp            527,353,580 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100          22,025,530 4.18          112,040,516 21.246              91,842,969 17.416             238,641,370 45.253         464,550,385 88.09 Kasubbag Umum

Sesuai disposisi/arahan pimpinan dan adanya penggunaan 

aplikasi atau template digital mempermudah pencatatan dan 

arsip laporan

Belum ada hambatan karena pekerjaan selesai sesuai 

dengan jadwal rencana
Monitoring dan evaluasi rutin kegiatan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor yang 

disediakan

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan melalui e-purchasing

4. Melengkapi Persyaratan Proses 

Pekerjaan dan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Paket 

Barang Cetakan dan Penggandan 

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan dan Melaksanakan 

pekerjaan setelah Pejabat 

Pengadaan mengumumkan 

Pengadaan Langsungnya

4. Melakukan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja dan 

Menyusun Jadwal Kegiatan

2. Pembentukan Panitia Kegiatan

3. Melakukan koordinasi lebih 

lanjut dengan narasumber 

4. Melaksanakan Kegiatan dan 

Menyusun Laporan/Dokumentasi 

Pelaksanaan Kegiatan

5. Membuat Telahaan 

Staf/Mengusulkan Nama yang 

akan Melakukan Perjalanan Dinas 

(sesuai dengan jadwal undangan 

yang harus dihadiri), untuk 

kegiatan Rutin

1.  Membuat Template/Kertas 

Kerja GU (Ganti Uang) 

2. Pengumpulan dan Pemeriksaan 

SPJ

3. Verifikasi dan Penyusunan 

Rekap GU (Ganti Uang)

4. Pengajuan SPP GU dan 

Pengarsipan 

1.  Membuat Template/Kertas 

Kerja GU (Ganti Uang) / Berkas 

LS 

2. Mengumpulkan dan menyusun 

berkas/dokumen

3. Verifikasi, Penyusunan Rekap 

GU (Ganti Uang) / Berkas LS

4. Menyiapkan data dukung dan 

menyesuaikan template/kertas 

kerja sesuai permintaan 

pemeriksa
1. Menyiapkan data dan dokumen 

rekonsiliasi baik rekonsiliasi 

belanja, rekonsiliasi pendapatan 

maupun rekonsiliasi pajak

2. Melaksanakan koordinasi dan 

rekonsiliasi  belanja, rekonsiliasi 

pendapatan maupun rekonsiliasi 

pajak

3. Klarifikasi selisih belanja 

(apabila ditemukan selisih)

4. Menyusun dan menandatangani 

Berita Acara Rekonsiliasi

5. Mendokumentasikan hasil 

koordinasi
1. Mengumpulkan dan 

memverifikasi data realisasi 

anggaran

2. Menganalisis capaian realisasi 

terhadap pagu anggaran

3. Menyusun prognosis realisasi 

berkala/sampai akhir periode

4. Menyusun dan menyampaikan 

dokumen laporan

1. Mengumpulkan data 

penerimaan retribusi dari masing-

masing unit/pos retribusi

2. Memverifikasi dan 

memvalidasi data penerimaan

3. Mengelompokkan data per 

jenis retribusi dan periode

4. Menyusun laporan pengelolaan 

retribusi daerah

5. Melakukan review internal dan 

finalisasi laporan

6. Menyampaikan laporan ke 

instansi terkait sesuai jadwal

Persentase Sarana 

Prasarana Kantor 

Yang Berfungsi 

Dengan Baik

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan dan pekerjaan melalui 

e-purchasing

4. Melakukan Pembayaran 

1. Menyiapkan Rencana Kerja  

Kegiatan SKM

2. Menyusun Jadwal dan Tim 

SKM

3. Mengolah dan Menyusun 

Laporan dan Dokumen Hasil SKM 

 

4. Menyusun Rencana Kerja 

terkait Evaluasi Pelaporan Kinerja 

setiap Bidang

5. Berkoordinasi dengan setiap 

Bidang untuk Melaporkan Capaian 

Kinerjanya

6. Mengolah Data dari setiap 

Bidang di Lingkungan Dishub 

Prov. Kaltim

7. Menyusun Laporan Kinerja 

Persentase Realisasi 

Anggaran

1. Menyiapkan dan Menginput 

Kelengkapan Berkas Pegawai 

yang akan dibayarkan Gajinya 

pada Aplikasi SIMGAJI TASPEN

2. Membuat Template Gaji

3. Menginput Pembuatan SPP-SPM 

LS Gaji di SIPD

4. Membuat Simponi Gaji di 

Aplikasi Portal Penerimaan 

5. Membuat e-billing Pajak Gaji di 

Aplikasi DJP Online

6. Membuat Template 

Potongan/Upload Gaji ke Bank

1. Melampirkan SK KPA dan 

PPTK

2. Membuat Template Honor 

Menyesuaikan dengan SSH Total 

Besaran Kegiatan/Pekerjaan 

3. Melakukan Pembayaran Jika 

Kelengkapan Persyaratan telah 

dilengkapi

4. Menyusun Rencana Kegiatan 

Rekonsiliasi Belanja, Rekonsiliasi 

Pendapatan dan Pemindahan 

Bukuan Pajak

5.Menyusun/Menyesuaikan Jadwal 

Kegiatan serta Menyusun Tim 

untuk Melakukan Kegiatan

6. Melakukan Evaluasi Hasil 

Pekerjaan 

1. Menyusun Rencana Kerja 

2. Menunggu Penetapan Pagu dari 

Bappeda

3. Menyiapkan Data Dukung 

Lengkap setiap Kegiatan seperti 

KAK, RAB, beserta spesifikasi 

teknis

4. Mengikuti Asistensi sesuai 

Jadwal sebelum Menjadi  

DPA/RKA dan disahkan

5. Melakukan Perubahan 

DPA/RKA, menyesuaikan dengan 

Jadwal

1. Menyusun Rencana Kerja 

2. Berkoordinasi dengan setiap 

Bidang untuk Melaporkan Capaian 

Kinerjanya

3. Mengolah Data dari setiap 

Bidang di Lingkungan Dishub 

Prov. Kaltim

4. Menyusun Laporan Kinerja 



Jml % I % II % III % IV % Jml %

Indikator Kinerja Satuan Kegiatan  Pagu 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

(Outcome)

Satuan

Target

I II III

Target 

2025

Realisasi 
Realisasi 

s/d TW IV
No Sub Kegiatan Pagu

TW IV

Kinerja Anggaran

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III

REALISASI

Penanggung 

Jawab

Bulan Desember

Triwulan

Ket 

(Evaluasi Per Triwulan IV)
RPJMD RENSTRA DISHUB

No Sasaran RPJMD Indikator Kinerja 

Realisasi 

Indikator 

Kinerja s/d 

TW IV

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

2025

Realisasi 

s/d TW IV

Penanggung 

Jawab
NoSatuan

Target 

2025

Realisasi s/d 

TW IV 2025
Capaian No Sasaran Strategis

Faktor  Pendorong Faktor  Penghambat Rencana A ksi

Perjanjian Kinerja Gubernur
Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 

(Eselon II) Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)

Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan (Output)
Satuan

TARGET

TARGET Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

TW I TW II TW III TW IV IV

5.
Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD
 Rp              15,424,000 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

Dokumen 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 100                   -   0                     -   0               5,410,000 35.08               5,490,000 35.59          10,900,000 70.669 Kasubbag Umum

1. Adanya pedoman resmi tentang penatausahaan arsip 

mendorong konsistensi penyimpanan dan pengelolaan

2. Tenaga administrasi yang terlatih mampu mengelola 

arsip dinamis sesuai standar

3. Pengawasan dari pimpinan atau unit pengelola arsip 

meningkatkan kepatuhan dan kelengkapan dokumen

1. Fokus pegawai pada kegiatan operasional menyebabkan 

pengelolaan arsip terabaikan (beban kerja tinggi)

2. Beberapa Pegawai belum memahami tata cara 

penatausahaan arsip dinamis yang benar

3. Masih minimnya lemari arsip, rak, atau ruang 

penyimpanan menyebabkan dokumen tersimpan tidak optimal

1. Memastikan pegawai memahami prosedur pengelolaan 

arsip dinamis

2. Menata dokumen aktif sesuai klasifikasi dan format standar

3. Melakukan pencatatan rutin, pemeliharaan fisik dokumen, 

dan update arsip digital

4. Memeriksa kelengkapan, kesesuaian klasifikasi, dan 

ketepatan penyimpanan

5. Memberikan umpan balik, memperbaiki kendala, dan 

meningkatkan kualitas penatausahaan dokumen

6.

Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

pada SKPD

 Rp                 2,637,664 

Jumlah Dokumen Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD

Dokumen 0 0 0 2 2 0 0 1 1 2 100                   -   0             1,729,900 0.33                       -   0                 907,500 0.1721           2,637,400 99.99 Kasubbag Umum

Adanya pedoman nasional dan internal SKPD terkait SPBE 

mendorong penyusunan dokumen, 

sesuai disposisi/arahan pimpinan

1. Fokus pegawai lebih pada operasional, sehingga 

dokumen SPBE tertunda

2. Pengelolaan dokumen digital sulit dipantau dan rawan 

terlewat (Sistem Administrasi Manual atau Tidak 

Terintegrasi)

3. Keterlambatan pengumpulan data  dan kurangnya 

koordinasi lintas bagian menghambat penyelesaian laporan 

PPID tepat waktu

1. Menyesuaikan dokumen SPBE dengan pedoman nasional 

dan internal SKPD

2. Menyusun dokumen dukungan SPBE secara lengkap 

sesuai kebutuhan operasional

3. Menyimpan dokumen di sistem manajemen dokumen 

elektronik agar mudah diakses

4. Memeriksa kelengkapan dan kualitas dokumen secara 

rutin

Meningkatnya Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Indeks Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Indeks 74 90.52
Kepala UPTD 

Terminal
1.

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah - 

UPTD

 Rp      1,541,768,014 % 0 0 0 63 63 0 0 0 95.87 95.87 1.

Penyediaan Komponen 

Instalasi

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

 Rp              25,840,082 

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan

Paket 0 0 8 0 8 0 0 8 0 8 100                   -   0 -                   0 24,933,875             96.493 -                     0          24,933,875 96.493

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Kebutuhan akan komponen listrik di kantor agar stok 

komponen dapat terpenuhi sepanjang tahun

Tidak ada hambatan karena kegiatan berjalan sesuai dengan 

rencana

Crosscheck hasil pengadaan apakah telah sesuai dengan 

jumlah, kelengkapan dan spesifikasinya. Kemudian, 

didistribusikan sesuai dengan kebutuhan kantor. Dan lakukan 

hasil evaluasi pekerjaan

2.

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor

 Rp            969,840,203 

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

Paket 2 3 2 7 14 2 3 2 7 14 100                   -   0          412,996,600 42.584            311,983,745 32.169             195,713,579 20.18         920,693,924 94.933

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

1. Kebutuhan akan peralatan penunjang pekerjaan di kantor & 

Terminal Tipe B

2. Rencana kebutuhan jelas berdasarkan inventaris dan 

proyeksi penggunaan

Belum ada hambatan karena pekerjaan sesuai dengan jadwal 

rencana

Crosscheck hasil pengadaan apakah telah sesuai dengan 

jumlah, kelengkapan dan spesifikasinya. Kemudian, 

didistribusikan sesuai dengan kebutuhan kantor. Dan lakukan 

hasil evaluasi pekerjaan

3.

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

 Rp              78,521,729 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan

Paket 1 1 0 3 5 1 1 0 3 5 100                   -   0            14,294,680 18.205              11,079,012 14.109              50,274,910 64.027          75,648,602 96.341

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Proses pekerjaan/pengadaan menyesuaikan permintaan akan 

kebutuhan 

Belum ada hambatan karena pekerjaan selesai sesuai 

dengan jadwal rencana

Crosscheck hasil pengadaan apakah telah sesuai dengan 

jumlah, kelengkapan dan spesifikasinya. Kemudian, 

didistribusikan sesuai dengan kebutuhan kantor. Dan lakukan 

hasil evaluasi pekerjaan

4.

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

 Rp            467,566,000 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100          60,417,000 12.92          120,584,200 25.79            106,124,100 22.697             170,447,107 36.454         457,572,407 97.86

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Sesuai disposisi/arahan pimpinan dan adanya penggunaan 

aplikasi atau template digital mempermudah pencatatan dan 

arsip laporan

Belum ada hambatan karena pekerjaan selesai sesuai 

dengan jadwal rencana
Monitoring dan evaluasi rutin kegiatan

1.

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah - 

UPTD

 Rp                                  - 

Persentase 

Pemenuhan Barang 

Milik Daerah 

Perangkat Daerah 

% 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 1.

Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan

 Rp                                    - 

Jumlah Unit Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Disediakan

Unit 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0                   -   ####                     -   ####                       -   #### ####                   -   ####

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Karena adanya efisiensi anggaran, sehingga rencana 

pengadaan kendaraan dinas operasional tidak jadi 

dilaksanakan. Untuk mendukung operasional kegiatan 

dengan cara optimalisasi kendaraan yang sudah ada dan 

masih layak pakai

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

tidak jadi dilaksanakan karena efisiensi anggaran

Mengoptimalisasikan kendaraan yang sudah ada dan masih 

layak pakai

4.

Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah - 

UPTD

 Rp          948,484,500 % 0 0 0 40 40 0 0 0 68.18 68.18 1.

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan

 Rp              83,703,000 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Unit 5 4 0 0 9 0 7 1 1 9 100             817,000 0.98            24,785,120 29.61              25,475,655 30.436              28,716,243 34.307          79,794,018 95.33

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal/ permintaan 

akan kebutuhan 
Belum ada hambatan karena berjalan sesuai dengan jadwal Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

2.

Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya

 Rp            864,781,500 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

Unit 0 0 0 41 41 0 0 0 41 41 100 -                 0 -                   0 -                     0             822,358,304 95.094         822,358,304 95.094

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang baik 
Belum ada hambatan karena berjalan sesuai dengan jadwal 

dan menyesuaikan permintaan
Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

1.

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Perangkat 

Daerah (Indeks)

Indeks 80.39

Meningkatnya Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Persentase Keluhan 

Pengguna Layanan 

yang Ditindaklanjuti

% 100 72.25 Sekretaris 4.

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

 Rp          222,954,450 % 0 0 0 20 20 5.34 3.5 20.98 54.60 84.42 1.

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

 Rp            113,355,950 

Jumlah Paket Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapan

Paket 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100                   -   0          106,975,000 94.37                       -   0                       -   0         106,975,000 94.371 Kasubbag Umum -

Belum ada hambatan karena pekerjaan sudah sesuai dengan 

jadwal. Terdapat efisiensi anggaran dan akan dilakukan 

perubahan target (tahap perubahan DPA)

Melakukan evaluasi hasil pekerjaan

2.

Pendataan dan 

Pengolahan 

Administrasi

Kepegawaian

 Rp                 9,999,000 

Jumlah Dokumen 

Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian

Dokumen 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 100           8,554,000 85.55                     -   0                       -   0                       -   0           8,554,000 85.549 Kasubbag Umum Pedoman administrasi kepegawaian yang jelas Belum ada hambatan

Mulai Menghimpun, Memeriksa kelengkapan dan 

kesesuaian dokumen kepegawaian yang kemudian akan di 

olah datanya untuk keperluan laporan dan administrasi rutin. 

Kemudian, dilakukan evaluasi hasil pekerjaan tahun ini guna 

perbaikan di tahun berikutnya

3.

Monitoring, Evaluasi, 

dan Penilaian Kinerja

Pegawai

 Rp              47,939,500 

Jumlah Dokumen 

Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai

Dokumen 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100           9,450,000 19.71            10,950,000 9.66               6,209,665 5.48              15,231,600 13.437          41,841,265 87.279 Kasubbag Umum

1. Adanya sistem manajemen kinerja berbasis digital 

mempermudah pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan

2. Pegawai dan tim administrasi yang memahami prosedur 

monitoring dan evaluasi akan menghasilkan dokumentasi 

yang lebih tertib dan lengkap

Belum ada hambatan karena pekerjaan telah sesuai jadwal

Mulai menghimpun, Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian 

dokumen. Serta melakukan analisis dan evaluasi kinerja 

pegawai. Kemudian, dilakukan evaluasi hasil pekerjaan tahun 

ini guna perbaikan di tahun berikutnya

4.

Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

 Rp              51,660,000 

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

Orang 0 0 0 20 20 7 8 27 76 118 590           4,250,000 8.23             4,250,000 8.23              27,094,300 52.447              16,063,200 31.094          51,657,500 100.00 Kasubbag Umum
Koordinasi dengan pihak penyelenggara bimtek./pelatihan 

untuk mendukung kinerja pegawai Dinas Perhubungan 

Jadwal/waktu pelatihan belum dapat dipastikan karena 

menyesuaikan jadwal/pihakpenyelenggara

1. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan tahun ini guna 

perbaikan di tahun berikutnya

2. Mulai mencari/sonding terkait keperluan bimtek atau 

pelatihan yang diperlukan oleh pegawai di Dinas 

Perhubungan

1.

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada

Perangkat Daerah - 

Dishub

 Rp             65,128,900 % 0 0 0 92 92 0 0 92.75 0.5 93.25 1.

Penyusunan 

Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD

 Rp              38,653,800 
Jumlah Rencana Kebutuhan 

Barang Milik Daerah SKPD
Dokumen 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100                   -   0 -                   0 14,733,000             57.016 21,669,900             83.862          36,402,900 94.177 Kasubbag Umum

1. Adanya regulasi pengelolaan BMD dan format RKBMD 

mendorong penyusunan rencana kebutuhan

2. Sudah adanya sistem digital/aplikasi inventaris, sehingga 

memudahkan pencatatan, pengumpulan, dan pengelolaan 

usulan RKBMD

Beban kerja yang tinggi, sehingga Pegawai fokus pada 

operasional, sehingga pengumpulan usulan RKBMD 

tertunda

1. Mensosialisasikan pengisian RKBMD ke seluruh bidang

2. Mulai mengumpulkan dan verifikasi kelengkapan usulan

3. Menyusun dokumen rencana kebutuhan BMD SKPD, 

kemudian melakukan persetujuan dokumen oleh pimpinan

2.
Pengamanan Barang 

Milik Daerah SKPD
 Rp                 7,070,000 

Jumlah Dokumen 

Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD

Dokumen 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100                   -   0                     -   0                       -   0                       -   0                   -   0 Kasubbag Umum

1. Adanya dukungan kepala Dinas dalam tertib administrasi 

aset

2. Adanya Sistem Informasi Aset yang Terintegrasi 

(Penggunaan aplikasi/SIMDA BMD mempermudah 

pencatatan dan penerbitan dokumen)

Kurangnya sinkronisasi data antara Dishub dan BPKAD

1. Pemetaan Awal (Inventarisasi BMD per KIB (Tanah, 

Peralatan, Gedung, dll)), kemudian Identifikasi status 

dokumen: lengkap / belum lengkap / bermasalah

2. Melakukan penertiban administratif melalui pelengkapan 

BAST, SK Penetapan Status Penggunaan (PSP), sertifikat 

atau BPKB, serta pembaruan dan digitalisasi data pada 

aplikasi SIMDA/SIPD BMD

3. Monitoring dan evaluasi berkala melalui rekonsiliasi 

triwulanan SKPD–BPKAD

3.
Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD
 Rp              19,405,100 

Jumlah Laporan 

Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD

Laporan 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100                   -   0             2,860,000 0.29               2,400,000 0.25               7,797,500 0.804          13,057,500 67.289 Kasubbag Umum
Adanya sumber data yang lengkap, seperti data KIB dan 

Dokumen Persediaan   
Kurangnya sinkronisasi data antara Dishub dan BPKAD

1. Mulai melakukan inventarisasi & verifikasi (mencocokan 

data BMD dengan dokumen pendukung untuk memastikan 

kelengkapan dan keakuratan)

2. Mekap data menjadi laporan penatausahaan BMD per 

jenis aset, kemudian dibuat laporan untuk dilaporkan kepada 

pimpinan

3. Melakukan monitoring secara berkala   

1. Mengidentifikasi/Menentukan 

jenis BMD yang memerlukan 

pengamanan, baik fisik maupun 

administrasi BMD berdasarkan 

KIB

2. Membuat kertas kerja yang 

berisi  (daftar pengamanan, 

tanda bukti, catatan 

pengawasan) berdasarkan data 

KIB yang kemudian akan dibuat 

menjadi dokumen pengamanan

3. Mengarsipkan dokumen 

pengamanan secara fisik atau 

digital, rapi sesuai kategori BMD

4. Melakukan pemeriksaan rutin 

1. Menyiapkan Rencana 

Kerja/Persiapan Data 

(mengumpulkan seluruh dokumen 

pendukung, seperti BA 

Rekonsiliasi BMD, KIB, SK PSP 

serta Dokumen Persediaan)

2. Melakukan inventarisasi & 

verifikasi (mencocokan data 

BMD dengan dokumen pendukung 

untuk memastikan kelengkapan 

dan keakuratan)

3. Mekap data menjadi laporan 

penatausahaan BMD per jenis 

aset, kemudian dibuat laporan 

untuk dilaporkan kepada 

pimpinan

4. Melakukan monitoring secara 

berkala   

1. Mengumpulkan data 

kepegawaian dari seluruh bidang

2. Memverifikasi dan 

memvalidasi dokumen 

administrasi pegawai

3. Menginput data ke sistem 

administrasi kepegawaian

4. Menyusun laporan atau 

rekapitulasi dokumen 

kepegawaian. Kemudian, 

melakukan review dan koreksi 

internal

5. Menyampaikan dokumen dan 

1. Mengumpulkan data, 

memverifikasi serta 

memvalidasi dokumen pendukung 

kinerja pegawai

2. Melakukan monitoring dan 

evaluasi capaian kinerja

3. Menyusun, review dan 

finalisasi dokumen penilaian 

4. Menyampaikan laporan hasil 

monitoring dan penilaian ke 

pimpinan

1. Menyiapkan Rencana Kerja, 

Menyusun serta Menyesuaikan 

Jadwal dan Jenis Bimtek Pegawai

2. Berkoordinasi dengan Pihak 

Penyelenggara Bimtek dan 

Pegawai yang akan Mengikuti 

Bimtek

3.  Menyusun Laporan dan  

Evaluasi Hasil Pekerjaan

Persentase BMD 

Yang Berfungsi 

Dengan Baik

1. Menyiapkan usulan kebutuhan 

BMD sesuai kondisi inventaris 

dan rencana kegiatan

2. Memeriksa kelengkapan, 

kesesuaian spesifikasi, jumlah, 

dan prioritas kebutuhan

3. Menyusun dokumen resmi 

rencana kebutuhan BMD 

berdasarkan usulan yang telah 

diverifikasi

4. Memeriksa kesesuaian jumlah 

usulan RKBMD dengan rencana 

kebutuhan, dan menindaklanjuti 

jika ada kekurangan atau revisi

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan pemeliharaan ac, 

printer, pc/laptop dan 

pemeliharaan rutin gedung kantor

3. Melaksanakan pekerjaan 

pemeliharaan ac, printer, dan 

pemeliharaan rutin gedung kantor

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

Persentase SDM 

Aparatur yang 

Mengikuti Pendidikan 

dan Pelatihan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Pakaian 

Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan 

4. Melaksanakan pekerjaan 

setelah Pejabat Pengadaan 

mengumumkan Pengadaan e-

purchasing

5. Melakukan Pembayaran 

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Membuat Telahaan 

Staf/Mengusulkan Nama yang 

akan Melakukan Perjalanan Dinas 

(sesuai dengan jadwal undangan 

yang harus dihadiri), untuk 

kegiatan Rutin

1. Menyesuaikan rencana akibat 

efisiensi anggaran dengan 

mengoptimalkan kendaraan yang 

ada

2. Pengendalian penggunaan 

kendaraan sesuai prioritas

Persentase BMD 

yang digunakan dan 

berfungsi baik

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2.Menyiapkan/Menyesuaikan  

Jadwal Kegiatan Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas

3. Melaksanakan pekerjaan 

setelah Pejabat Pengadaan 

mengumumkan  pengadaan 

langsungnya 

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja dan 

Menyusun Dokumen Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD

2. Mengumpulkan dan menyusun 

dokumen seperti SOP, panduan, 

dan laporan penggunaan sistem

3. Menyimpan dokumen di server 

atau arsip digital dengan 

pencatatan metadata

4. Memeriksa serta 

mengevaluasi kelengkapan, 

kesesuaian, dan kualitas 

dokumen secara rutin

Persentase Sarana 

Prasarana Kantor 

Yang Berfungsi 

Dengan Baik

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan dan pekerjaan melalui 

e-purchasing

4. Melakukan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor yang 

disediakan

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan melalui e-purchasing

4. Melengkapi Persyaratan Proses 

Pekerjaan dan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Paket 

Barang Cetakan dan Penggandan 

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan dan Melaksanakan 

pekerjaan setelah Pejabat 

Pengadaan mengumumkan 

Pengadaan Langsungnya

4. Melakukan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja dan 

Menyusun Jadwal Kegiatan 

Penatausahaan Arsip Dinamis

2. Mengumpulkan dokumen 

aktif/arsip dinamis dari tiap unit, 

menyusun sesuai klasifikasi, dan 

mencatat ke sistem atau buku 

arsip

3. Menyimpan dokumen di lemari 

atau sistem arsip digital, serta 

melakukan pencatatan inventaris 

untuk memudahkan pencarian 

dan pengendalian

4. Melakukan pemeriksaan rutin 

kelengkapan, kesesuaian, dan 

ketepatan penatausahaan 
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1.

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah - Dishub

 Rp      5,188,286,411 % 25 25 25 25 100 25 25 25 25 100 1.
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
 Rp              24,994,000 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat
Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100           6,000,000 24.01             6,000,000 24.01               6,000,000 24.006               6,000,000 24.006          24,000,000 96.023 Kasubbag Umum

Adanya staf paham prosedur pencatatan surat masuk dan 

keluar serta sudah adanya aplikasi yang menunjang kegiatan 

surat menyurat

Kegiatan bersifat rutin namun terkadang proses disposisi 

yang terlambat serta belum semua staf memahami kode 

klasifikasi surat sehingga proses surat menyurat sediktit 

terlambat

1. Melakukan proses catat/input pada aplikasi surat masuk 

dan surat keluar

2. Membagikan surat masuk ke masing-masing bidang 

setelah menerima disposisi pimpinan (jika manual), apabila 

melalui aplikasi srikandi disposisi akan langsung masuk ke 

akun masing-masing penanggung jawab/kepala bidang

3. Merekap surat masuk dan surat keluar setiap bulan

1. Membeli materai sebagai penunjang kegiatan surat 

menyurat (menyesuaikan kebutuhan)

2.

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

 Rp            991,999,500 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100          96,518,192 9.73            87,652,856 8.84            391,084,766 39.424             252,931,275 25.497         828,187,089 83.487 Kasubbag Umum Sesuai jumlah tagihan setiap bulannya Belum ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin Melakukan evaluasi hasil pekerjaan

3.

Penyedia Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

 Rp        4,171,292,911 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100         911,026,446 21.84        1,449,072,542 34.739            705,251,675 16.907             647,444,317 15.521       3,712,794,980 89.008 Kasubbag Umum

Adanya kewajiban dinas membayar gaji non pns, tenaga 

kebersihan dan keamanan karena anggaran telah tersedia 

dalam DPA

Belum ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin
Melengkapi berkas pembayaran kemudian akan diproses 

pencairan anggaran sesuai dengan tagihan

7.

Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah - Dishub

 Rp      1,898,594,000 % 0 0 0 92 92 0 0 0 92.03 92.03 1.

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan

 Rp              84,720,000 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajaknya

Unit 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100                   -   0            25,546,000 30.15              26,320,000 31.067              32,460,000 38.314          84,326,000 99.535 Kasubbag Umum
Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal/ permintaan 

akan kebutuhan 
Belum ada hambatan karena berjalan sesuai dengan jadwal

Melakukan evaluasi hasil pekerjaan tahun ini dan  mulai 

mempersiapkan rencana kerja tahun depan/ berikutnya

2.

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan

 Rp            111,843,000 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Unit 3 2 2 2 9 3 2 2 2 9 100          10,000,000 8.94            35,980,000 32.17              39,562,200 35.373              25,638,300 22.923         111,180,500 99.41 Kasubbag Umum
Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal/ permintaan 

akan kebutuhan 
Belum ada hambatan karena berjalan sesuai dengan jadwal

Melakukan evaluasi hasil pekerjaan tahun ini dan  mulai 

mempersiapkan rencana kerja tahun depan/ berikutnya

3.
Pemeliharaan Aset Tak 

Berwujud
 Rp                 2,600,000 

Jumlah Aset Tak Berwujud 

yang Dipelihara
Unit 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100                   -   0             1,200,000 46.15                       -   0                 600,000 23.077           1,800,000 69.231 Kasubbag Umum Adanya anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan Belum ada hambatan Dilakukan monitoring secara berkala

4.

Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya

 Rp        1,699,431,000 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

Unit 10 60 82 62 214 11 59 82 62 214 100           5,700,000 0.34            27,258,500 1.60            873,737,854 51.414             710,222,000 41.792       1,616,918,354 95.14 Kasubbag Umum Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang baik 
Belum ada hambatan karena berjalan rutin dan menyesuaikan 

permintaan

Melakukan evaluasi hasil pekerjaan tahun ini dan  mulai 

mempersiapkan rencana kerja tahun depan/ berikutnya

Meningkatnya Kualitas 

Layanan 

Kesekretariatan

Persentase Keluhan 

Pengguna Layanan 

yang Ditindaklanjuti

% 100 72.25
Kepala UPTD 

Terminal
3.

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah - UPTD

 Rp      2,750,538,437 % 25 25 25 25 100 25 25 25 25 100 1.
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
 Rp                 8,999,999 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat
Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100           3,710,000 41.22                     -   0               4,710,000 52.333                 351,870 3.9097           8,771,870 97.465

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Adanya staf paham prosedur pencatatan surat masuk dan 

keluar serta sudah adanya aplikasi yang menunjang kegiatan 

surat menyurat

Kegiatan bersifat rutin namun terkadang proses disposisi 

yang terlambat serta belum semua staf memahami kode 

klasifikasi surat sehingga proses surat menyurat sediktit 

terlambat

1. Melakukan proses catat/input pada aplikasi surat masuk 

dan surat keluar

2. Membagikan surat masuk ke masing-masing bidang 

setelah menerima disposisi pimpinan (jika manual), apabila 

melalui aplikasi srikandi disposisi akan langsung masuk ke 

akun masing-masing penanggung jawab/kepala bidang

3. Merekap surat masuk dan surat keluar setiap bulan

1. Membeli materai sebagai penunjang kegiatan surat 

menyurat (menyesuaikan kebutuhan)

2.

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

 Rp            233,991,850 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100          29,427,956 12.58            33,119,428 14.15              32,943,338 14.08              36,920,613 15.779         132,411,335 56.588

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Sesuai jumlah tagihan setiap bulannya Belum ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin Melakukan evaluasi hasil pekerjaan

3.

Penyedia Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

 Rp        2,507,546,588 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan

Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100         411,690,000 16.42          631,584,600 25.19            617,535,000 24.627             823,380,000 32.836       2,484,189,600 99.069

Kasubbag Tata 

Usaha UPTD 

Terminal

Adanya kewajiban dinas membayar gaji non pns, tenaga 

kebersihan dan keamanan karena anggaran telah tersedia 

dalam DPA

Belum ada hambatan karena kegiatan bersifat rutin
Melengkapi berkas pembayaran kemudian akan diproses 

pencairan anggaran sesuai dengan tagihan

199,460,159,664Rp                    184,537,927,512Rp        

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi199,460,159,664Rp            199,460,159,664Rp              4,859,449,711Rp     

46,086,204,336Rp      46,086,204,336.00              -Rp                         

152,420,892,003-Rp            

153,373,955,328-Rp            KEPALA DINAS

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Berkas 

Pembayaran Rekening Listrik, 

Air, Internet 

3. Melaksanakan Proses 

Pembayaran 

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Peralatan 

Kantor

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan 

4. Melengkapi Persyaratan Proses 

Pekerjaan dan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

5. Menyiapkan dan Menginput 

Kelengkapan Berkas Tenaga 

Kebersihan dan Tenaga 

Keamanan yang akan dibayarkan 

Gajinya 

6. Mengantar Dokumen LS Gaji 

Tenaga Kebersihan dan 

Kemananan ke BPKAD beserta 

kelengkapan berkasnya sebelum 

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2. Menentukan scope (domain, 

hosting, aplikasi, DB, SSL)

3. Membackup data-data yang 

penting, perbaikan korektif 

(perbaikan bug, restore backup, 

pembersihan malware)

4. Mengecek secara berkala 

5. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan pemeliharaan ac, 

printer, dan pemeliharaan rutin 

gedung kantor

3. Melaksanakan pekerjaan 

pemeliharaan ac, printer, dan 

pemeliharaan rutin gedung kantor

4. Melakukan evaluasi hasil 

Persentase 

Pelayanan Jasa 

Penunjang Tepat 

Waktu

1. Menyiapkan kertas kerja 

sesuai format laporan standar 

(tanggal, nomor surat, jenis, 

pengirim/penerima, disposisi)

2. Melakukan proses catat/input 

pada aplikasi surat masuk dan 

surat keluar

3. Membagikan surat masuk ke 

masing-masing bidang setelah 

menerima disposisi pimpinan 

(jika manual), apabila melalui 

aplikasi srikandi disposisi akan 

langsung masuk ke akun masing-

masing penanggung jawab/kepala 

bidang

4. Merekap surat masuk dan 

surat keluar setiap bulan

1. Membeli materai sebagai 

Persentase BMD 

yang digunakan dan 

berfungsi baik

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2.Menyiapkan/Menyesuaikan  

Jadwal Kegiatan Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas

3. Melakukan Proses Pekerjaan 

beserta Berkas Kelengkapan 

Pelaksanaan Pekerjaan dan 

Pembayaran 

4. Melakukan Evaluasi Hasil 

Pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja

2.Menyiapkan/Menyesuaikan  

Jadwal Kegiatan Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas

3. Melaksanakan pekerjaan 

setelah Pejabat Pengadaan 

mengumumkan  pengadaan 

langsungnya 

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Berkas 

Pembayaran Rekening Listrik, 

Air, Internet dan Lisensi Zoom

3. Melaksanakan Proses 

Pembayaran 

4. Melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan

1. Menyiapkan Rencana Kerja 

2. Melengkapi Data Dukung 

Persiapan Pengadaan Peralatan 

Kantor

3. Melaksanakan Proses 

Pengadaan 

4. Melengkapi Persyaratan Proses 

Pekerjaan dan Pembayaran 

Kemudian Melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan

5. Menyiapkan dan Menginput 

Kelengkapan Berkas Tenaga 

Kebersihan dan Tenaga 

Keamanan yang akan dibayarkan 

Gajinya 

6. Menyiapkan dan Menginput 

Kelengkapan Berkas Non PNS 

yang akan dibayar gajinya

7. Mengantar Dokumen LS Gaji 

Non PNS ke BPKAD beserta 

kelengkapan berkasnya sebelum 

di email ke Kasda 

Persentase 

Pelayanan Jasa 

Penunjang Tepat 

Waktu

1. Menyiapkan kertas kerja 

sesuai format laporan standar 

(tanggal, nomor surat, jenis, 

pengirim/penerima, disposisi)

2. Melakukan proses catat/input 

pada aplikasi surat masuk dan 

surat keluar

3. Membagikan surat masuk ke 

masing-masing bidang setelah 

menerima disposisi pimpinan 

(jika manual), apabila melalui 

aplikasi srikandi disposisi akan 

langsung masuk ke akun masing-

masing penanggung jawab/kepala 

bidang

4. Merekap surat masuk dan 

surat keluar setiap bulan

1. Membeli materai sebagai 

Samarinda,     Januari 2026 
 

An. Kepala Dinas 
Sekretaris 
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